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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  48/  GTUN/ 2010/  PTUN. MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Manado yang  memer iksa ,  memutus  

ser ta  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  pada  t i ngka t  

per tama  dengan  acara  biasa ,  yang  di l aksanakan  di  gedung  

pengad i l an  te rsebu t ,  te l ah  mengambi l  putusan  da lam  sengketa  

anta ra  :  

1.   N a m a :  FRANSISCA TUWAIDAN ;

     Kewarganegaraan :  Indones ia  ;

     Peker jaan :  Ketua  Fraks i  Tumatenden  DPRD 
Kab.  Minahasa  

                                                        Utara  ;

     Tempat  t i ngga l :  Desa  Treman  Dusun  XVI  Kec.  
Kaudi tan  Kab.  

                                                        Minahasa  
Utara  ;

  2.  N a m a :  I r .  WILLY KUMENTAS ;

     Kewarganegaraan :  Indones ia  ;

     Peker jaan :  PNS ;

     Tempat  t i ngga l :  Desa  Suwaan  Dusun  I I I  Kec.  
Kalawat  Kab.  

                                                        Minahasa  

Utara  ;   

     Dalam hal  in i  d iwak i l i  o leh  Kuasa  Hukumnya  masing- masing  

bernama  :  MARIAM PANGEMANAN,  SH  dan  EGIDIUS  KASENGKANG,  SH 

keduanya  ,  berkewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  :  Advokat ,  

berkan to r   pada  “  Kanto r  Advokat  dan  Konsu l t an  Hukum MARIAM 

PANGEMANAN, SH dan  REKAN “  bera lamat  di  J l .  Pingkan  Mat indas  

18  Lingkungan  V No.  98  Kota  Manado,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  tangga l  26 November  2010 ;

         Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  

……………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P ARA  PENGGUGAT ;  

M E L A W A N   :

       1.  Nama Jabatan                :   KETUA  KOMISI  PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN 

                                                    MINAHASA 

UTARA ;                  

       Tempat  kedudukan        :   J l .  Worang By Pass,  Kel .  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Ai rmad id i   Atas   Kec.  Ai rmad id i      

                                              Kabupaten  Minahasa  

Utara  ;

     Dalam hal  in i  d iwak i l i  o leh  Kuasa Hukumnya masing- masing  :

1.1 .Nama     :  KATHRYNA IHCENT PELEALU,  SH.

Jabatan     :  Jaksa  Pengacara  Negara  ;  

1.2 .  Nama : . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2 .Nama     :  SUBHAN GUNAWAN,SH.  

Jabatan     :  Jaksa  Pengacara  Negara  ;

keduanya  bera lamat  J l .  Baru  Kelurahan  Sukur  Kec.  Ai rmad id i  

Pusat  Komplek  Perkan to ran  Pemer in tah  Kabupaten  Minahasa  

Utara ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  9  Desember  

2010,  dan  Sura t  Kuasa  Khusus  Subst i t u s i  Nomor  :  SK-

01/R.1 .12 /G .TUN/12 /2010  tangga l  10 Desember  2010 ;  

           Selan ju tnya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .  TERGUGAT   I  ;

2.  Nama Jabatan :  MENTERI DALAM NEGERI  RI  ;

    Tempat  kedudukan :  J l .  Medan Merdeka  Utara  No.  7 

Jakar t a  Pusat  ;

    Dalam hal  in i  d iwak i l i  o leh  Kuasa Hukumnya masing- masing  :

    2.1 .  Nama :  Prof .  DR.  ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.MH

           Jabatan :  Pl t .  Kepala  Bi ro  Hukum Kemdagr i  ;

    2.2 .  Nama :  ERMA WAHYUNI,  SH.MS. i  ;

           Jabatan :  Kabag Penye lesa ian  Sengketa  dan Bantuan  

Hukum pada Bi ro  Hukum  Kemdagr i  ;

    2.3 .  Nama :   S.  ADITYA WIJAYA,  SH

           Jabatan             :  Kassubag.  Wi l  I  Bag.  

Penye lesa ian  Sengketa  dan Bantuan  

                                      Hukum pada Bi ro  Hukum 

Kemdagr i  

  2.4 .  Nama               :  R.  PERMELIA FABYANNE, SH.  MH

           Jabatan             :  Kassubag.  Wi l  I I  Bag.  

Penye lesa ian  Sengketa  dan Bantuan  Hukum  pada  

Bi ro  Hukum Kemdagr i

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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    2.5 .  Nama               :  ROMUALDO MANURUNG, SH.  M. Hum

           Jabatan             :  Kassubag.  Wi l  I I I  Bag.  

Penye lesa ian  Sengketa  dan Bantuan  Hukum   pada  

Bi ro  Hukum Kemdagr i

    2.6 .  Nama               :  KUSUMA DWI HASTANTI ,  SH

           Jabatan             :  Sta f  Subbag.  Wi layah  I I  pada  

Bi ro  Hukum Kemdagr i

    2.7 .  Nama               :  WAHYU CHANDRA, SH.  M. Hum

         Jabatan             :  Sta f  Subbag.  Wilayah  I I I  pada  

Bi ro  Hukum Kemdagr i

Masing- masing  bera lamat  J l .  Medan Merdeka  Utara  No.  7 Jakar t a  

Pusat  berdasarkan  

Sura t  Kuasa Khusus  Nomor :  183/5051 /SJ  tangga l  28 Desember  2010

   Selan ju tnya  

disebu t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ERGUGAT I I     

Pengad i l an  . . . . . . . . . . . . . . .

2

Pengad i l an  Tata  usaha  Negara  te rsebu t  :

     1.  Telah  membaca  penetapan  Nomor  :  45/Pen.  

MH/TUN/2010/P .TUN.Mdo  te r t angga l  6  Desember  2010  ten tang  

penun jukan  Maje l i s  Hakim;

     2.  Telah  membaca penetapan  Nomor  :  45/  Pen.PP/  TUN /2010 /  

PTUN.Mdo te r t angga l  6  Desember  2010  ten tang  Penentuan  har i  

dan tangga l  Pemer iksaan  Pers iapan  ;

     3.  Telah  membaca penetapan  Nomor  :  01/Pen.  HS/  TUN/  2011/  

PTUN.Mdo te r t angga l  5  Januar i   2011  ten tang  penetapan  har i  

s idang  ;

     4.   Telah  membaca  berkas  perkara  Nomor  :  

48/G.TUN/2010/PTUN.Mdo  ;

     5.   Telah  mempela ja r i  bukt i - bukt i   dan  kete rangan  saks i  

yang  di  a jukan  para  pihak  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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     6.   Telah  mendengar  kete rangan  para  pihak  ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  da lam  sura t  gugatannya  

te r t angga l  6  Desember  2010  yang  te rda f t a r  d i  kepan i t e r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado dengan  reg i s t e r  perkara  No.  

48/G.TUN/2010/  PTUN.MDO  sete lah  mela lu i  proses  pemer iksaan  

pers i apan  gugatan  Penggugat  te l ah  disempurnakan  dan  d i t e r ima  

oleh  Maje l i s  Hakim pada  tangga l  5 Januar i  2011  yang  mengemukakan  

alasan  – alasan  gugatan  sebaga i  ber i ku t  :

Adapun yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam perkara  in i  ada lah  :

1.  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Minahasa

     Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  te r t angga l  09  

November  2010

     TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  BUPATI  DAN 

     WAKIL  BUPATI  DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN 

     WAKIL  KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN  

     2010.  

2.  -  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  131.71- 981  

Tahun     

        2010  Tangga l  01 Desember  2010  TENTANG PEMBERHENTIAN  

        PENJABAT BUPATI  MINAHASA UTARA DAN PENGESAHAN  

            PENGANGKATAN BUPATI  MINAHASA UTARA PROPINSI  SULAWESI 

            UTARA.

  -  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  132.71- 982  

Tahun   

       2010  te r t angga l  01  Desember  2010  TENTANG PENGESAHAN 

       PENGANGKATAN WAKIL  BUPATI  MINAHASA UTARA PROPINSI

       SULAWESI UTARA ;

Adapun…………….

3

Adapun  yang  menjad i  a lasan- alasan  gugatan  Penggugat  sebaga i  

ber i ku t :

1. Bahwa penga juan  gugatan  Para  Penggugat  masih  da lam 

tenggang  waktu  sembi l an  puluh  har i  sesua i  pasa l  55  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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UU No.  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  ta ta  Usaha  

Negara ,  karena  Objek  Gugatan  Tergugat  I  d i t e rb i t k an  

pada  tangga l  09  November  2010  Objek  Gugatan  

Tergugat  I I  pada  tangga l  01  Desember   2010.  Objek  

Gugatan  dar i  Tergugat  I  d ike tahu i  o leh  Penggugat  

pada  tangga l  15  November  2010  mela lu i  Ketua  DPRD 

Kabupaten  Minahasa  Utara  dan  Objek  Gugatan  dar i  

Tergugat  I I ,  Penggugat  ketahu i  lewat  media  cetak  

Har ian  Manado Post  te r t angga l  09 November  2010.  

2. Bahwa Para  Penggugat  adalah  sa lah  satu  peser ta  pada  

PEMILUKADA  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Minahasa  Utara  Per iode  2010  s/d  2015,  yang  diusung  

oleh  Par ta i  Demokras i  Indones ia  Per juangan ,  Par ta i  

Damai  Sejah te ra ,  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa,  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  dan  Par ta i  Pedul i  Rakyat  

Nasiona l  (PDIP,  PDS,  PDP,  PKPB,  PKB,  PPRN).

3. Bahwa Para  Penggugat  da lam mencalonkan  di r i  sebaga i  

Peser ta  Pemi lukada  te l ah  memenuhi  persyara tan -

persya ra tan  sebaga imana  dia tu r  da lam  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  seh ingga  Penggugat  

te l ah  di te t apkan  mela lu i  sura t  Tergugat   I  sebaga i  

pasangan  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  untuk  

mengiku t i  Pemi lukada  te rsebu t .

4. Bahwa  da lam  Pemi lukada  Bupat i  dan  waki l  Bupat i  

Kabupaten  Minahasa  Utara  per iode  2010  s/d  

2015, t e r sebu t  p ihak  Tergugat  I  te l ah  menetapkan  6 (  

enam)  peser ta  Pemi lukada  ya i t u  :  pasangan  Drs .  

Sompie  Singa l  dan Yul i sa  Baramul i  yang  diusung  oleh  

Par ta i  Demokra t ,  PPIB,  PAN,  Hanura ,  pasangan  

Frans i sca  Tuwaidan  dan  Wil l y  Kumentas  yang  diusung  

dar i  PDIP,  PKPB,  PDS,  PKB,  PPRN,  PDP pasangan  Saul  

Paul  Nelwan  dan  Drs .  Arno ld  Lumentu t  yang  diusung  

oleh  Ger ind ra ,  PKPI ,  Barnas ,  PKDI,  pasangan  Net ty  A 

Pantaow  dan  Ing r i d  Sondakh  yang  diusung  oleh  

Golkar ,  Pasangan  I r .  Herry  Rot insu lu  Imanue l  

Pasula tan ,SE,AK  d iusung  oleh  Par ta i  pe lopor ,  PPP,  

PKS,  PBR,  PNI  Marhen is  Par ta i  Merdeka,  PPI ,  PIS,  

PNBK,  PKP,  Par ta i  Buruh,  pasangan  Pie t  P.J  

Luntungan  dan  Shin t i a  D  Rumumpe  dar i  ja l u r  

independent .

5. Bahwa Pemi lukada  Bupat i  dan  waki l  Bupat i  Kabupaten  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Minahasa  Utara  per iode  2010  s/d  2015,  d i l aksanakan  

pada  tangga l  03  Agustus  2010,  d imana  dalam 

PEMILUKADA te rsebu t   pasangan  ca lon  Sompie  Singa l  

dan  Yul i sa  Baramul i  unggu l  dan  diu ru tan  kedua  

ada lah  Para  Penggugat .

6.  Bahwa te rhadap  ……….

4

6. Bahwa  te rhadap  has i l  Pemi lukada  te rsebu t  Para  

Penggugat  merasa  t i dak  puas  karena  Para  Penggugat  

memi l i k i  bukt i  kecurangan- kecurangan  seh ingga  Para  

Penggugat  menggugat  ke  Mahkamah kons t i t u s i  d imana  

dalam  putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  menyatakan  

mengulang  Pemi lukada  di  Kecamatan  Wori .

7. Bahwa  kemudian  Terguga t  I  melaksanakan  putusan  

Mahkamah  Konst i t u s i  te rsebu t  dan  has i l  Pemi lukada  

Ulang  perh i t ungan  suara  menyatakan  pasangan  Sompie  

Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  sebaga i  Pemenang,  la l u  

Penggugat  mengajukan  Gugatan  kembal i  tap i  d i t o l ak  

oleh  MK (Mahkamah Konst i t u s i ) .

8. Bahwa berdasarkan  has i l  Pemi lukada  te rsebu t  p ihak  

Tergugat  I  te l ah  menetapkan  Pasangan  Sompie  Singa l  

dan Yul i sa  Baramul i  sebaga i  Pasangan  Terp i l i h  da lam 

PEMILUKADA  Bupat i  dan  waki l  Bupat i  Kabupaten  

Minahasa  Utara  Per iode  2010  s/d  2015,  yang  

merupakan  ob jek  sengketa  da lam perkara  in i .

9. Bahwa  Pihak  Tergugat  I  yang  te l ah  menetapkan  

Pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  sebaga i  

Pasangan  Terp i l i h  da lam PEMILUKADA padaha l  pasangan  

te rsebu t  t i dak l ah  memenuhi  syara t ,  ser ta  Pihak  

Tergugat  I  da lam melakukan  tahapan  t i dak l ah  sesua i  

pera tu ran  perundang- undangan  yang ber laku .

10. Dalam  Penetapan  Pasangan  yang  memenuhi  syara t  

dukungan  Par ta i  Pol i t i k  dan Gabungan Par ta i  Pol i t i k  

pada  tangga l  07  Jun i  2010,  Pihak  Tergugat  I  

menetapkan  Pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  memenuhi  syara t  dengan  diusung  oleh  Par ta i  

Demokra t ,  Par ta i  Hanura ,  PAN,  dan  PIB.  Demik ian  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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juga  dengan  pasangan  Net ty  Pantouw  dan  Inggr i d  

Sondakh  di te t apkan  oleh  Pihak  Terguga t  I  sebaga i  

pasangan  yang  memenuhi  syara t  yang  diusung  oleh  

Par ta i  Demokra t  dan Par ta i  Golka r .  

Seharusnya  sebe lum  Tahapan  Penetapan  Pasangan  Yang 

Memenuhi  Syara t ,  harus lah  diadakan  pene l i t i a n ,  ver i f i k a s i  

dan  k la r i f i k a s i  j i k a  ada  kepengurusan  ganda,  dan  harus lah  

menggugurkan  sa lah  satu  kepengurusan  DPC Par ta i  Demokra t  

Minahasa  Utara  yang  dianggap  Tidak  Sah.  Tapi  da lam  hal  

in i ,  Pihak  Terguga t  I  menetapkan  yang  mana pada  akh i rnya  

Par ta i  Demokra t  mengusung  dua  pasangan,  yakn i  pasangan  

Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  ser ta  pasangan  Net ty  

Pantouw dan Inggr i d  Sondakh.

Sesua i  keten tuan  pera tu ran  KPU Nomor  :  68  Tahun  2009  

Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi lu  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Pasal  7  ayat  (1 ) :  “Par ta i  

Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  hanya  dapat  

mengusu lkan  satu  baka l  pasangan  ca lon . ”

Maka………..

5

Maka  Penetapan  yang  dike lua r kan  oleh  Terguga t  I  yakn i  

Penetapan  Pasangan  Yang Memenuhi  Syara t  ada lah  Cacat  Hukum 

dan  Tidak lah  Sah,  demik ian  pula  dengan  Penetapan  Peser ta  

Pemi lukada  ser ta  Penetapan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Terp i l i h  Minahasa  Utara  yang  di te t apkan  oleh  Tergugat  I  

ada lah  Cacat  Hukum dan Tidak  Sah pula .

11. Adapun  Pihak  Tergugat  I  juga  te rkesan  memaksakan  

melo loskan  pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i ,  yang  mana pada  saat  pendaf ta r an  pasangan  

in i  pada tangga l  24 Mei  2010,  te ru tama  Calon  Bupat i  

Sompie  Singa l  masih  bers ta t us  atau  masih  menjaba t  

Bupat i  Minahasa  Utara .  Dalam  Keten tuan  Pera tu ran  

KPU Nomor  :  68  Tahun  2009  Pasa l  11  ayat  (1 ) :  

“Pen jaba t  Kepala  Daerah  t i dak  dapat  menjad i  Calon  

Kepala  Daerah  atau  Waki l  Kepala  Daerah . ”  Juga  

te rdapa t  d i  da lam Pasa l  9 huru f  (o )   Pera tu ran  KPU 

Nomor  :  68  Tahun  2009  Tentang  Persyara tan  Baka l  

Disclaimer
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Pasangan  Calon ,  bahwa  t i dak  dalam  sta tus  sebaga i  

Penjaba t  Kepala  Daerah.  Jad i ,  Sompie  Singa l  t i dak  

mengundurkan  di r i ,  Penjaba t  Bupat i  Rudy  Umboh,  SK 

Menjaba t  tangga l  14  Agustus  2010,  d i l an t i k  d i  

Pemprov  pada  tangga l  15  Agustus  2010.  Jad i ,  Calon  

Bupat i  Sompie  Singa l  nant i  lepas  jaba tan  tangga l  15  

Agustus  2010  sementara ,  mula i  dar i  pendaf t a r an  di  

KPUD  Minahasa  Utara ,  sampai  PEMILUKADA/Har i  

Pencob losan  tangga l  3  Agustus  2010,  d ia  masih  

menjaba t  Bupat i  Minahasa  Utara .  Juga  sesua i  

keten tuan  Undang- Undang Nomor  12 Tahun 2008 Tentang  

Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  

2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah ,  Pasa l  58  huru f  

(p )  dan  (q )  yakn i  sebaga i  ber i ku t :  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  adalah  Warga  Negara  

Indones ia  yang memenuhi  syara t  :

Huru f  (p )  : “T idak  da lam sta tus  sebaga i  pen jaba t  Kepala  

Daerah”

Huru f  (q )  : “Mengundurkan  di r i  se jak  pendaf ta ran  bagi  

Kepala  Daerah  dan/a tau  Waki l  Kepala  Daerah  yang  

masih  menduduk i  jaba tannya . ”

Maka je l as l ah  in i  sudah  menyalah i  atu ran .

12. Bahwa  adapun  Pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  yang  d iusung  o leh  PARTAI  DEMOKRAT,  PPIB,  

PAN dan  HANURA,  sesua i  Penetapan  Tergugat  I  dengan  

pero lehan  kurs i  d i  DPRD sebanyak  7  kurs i  atau  28% 

suara .  

13. Bahwa  dalam  proses  penca lonan  pasangan  ca lon  

Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  sa lah  satunya  

diusung  oleh  DPC Par ta i  Demokra t  Kabupaten  Minahasa  

Utara ,  akan  te tap i  da lam  kepengurusan  la i n   DPC 

Par ta i  Demokra t  Minahasa  Utara  yang  dike tua i  o leh  

Rudy  Kulu lu  mengusung  pu la  pasangan  la i n  ya i t u  

Net t y  A.  Pantouw dan Inggr i d  Sondakh.

14.  Bahwa ……..

6

14. Bahwa  karena  di  DPC Par ta i  Demokra t  Kabupaten  

Minahasa  Utara  te rdapa t  kepengurusan  ganda  dan  

Disclaimer
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masing- masing   DPC Par ta i   Demokra t  mengusung  

pasangan  ca lon  yang  berbeda ,  maka Tergugat  I  te lah  

melakukan  ver i f i k a s i  dan  k la r i f i k a s i  ke  DPP Par ta i  

Demokra t ,  pengurus  mana yang  sah.

15. Bahwa  te rhadap   k la r i f i k a s i  yang  di l akukan  oleh  

pihak  Tergugat  I  te rsebu t  Dewan  Pengurus  Pusat  

(DPP)  Par ta i  Demokra t  te l ah  mengeluarkan  sura t  

penegasan  kepengurusan  No.  39/ex t /DPP.PD/VI / 2010  

te r t angga l  12  Jun i  2010  yang  di t anda  tangan i  o leh  

Anas  Ubaningrum  se laku  Ketua  Umum DPP  Par ta i  

Demokra t  yang  menyatakan  kepengurusan  Ruddy  Kulu lu  

yang  sah,  mengusung  pasangan  Net ty  A.  Pantouw  dan  

Inggr i d  Sondakh,  sedangkan  Pengurus  Pelaksana  Tugas  

(PLT)  DPC Par ta i  Demokra t  Minut  yakn i  yang  Ketuanya  

Brahmana  dan  sekre ta r i s n ya  Vern is  Mai loo r ,  yang  

mengusung  pasangan  ca lon  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  o leh  DPP Par ta i  Demokra t  d inya takan  t i dak  

sah,  se jak  adanya  Sura t  Penegasan  dar i  Ketua  Umum 

DPP Par ta i  Demokra t  Anas Urban ing rum.

Tapi  Pihak  Tergugat  I  t i dak  mengacu  kepada  penegasan  dar i  

DPP  Par ta i  Demokra t ,   apab i l a  ada  kepengurusan  ganda  

harus lah  k la r i f i k a s i  dan  harus  berdasarkan  keputusan  DPP 

(Dewan  Pimpinan  Pusat )  Parpo l  i t u  send i r i  da lam  ha l  in i  

Par ta i  Demokra t .

Tergugat  I  te l ah  minta  k la r i f i k a s i  ke  DPP Par ta i  Demokra t  

menyangkut  keabsahan  Kepengurusan  hingga  di te rb i t k an  sura t  

No.  39/EXT/DPP.PD/VI / 2010 ,  dan  hal  te r sebu t  d i tegaskan  

kembal i  da lam  Ber i t a  Acara  te r t angga l  17  Jun i  2010  yang  

dibua t  dan di tanda  tangan i  bersama anta ra  Anas  Urban ing rum  

se laku  Ketua  Umum DPP PD dan               Drs .  Wil l em  

Pantouw Selaku  Ketua  KPUD Minahasa  Utara .  Sesua i  keten tuan  

yakn i  Pera tu ran  KPU Nomor  :  68  Tahun  2009  Tentang  Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Pasa l  33 huru f  (b )  yakn i :  “Apab i l a  

di t emukan  kegan j i l a n  atau  dugaan  ket i dak  benaran  dokumen 

yang  dia j ukan ,  KPU  Prop ins i / Kabupa ten /Ko ta  melakukan  

k la r i f i k a s i  kebenaran  dokumen te rsebu t .  Set iap  k la r i f i k a s i  

d ise r t a i  Ber i t a  Acara  Hasi l  Kla r i f i k a s i  yang  dike tahu i  

o leh  ins tans i  yang  berwenang. ”  In i  ada lah  Bukt i  bahwa 

Kepengurusan  Pelaksana  Tugas  (PLT)  Brahmana  dan  Vern is  

Mai loo r  bukan lah  Kepengurusan  yang  Sah,  demik ian  pula  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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t i dak  sahnya  kepengurusan  PLT  ketua  dan  sekre ta r i s  DPC 

Demokra t  Minahasa  Utara  disebabkan  karena  dalam  AD/ART 

Par ta i  Demokra t   t i dak  d ikena l   adanya   Pelaksana  Tugas  

ketua  

Atau………….

7

       atau  sekre ta r i s  d imana  apab i l a  te r j ad i  kekosongan ,  

untuk  mengis i  kekosongan  jaba tan  ketua  ataupun  sekre ta r i s  

maka  DPC  Kabupaten /Ko ta  melakukan  rapa t  p leno ,  untuk  

mengusu lkan  sa lah  satu  pengurus  har i an  DPC  dengan  

rekomendas i  DPD  kepada  DPP  untuk  d isahkan  hal  mana 

di t en tukan  dalam  Pasa l  24  ayat   (7 )  AD/ART  Demokra t .  

Karena  sesua i  keten tuan  Pasa l  50  ayat  (1 )  dan  (2 )  

Pera tu ran  KPU Nomor  :  68  Tahun  2009  yang  is i n ya  sebaga i  

ber i ku t :

Ayat  (1 )  :  “Apab i l a  da lam proses  ver i f i k a s i  admin is t r a s i  

te rhadap  sura t  penca lonan  di temukan  dokumen sebuah  

par ta i  po l i t i k  memi l i k i  dua  atau  leb ih  

kepengurusan  yang  masing- masing  mengajukan  baka l  

pasangan  ca lon ,  d i l akukan  pene l i t i a n  menyangkut  

keabsahan  kepengurusan  Parpo l  te rsebu t ” ;

Ayat  (2 ) : “Da lam  pene l i t i a n  keabsahan  pengurus  par ta i  

po l i t i k  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  KPU 

Prop ins i  atau  KPU  Kabupaten /Ko ta  melakukan  

k la r i f i k a s i  dengan  berpedoman  pada  AD/ART par ta i  

po l i t i k  yang  bersangku tan . ”

Sete lah  kami  Penggugat  i ku t i  lewat  pember i t aan  di  Media  

Massa  bahwa  Terguga t  I  melakukan  ver i f i k a s i  dan  

k la r i f i k a s i  berkas  Penca lonan ,  Pihak  Tergugat  I  

menggunakan  keten tuan  Pasa l  50 Ayat  3 Pera tu ran  KPU No.  68  

Tahun  2009  yakn i  sebaga i  ber i ku t :  “Apab i l a  te rdapa t  2 atau  

leb ih  kepengurusan  Par ta i  Pol i t i k  d i  Tingka t  Pusat ,  maka 

keabsahan  Kepengurusan  Pusat  Par ta i  Pol i t i k  Tersebut  

mengacu  kepada  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan Hak Asas i  

Manus ia  RI  Tentang  pengesahan  Kepengurusan  Parpo l  

te rsebu t .

Disclaimer
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Pihak  Tergugat  I  juga  lewat  Har ian  Tr ibun  Manado  Tangga l  

22  Jun i  2010  Halaman  20  menyatakan  Sura t  Penegasan  

Kepengurusan  Par ta i  Demokra t  MINUT dan  Sura t  Ber i t a  Acara  

17  Jun i  2010  yang  di tanda  tangan i  bersama KPUD/Terguga t  I  

dan  Anas  Urban ing rum,  t i dak  patu t  d ipe r t imbangkan .  In i  

ada lah  penje lasan  dar i  Pihak  Terguga t  I .  

Maka  dalam  hal  in i  Tergugat  I  te l ah  sa lah  menerapkan  

atu ran  dalam  melakukan  ver i f i k a s i  dengan  menggunakan  

keten tuan  Pasa l  50  Ayat  3 Pera tu ran  KPU No.  68  Tahun  2009  

hanya  dapat  d ipaka i  Tergugat  I ,  apab i l a  te rdapa t  adanya  

dua  atau  leb ih  Kepengurusan  Par ta i  Pol i t i k  d i  t i ngka t  

Pusat .

Bahwa di  t i ngka t  DPP Par ta i  Demokra t  t i dak  te rdapa t  dua  

atau  leb ih  Kepengurusan .  Kongres  Par ta i  Demokra t  pada  23  

Mei  2010 yang  Terp i l i h  

Saudara  ………..

8

       saudara  Anas  Urban ing rum  dengan  demik ian  dia  berhak  

ber t i ndak  untuk  dan atas  nama Par ta i  Demokra t  ba ik  keda lam 

maupun  ke luar  Par ta i  dan  berhak  membuat ,  menandatangan i  

sega la  sura t - sura t  yang  berhubungan  dengan  kepent i ngan  

Par ta i .

Set iap  pergan t i an  Kepengurusan  Parpo l  d i t i n gka t  Pusat ,  

sudah  harus  dida f t a r kan  ke  Depar temen  dalam hal  in i  DEPHUM 

dan  HAM RI  pa l i ng  lama  30  har i  te rh i t ung  se jak  te r j ad i n ya  

pergan t i an  Kepengurusan .  Kongres  tangga l  23  Mei  2010  

seh ingga  demik ian  apab i l a  nant i  pada  tangga l  22  Jun i  2010  

Pengurus  baru  DPP PD t i dak  mendaf ta r kan  kepengurusanya  

dis i t u  baru  dapat  d ika takan  kepengurusan  Anas  Urban ing rum  

se laku  Ketua  Umum DPP Par ta i  Demokra t  menjad i  t i dak  va l i d .  

Sesua i  keten tuan  yang  ber laku  te rdapa t  da lam Pasa l  23 Ayat  

2  dan  3  UU No.  2  Tahun  2008  Tentang  Par ta i  Pol i t i k ,  yang  

ada lah  sbb:  

Ayat  2 :  “Susunan  kepengurusan  has i l  pergan t i an  

kepengurusan  Par ta i  Pol i t i k  t i ngka t  Pusat  

d ida f t a r kan  ke  Depar temen  pal i ng  lama  30  har i  

Disclaimer
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te rh i t ung  se jak  te r j ad i n ya  pergant i an  

kepengurusan” .  

Ayat  3:  ”Susunan  kepengurusan  baru  sebaga imana  dimaksud  

pada  ayat  2  d i t e t apkan  dengan  keputusan  Menter i  

pa l i ng  lama  7  har i  te rh i t ung  se jak  di t e r imanya  

persya ra tan ” .

Demik ian  juga  per lu  dike tahu i  permasa lahan  serupa  yakn i  

kepengurusan  ganda  te r j ad i  juga  di  DPC Par ta i  Demokra t  

Kabupaten  Minahasa  Sela tan  dan  sete lah  KPUD  Minse l  

melakukan  k la r i f i k a s i  dan  ver i f i k a s i  berkas  penca lonan ,  

maka KPUD Kab.  Minse l  mengacu  kepada  keputusan  dar i  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Demokra t  yakn i  Sura t  Keputusan  Anas  

Urban ing rum se laku  Ketua  Umum. 

Sesua i  keten tuan  perundang- undangan  yakn i  Undang- Undang  

Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  Pasal  59  

ayat  5 huru f  (a ) ,  (b )  dan (c ) .

      Juga  te rdapa t  da lam  pera tu ran  organ isas i  Par ta i  

Demokra t  Nomor:  10/PO- 02/DPP.PD/ I I /  2007  tangga l  09 

Februar i  2007  angka  romawi  I I ,  Tata  Cara  Penja r i ngan  Balon  

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  angka  2.4 :

Huru f  (a ) :  “Ketua  DPC/DPD mendaf ta r kan  ca lon  kepa la  daerah  

berpedoman kepada  rekomendas i  DPP Par ta i  Demokra t  ke  KPUD 

sesua i  dengan t i ngka tannya” ;

Huru f  (b )  :  ………..
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Huru f  (b ) :  “Proses  pendaf t a r an  ke  KPUD mengiku t i  keten tuan  

perundang- undangan  yang  ber laku ” ;

Demik ian  juga  pernya taan  KPU Pusat  yang  dalam  ha l  in i  

Bapak  I  Gust i  Putu  Ar tha ,  ket i ka  be l i au  se lesa i  ber i  

kesaks ian  di  PTUN Manado  untuk  perkara  Tuama  menggugat  

KPUD Minse l  yang  juga  menyangkut  Dua Kepengurusan  di  DPC 

Demokra t  Kab.  Minse l ,  menyatakan  bahwa apa  yang  di te t apkan  

KPUD Kab.  Minse l  ada lah  sudah  tepa t  dan  sesua i  keten tuan  

dan  apa  yang  di te t apkan  oleh  KPUD Kab.  Minut  ada lah  SALAH 

atau  KELIRU dengan  t i dak  mengacu  kepada  keputusan  Dewan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Pimpinan  Pusat  Par ta i  Demokra t  yakn i  Sura t  penegasan  dar i  

Ketua  Umum Anas  Urban ing rum  yang  menetapkan  kepengurusan  

Ruddy  Kulu lu  Cs  yang  sah.  (v ide  putusan  PTUN Manado 

No.19 /G.TUN/2010 /P .TUN.Mdo       tangga l  07  Ju l i  2010  jo  

putusan  Pengadi l an  Tingg i  TUN  Makasar  No.  

66/B .TUN/2010 /P .TUN Mks tangga l  02 November  2010.

Dengan  demik ian ,  t i ndakan  dar i  Kepengurusan  Brahmana  dan  

Vern i s  Mai loo r  (yang  t i dak  sah)  yang  te lah  mengusung  

Pasangan  Calon  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  te rsebu t  

ada lah  Tidak  Sah  dan  Bata l  Demi  Hukum,  set i daknya  harus  

diba ta l kan .

16. Bahwa demik ian  juga  te r j ad i  da lam par ta i  PAN,  pada  

saat  pendaf ta ran  pasangan  ca lon  untuk  pasangan  Drs .  

Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i ,  t i dak  ada  

pimpinan  Par ta i  PAN atau  kader  Par ta i  PAN yang  

had i r  dan  menandatangan i  fo rmu l i r  dukungan  Par ta i  

Pol i t i k  d ihadapan  KPUD Minut  te rhadap  pasangan  

te rsebu t .  Jad i  ar t i n ya  PAN t i dak l ah  iku t  da lam 

pendaf t a ran  atau  sama sa ja  t i dak  mendukung  Sompie  

Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i .  Sesua i  keten tuan  

perundang- undangan  yakn i  Pera tu ran  KPU Nomor  :  13 

Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi lu  Kepala  Dearah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Pasal  32 huru f  (c )  yakn i  sebaga i  ber i ku t :

Huru f  (c )  : “Da lam  masa  perba i kan  dan/a tau  melengkap i  

sura t  penca lonan ,  syara t  ca lon ,  dan/a tau  

mengajukan  ca lon  baru ,  baka l  pasangan  ca lon  t i dak  

dibenarkan  menambah  dukungan  Par ta i  Pol i t i k ,  

apab i l a  te rnya ta  Par ta i  Pol i t i k  te rsebu t  t i dak  

menggunakan  haknya  untuk  mengajukan  dan/a tau  

mendukung  pasangan  ca lon  pada masa pendaf t a r an . ”

Dan ket i ka  KPUD Minut /Te rguga t  I  da lam Penetapan  Pasangan  

yang  memenuhi  syara t ,  te rcan tum  PAN mendukung   Sompie  

Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  (da lam  penetapan  pasangan  yang  

memenuhi  syara t )  maka penetapan  

yang………..
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yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  I  te rsebu t  ada lah  t i dak  sah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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dan  cacat  hukum,  demik ian  pula  dengan  penetapan  pasangan  

peser ta  pemi lukada  yang  dike lua r kan  oleh  Tergugat  I  juga  

ada lah  t i dak  sah dan cacat  hukum.   

Bagaimana  mereka  mendaf ta r  ka lau  t i dak  ada  SK,  karena  

kepengurusan  DPD Def in i t i f  yang  dike tua i  Husen  Tuahuns  

t i dak  menyetu ju i  dan  t i dak  mau menandatangan i ,  la l u  mereka  

kemudian  membuat  susu lan  admin is t r a s i  d imasukkan  ke  Pihak  

Tergugat /KPUD Minut ,  yang  d i l akukan  oleh  Pengurus  PAN yang  

la i n  yang  t i dak  sah,  yang  menyatakan  PAN mendukung  Sompie  

Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i .  Padahal   sudah  t i dak  bo leh ,  

karena  pada  waktu  i t u  Pendaf ta ran  sudah  tu tup ,  dan  in i  

menyalah i  atu ran .  

17.  Bahwa  sesua i  tahapan  Pemul i kada  Kabupaten  

Minahasa  Utara  pada saat  pendaf ta ran  pasangan  ca lon  

yang  diusung  oleh  Parpo l  sesua i  ta taca ra  

pendaf t a ran  baka l  pasangan  ca lon  yang  dia j ukan  oleh  

parpo l  atau  gabungan  parpo l ,  maka  p impinan  Par ta i  

PAN menandatangan i  dan  menyerahkan  langsung  sura t  

pernya taan  (Formul i r  model  B2- KWK)  dihadapan  KPUD 

Minut .  Syara t  dukungan  in i  secara  langsung  harus  

dike tahu i  o leh  pihak  KPU untuk  mel iha t  persen tase  

dukungan  parpo l .  Maka  par ta i  PAN pada  tangga l  25 

Mei  2010  iku t  mendaf ta r kan  dukungan  bersama 

pasangan  Frans isca  M.  Tuwaidan  dan  I r .  Wi l l y  

Kumentas  sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Minut .  

18.  Bahwa pada tangga l  21 Jun i  2010,  Pimpinan  DPW PAN 

Sulu t  (d iwak i l i  Supani  Loho  /  sekre ta r i s  dan  Arsa l  

Wonggol /Ke tua  Bapi l u  Sulu t )  bersama  DPD PAN Minut  

(D iwak i l i  Husen  Tuahuns  dan  Alex  Sar tono)  sempat  

menemui  langsung  pihak  KPUD Minut  da lam  hal  in i  

Daru l  Hal im,  seka l i gus  menginga tkan  ten tang  

st ruk tu r  kepengurusan  DPW PAN yang  masih  dianggap  

sah  dalam  hal  in i  d ipegang  oleh  Li l y  Walanda  

(Ketua )  dan  Supani  Loho  (Sekre ta r i s ) ,  berka i t an  

dengan  Sura t  DPP  PAN  untuk  menja lankan  Muswi l  

h ingga  batas  31 Ju l i  2010.

19. Bahwa  berdasarkan  kete rangan  Pihak  KPUD Minut  

d ia tas ,  d imana te l ah  melakukan  k la r i f i k a s i  langsung  

kepada  pihak  DPP PAN dalam  hal  in i  Hata  Rajasa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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(Ketua  umum),  te tap i  ket i ka  di l akukan  cross  cek  

langsung  ke  DPP PAN lewat  t im  Inves t i gas i  DPP PAN,  

te rnya ta  p ihak  KPUD Minut  t i dak  pernah  ber temu  

langsung  untuk  k la r i f i k a s i  dengan  Dewan  Pimpinan  

Par ta i  PAN di  Jakar ta .  Dengan  demik ian  k la r i f i k a s i  

je l as  bahwa  pihak  KPUD  Minut  t i dak  pernah  

melakukannya .

Namun  kemudian  pihak  KPUD Minut  menyelenggarakan  rapa t  

p leno  dan  menetapkan  pasangan  ca lon  yang  diusu l kan  Parpo l  

atau  gabungan  Parpo l  

te rmasuk  ………
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te rmasuk  par ta i  PAN yang  menyatakan  nama  baka l  ca lon  

kepa la  daerah /wak i l  kepa la  daerah  adalah  pasangan  

Drs .  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i ,  padaha l  PAN t i dak  

pernah  iku t  da lam  pendaf ta r an  Drs .  Sompie  Singa l  dan  

Yul i sa  Baramul i  d i  KPUD Minut ,  ar t i n ya  t i dak  pernah  

mendukung  pasangan  Drs .  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i .  

Hal  in i  je l as  ber ten tangan  dengan  penetapan  dukungan  

Par ta i  PAN yang  mengusung  pasangan  baka l  ca lon  kepa la  

daerah  /  waki l  kepa la  daerah  ada lah  pasangan  Frans i sca  

Tuwaidan  dan  I r .  Wi l l y  Kumentas  sebaga imana  te l ah  

di te t apkan  secara  mekanisme  par ta i  yang  mengacu  pada  AD /  

ART Par ta i .

20. Bahwa apab i l a  da lam proses  penel i t i a n  admin is t r a s i  

te rhadap  sura t  penca lonan  di temukan  dokumen sebuah  

parpo l  memi l i k i  dua  atau  leb ih  kepengurusan  yang  

masing- masing  mengajukan  baka l  pasangan  ca lon ,  

d i l akukan  pene l i t i a n  menyangkut  keabsahan  

kepengurusan  par ta i  te rsebu t .  Penel i t i a n  keabsahan  

pengurus  Parpo l  sebaga imana  dimaksud  dengan  

berpedoman  pada  AD/ART  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan ,  sebaga imana  dia tu r  da lam  pera tu ran  

Pasal  50 ayat  1 dan 2 KPU No.  68 tahun  2009 ten tang  

pedoman  tehn i s  ta taca ra  pemi l i han  umum  kepa la  

daerah  dan  waki l  kepa la  daerah .  Namun  te rnya ta  

pihak  KPUD Minut  t i dak  melakukan  pene l i t i a n  dan  

ver i f i k a s i  sebaga imana  dia tu r  da lam  pera tu ran  KPU 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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te rsebu t  dan mengabaikan  begi t u  sa ja ,  la l u  kemudian  

mengeluarkan  Sura t  Keputusan  No  :  14/KPTS/KPU-

MU/VI /2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  menjad i  peser ta  da lam  Pemul i kada  

di  Minahasa  Utara  2010,  khusus  atas  nama pasangan  

ca lon  Drs .  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  yang  

te l ah  je l as  ber ten tangan  dengan  pasangan  ca lon  yang  

diusu l kan  oleh  Ketua  DPD Par ta i  PAN Kab.  Minahasa  

Utara .  Demik ian  pula  je l as  KPUD Minahasa  Utara  

te l ah  melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  (AAUPB)  yakn i  Asas  Ter t i b  Admin is t r a s i ,  Asas  

Keterbukaan ,  Asas  Pro fes iona l i t a s  dan  Asas  

Propors iona l i t a s  sebaga imana  d ida lam  pasa l  53  ayat  

2  huru f  a  dan  b  UU No.  5  Tahun  1986  sebaga imana  

te l ah  di robah  dengan  UU No.  9  Tahun  2004  ten tang  

perad i l an  Tata  Usaha Negara   Junto  Pasa l  3 angka  2,  

4  dan  angka  6  UU No.  28  Tahun  1999  ten tang  

Penye lengaraan  Negara  yang  bers i h  dan  bebas  dar i  

korups i ,  ko lus i  dan  nepot i sme  Jo  Pasa l  2  huru f  h  

dan huru f  i  Pera tu ran  KPU No.  68 Tahun 2009 ten tang  

Pedoman Tehnis  Tatacara  Pemi lukada .  

18. Bahwa  dengan  adanya  dua  Kepengurusan  da lam  tubuh  

Organ isas i  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  sebaga imana  dimaksud  maka  KPUD Minut /Te rguga t  I  

guna  memenuhi  keten tuan  Pasa l  50  Ayat  1  dan  2  Pera tu ran  

KPU No.  68 Tahun 2009 yang is i nya  d iku t i p  Sbb:  

(1 )  Apabi l a  ………….
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(1 )  Apabi l a  da lam Proses  Ver i f i k a s i  admin is t r a s i  te rhadap  

Sura t   Penca lonan  di  temukan  Dokumen  sebuah  Par ta i  

Pol i t i k  memi l i k i  2  atau  leb ih   kepengurusan  yang  

masing- masing  mengajukan  baka l  Pasangan  Calon ,  

d i l akukan  Penel i t i a n  menyangkut  Keabsahan  Kepengurusan  

Par ta i  Pol i t i k  te r sebu t :  

(2 )  Dalam  Penel i t i a n  Keabsahan  Pengurus  Par ta i  Pol i t i k  

sebaga i  mana  dimaksud  pada  Ayat  1,  KPU Prov ins i  atau  

KPU  Kabupaten /Ko ta  melakukan  k la r i f i k a s i  dengan  

berpedoman  pada  AD/ART  Par ta i  Pol i t i k  yang  

bersangku tan .
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19. Bahwa  demik ian  pu la  dengan  Par ta i  Hanura ,  awalnya  

par ta i  Hanura  DPC Kabupaten  Minahasa  Utara  dengan  

kepengurusan  ketua  Roy  Wulur  dan  sekre ta r i s  Fr i t s  

Ngantung ,  mengusung  dan  iku t  da lam  pendaf ta ran  

pasangan  ca lon  Drs .  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  d i  KPUD Minut  bersama- sama  dengan  Par ta i  

Demokra t ,  dan  PIB  (hanya  3  parpo l  tanpa  PAN),  pada  

tangga l  24  Mei  2010.  Kemudian  pada  tangga l  27  Mei  

2010  pada  har i  te rakh i r  tahapan  pendaf ta ran  ca lon  

par ta i  Hanura  menar i k  dukungan  atas  pasangan  Drs .  

Sompie  Singa l  dan Yul i sa  Baramul i .  

Ar t i nya  dukungan  par ta i  Hanura  di t a r i k ,  sebe lum  pada  

tahapan  Penetapan  Pasangan  oleh  Tergugat  I  da lam  ha l  in i  

KPUD Minut .   

Maka  dengan  demik ian  penetapan  pasangan  yang  memenuhi  

syara t  yang  mencantumkan  par ta i  Hanura  sebaga i  Parpo l  

pengusung  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  ser ta  

penetapan  pasangan  peser ta  pemi lukada  yang  d i t e rb i t k an  

oleh  Tergugat  I  ada lah  t i dak  sah dan cacat  hukum.

 Lalu  atas  dasar  apa  pihak  Tergugat  I  menetapkan  

pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  sebaga i  

pasangan  ca lon  yang  diusung  oleh  Par ta i  Demokra t  DPC Kab.  

Minahasa  Utara  (  padaha l  yang  di te t apkan  oleh  Tergugat  I  

ada lah  kepengurusan  yang  t i dak  sah  yakn i  kepengurusan  

PLT) ,  Par ta i  Amanat  Nasiona l  DPC Kab.  Minahasa  Utara  

(  padaha l  PAN DPC Kab.  Minut  ataupun  pengurus  PAN la i n  

atau  kader  PAN  la i n ,  t i dak  pernah  iku t  mendaf ta r kan  

pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  pada  saat  

pasangan  in i  mendaf ta r  d i  Tergugat  I  KPUD Minut  )  dan  

Par ta i  Hanura  DPC Kab.  Minahasa  Utara  (ka rena  akh i rnya  

sebe lum tu tup  pendaf ta ran  /  har i  te rakh i r  pendaf t a r an  dan  

sebe lum tahapan  penetapan  pasangan  par ta i  Hanura  DPC Kab.  

Minut  sudah  menar i k  dukungannya) .  

 20.  Bahwa karena  ……….
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20. Bahwa karena   pasangan  Calon  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  t i dak  diusung  oleh  Pengurus  DPC Par ta i  Demokra t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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Kab.  Minahasa  Utara  yang  sah   dan  Par ta i  Amanat  Nasiona l  

Kab  Minahasa  Utara  t i dak  pernah  mendaf ta r kan  pasangan  

te rsebu t  d i  KPUD Minut  /  Tergugat  I  dan  ka lau  toh  ada  i t u  

ada lah  pengurus  la i n  yang  menyatakan  Pengurus  PAN padaha l  

pengurus  te rsebu t  adalah  t i dak  sah.  I t u  pun  hanya  

admin is t r a s i  sa ja  yang  disusu l kan  pada  saat  sudah  tu tup  

pendaf t a ran  ser ta  t i ndakan  Tergugat  I  yang  mener ima  

admin is t r a s i  susu lan  te rsebu t ,  sudah  menyalah i  atu ran .  

Demik ian  juga  dengan   Par ta i  Hanura  DPC Kab.  Minut  te l ah  

menar i k  dukungannya  sebe lum  tahapan  Penetapan  Pasangan,  

maka  ket i ka  Pihak  Tergugat  I  dengan  menetapkan  Pihak  

Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  lo l os  da lam  Penetapan  

Pasangan  yang  memenuhi  syara t  pada  tangga l  7  Jun i  2010  

maka  i t u  ada lah  cacat  Hukum atau  d inya takan  Tidak  Sah,  

ser ta  Penetapan  Pasangan  Peser ta  Pemi lukada  tangga l  24  

Jun i  2010  dinya takan  Tidak  Sah  dan  Cacat  Hukum dengan  

demik ian  maka  Penetapan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  te rp i l i h  

Kabupaten  Minahasa  Utara  dinya takan  Tidak  Sah  dan  Cacat  

Hukum pula .  

21. Maka dengan  demik ian  Pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  t i dak l ah  memenuhi  syara t  sebaga i  Peser ta  

Pemi lukada .  Yakn i  Pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  yang  tad inya  di  usung  oleh  Par ta i  Demokra t  (3  

kurs i ) ,  PAN (1  kurs i ) ,  HANURA (2  kurs i )  dan  PIB  (1  kurs i )  

jad i  semuanya  7 kurs i  (28  %) maka sete lah  diku rang i  jumlah  

kurs i  dar i  Par ta i  Demokra t  sebanyak  3  kurs i  dan  PAN 

sebanyak  1 kurs i  dan  Hanura  sebanyak  2 kurs i ,  maka s isa  1  

kurs i  yakn i  :

PIB  (1  kurs i )  yang  harusnya  sesua i  keten tuan  4 kurs i  atau  

15%(Lima  belas  persen)  dar i  jumlah  kurs i  DPRD atau  15% 

dar i  akumulas i  pero lehan  suara  sah  dalam  Pemi lu  Anggota  

DPRD. 

Sesua i  Pera tu ran  Perundang- undangan  Pasa l  59  Ayat  1  dan  2 

Undang- undang  No  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  

Daerah;

1)  Peser ta  pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  ada lah  Pasangan  Calon  yang  d iusu l kan  secara  

berpasangan  oleh  Par ta i  Pol i t i k  atau  gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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2)  Par ta i  Pol i t i k  atau  gabungan  Par ta i  Pol i t i k  

sebaga imana  dimaksud  pada  Ayat  1,  dapat  mendaf ta r kan  

Pasangan  Calon  apab i l a  memenuhi  Persyara tan  pero lehan  

sekurang- kurangnya  15% (L ima  belas  persen)  dar i  jumlah  

kurs i  DPRD atau  15% dar i  akumulas i  pero lehan  Suara  

Sah  dalam  Pemi l i han  Umum Anggota  DPRD  di  Daerah  

bersangku tan ;

Demik ian  juga………..

14

Demik ian  juga  yang  te rdapa t  d i  da lam  Pera tu ran  KPU No 68  

Tahun 2009 Pasal  4 Ayat  1 Huru f  a dan b,  adalah  sbb  :  

(1 )  Par ta i  Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  3  Huru f  a,  dapat  

mendaf ta r kan  baka l  Pasangan  Calon  apab i l a  memenuhi  

Persyara tan :

a.  Mempero leh  Kurs i  pada  Pemi lu  Anggota  DPRD Tahun  

2009  pa l i ng  sed ik i t  15% dar i  jumlah  kurs i  DPRD yang  

bersangku tan ,  atau  ;

b.  Mempero leh  suara  sah  pada  Pemi lu  Anggota  DPRD 

Tahun  2009  pal i ng  sed ik i t  15%  dar i  akumulas i  

pero lehan  suara  Sah  dalam  Pemi lu  Anggota  DPRD di  

Daerah  yang  bersangku tan .

22. Bahwa  dengan  Tergugat   I  yang  menerb i t kan  objek  

sengketa  menetapkan  Sompie   Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  

sebaga i  pasangan  ca lon  yang  Terp i l i h  sebaga i  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Minahasa  Utara  yang  sebenarnya  

pasangan  ca lon  te rsebu t  t i dak  memenuhi  syara t  sebaga i  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  harus  memenuhi  

persya ra tan  sesua i  keten tuan  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  anta ra  la i n  t i dak  sedang  menjabat  Bupat i ,  ser ta  

harus  memenuhi  persya ra tan  15% suara /dukungan  Parpo l  atau  

4 kurs i  d i  DPRD,  maka t i ndakan  Tergugat  I  te rsebu t  sangat  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  ya i t u   Undang- undang  No.  32 Tahun 2004       Pasa l  

59 Ayat  1 dan 2 dan Pera tu ran  KPU No.68  tahun  2009 Pasa l  4  

Ayat  1 huru f  a dan b.

23. Bahwa  dengan  di te rb i t k annya  ob jek  sengketa  oleh  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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Tergugat  I  yang  menetapkan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  sebaga i  pasangan  ca lon  yang  te rp i l i h ,  padaha l  

pasangan  te rsebu t  t i dak  memenuhi  syara t ,  maka  objek  

sengketa  yang  d ike lua rkan  oleh  Tergugat  I  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

da lam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  2010,  harus lah  d inya takan  

Tidak  Sah atau  Harus  Diba ta l kan .

24. Bahwa  demik ian  juga  bag i  Tergugat  I I  yang  te l ah  

menerb i t kan  ob jek  sengke ta  ten tang  Pengesahan  dan  

Pengangkatan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Minahasa  Utara  

harus lah  dinya takan  Tidak  Sah atau  Harus  Dibata l kan .

25. Bahwa  dengan  di te rb i t k annya  ob jek  sengketa  sangat l ah  

merug ikan  kepent i ngan  Para  Penggugat ,  yang  memenuhi  syara t  

pasangan  ca lon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i ,  dan  unsur  kerug ian  

pun te rpenuh i ,  karena  sesua i  keten tuan  

Perundang- undangan  …………

15

       Perundang- Undangan  yang  ber laku ;  yakn i  Pasa l  53 Ayat  1  

UU No.5 /1986  sebaga imana  te l ah  di  rubah  dengan  UU No.  9  

Tahun  2004  Penggugat  mengajukan  Gugatan  te rhadap  Sura t  a  

quo:  ”Seseorang  atau  badan  Hukum  Perdata  yang  merasa  

kepent i nganya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara ,  dapat  mengajukan  Gugatan  Ter tu l i s  Kepada  

Pengad i l an  yang  Berwenang  yang  ber i s i  Tuntu tan  agar  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  Sah dengan  atau  tanpa  d ise r t a i  

Tuntu tan  gant i  rug i  dan /  atau  di rehab i l i t a s i ” .  

Para  Penggugat  ada lah  Peser ta  Pemi lukada  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Minahasa  Utara  Per iode  2010  –  2015  yang  

memenuhi  syara t  dan  yang  mempero leh  suara  kedua  te rbanyak  

yang  seharusnya  di te t apkan  sebaga i  Pasangan  Terp i l i h  da lam 

Pemi lukada  Bupat i  dan  waki l  Bupat i  Kabupaten  Minahasa  

Utara  pr iode  2010 s/d  2015,

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  Bata l  atau  Tidak  Sah  Sura t  Keputusan  Ketua  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Komis i  Pemi l i han               Umum Kabupaten   Minahasa  

Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  te r t angga l  

09 November  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  da lam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  

2010.

3. Menyatakan  Bata l  atau  Tidak  Sah  Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  131.71- 981  Tahun  

2010  te r t angga l  01  Desember  2010  Tentang  Pemberhent i an  

Penjaba t  Bupat i  Minahasa  Utara  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara .

4. Menyatakan  Bata l  atau  Tidak  Sah  Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  132.71- 982  Tahun  

2010  Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Minahasa  

Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  te r t angga l  01 Desember  2010.

5. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  I  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Minahasa  

Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  te r t angga l  09  

November  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  da lam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  

2010.

6. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  I I  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  RI  Nomor  :  131.71- 981 Tahun  

2010  te r t angga l  01  Desember  2010  Tentang  Pemberhent i an  

Penjaba t  Bupat i  Minahasa  Utara  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara .

7.  Memer in tahkan  ………..

16

7. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  I I  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  RI  Nomor  :  Nomor  :  132.71-

982  Tahun  2010  Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  

Bupat i  Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  te r t angga l  

01 Desember  2010.

8. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  I  untuk  menetapkan  para  

Penggugat  sebaga i  Pasangan  Calon  Terp i l i h   Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  da lam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  Per iode  2010  – 

2015.

9. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  I I  untuk  mengesahkan  

Pengangkatan  para  Penggugat  sebaga i  Bupat i  dan  Waki l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Bupat i  Kabupaten  Minahasa  Utara  Per iode  2010 – 2015.   

10. Menghukum Tergugat  I  dan Tergugat  I I   untuk  membayar  b iaya  

perkara  yang  t imbu l  da lam perkara  in i .

Menimbang,  bahwa  sesua i  keten tuan  Pasa l  74  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perobahan  

atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986,  jo  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  Tentang  Perobahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  1986,  “  Pemer iksaan  sengketa  in i  d iawa l i  dengan  membacakan  

sura t  gugatan  Penggugat  o leh  Ketua  Sidang  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  

pada  pers idangan  tangga l  26  Januar i  2011  pihak  Tergugat  I  te l ah  

mengajukan  ekseps i ,  ya i t u  sebaga i  ber i ku t  :

1.  Bahwa   Pengad i l an   Tata   Usaha   Negara   Manado    t i dak  

berwenang    untuk       

     memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  in i  berdasarkan  alasan  

ber i ku t  :    

    Pasa l  2  Undand- Undang  9  Tahun  sebaga i  perubahan  keten tuan  

Pasa l  2  

    Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 menyatakan  bahwa :  “  Tidak  

    te rmasuk  dalam  penger t i a n  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

menuru t

    Undang- Undang in i  :

    a.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  perbua tan  

hukum  

          perda ta  ;

b.  Keputusan  . . . . . . . . . . . . . . . . .
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    b.   Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  pengatu ran  

yang  bers i f a t  umum ;         

    c .   Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  masih  memer lukan  

perse tu j uan  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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    d.  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  d ike lua r kan  berdasarkan  

keten tuan  Ki tab  Undang- Undang Hukum Pidana  dan  Ki tab  Undang-

Undang  Hukum    Acara  Pidana  atau  pera tu ran  perundang-

undangan  la i n  yang bers i f a t  p idana  ;

    e.   Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  d ike lua r kan  atas  dasar  

has i l           

          pemer i ksaan  badan  perad i l a n  berdasarkan  keten tuan  

pera tu ran   perundang- undangan  yang ber laku  ;

     f .   Keputusan  Tata  Usaha Negara  mengena i  Tata  Usaha Tenta ra  

Nasiona l   

         Indones ia  ;

    g.   Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum baik  di  pusat  maupun di  

Daerah  mengenai   

         has i l  pemi l i han  umum.

    Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  2  Undang- Undang  9  Tahun  2004  

huru f  g      d ia tas ,  dapat  d ike tahu i  secara  l im i t a t i f  te lah  

te rsu ra t  bahwa  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum baik  di  pusat  

maupun  d i  daerah  mengenai  has i l  Pemi l i han  umum bukan lah  obyek  

sengketa  yang  menjad i  kompetens i   Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara ,  mela inkan  kompetens i  Mahkamah  Konst i t u s i  untuk  

memer iksa  dan  mengadi l i  pada  t i ngka t  per tama  dan    te rakh i r  

yang  putusannya  bers i f a t  f i na l ,  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  

24C  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  Undang- Undang  Dasar  1945  junc to  

keten tuan  Pasa l  10  ayat  (1 )  huru f  d  Undang- Undang  Nomor  24  

Tahun 2003.

Guna mengetahu i ,  apakah  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Minahasa  Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  

Tangga l  09  November  2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Terp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Dalam Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  

2010  yang  Notabene  o leh  Para  Penggugat  di j ad i kan  obyek  

sengketa  dalam  perkara  In i  masuk  dalam  kua l i f i k a s i  sebaga i  

has i l  pemi l i han  umum,  maka  dapat      d ikemukakan  pembahasan  

seper t i  d ibawah in i .

- Bahwa untuk  melaksanakan  keten tuan  Pasal  9  ayat  (3 )  huru f  a  

dan Pasa l  

10 ayat  (3 )  huru f  a Undang- Undang Nomor  22 Tahun 2007 ten tang  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum,  KPU  Prov ins i  dan  KPU 

Kabupaten /Ko ta  merencanakan  program,  anggaran ,  dan  jadwa l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pemi l i han  umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Prov ins i  

dan Kabupaten /Ko ta .

  -     Keten tuan  Pasa l  9 ayat  (3 )  huru f  v  dan Pasal  10 ayat  (3 )  

huru f  v  Undang-        Undang  Nomor  22  Tahun  2007  pada  

pokoknya  menyatakan  bahwa  KPU   Prov ins i  dan  KPU 

Kabupaten /Ko ta  melaksanakan  tugas  dan  wewenang   la i n  yang  

dibe r i kan  oleh  KPU,  KPU Prov ins i  dan/a tau  Undang- Undang.

-  Berdasarkan  . . . . . . . . . . .
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- Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  pada  huru f  a dan  b d ia tas ,  maka 

Komis i  Pemi l i han  Umum menetapkan  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor  62  Tahun  2009  ten tang  Pedoman Penyusunan  Tahapan,  

Program,  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah .

- Keten tuan  pasa l  6  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  62  

Tahun 

2009  beser ta  lampi rannya  te rsebu t  menyatakan  bahwa  Kegia tan  

Tahapan  Pelaksanaan  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasal  5 huru f  

b angka  2 (pada  pokoknya)  mel ipu t i  :

a.  Tahap Pemutakh i r an  data  dan daf ta r  pemi l i h .

b.  Tahap Penca lonan .

c.  Tahap  Pengadaan  dan  pend is t r i b us i an  per lengkapan  

penye lenggaraan  Pemi lu

    Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  berdasarkan  norma,  

s tandar ,  prosedur ,  

    dan kebutuhan  yang  di te t apkan  oleh  KPU.

d.  Tahap Kampanye.

e.  Tahap Pemungutan  Suara  dan Penghi t ungan  Suara ,  mel ipu t i  :

    1.  Pers iapan .

    2.  Pelaksanaan .         

        Pemungutan  suara  dan  pengh i t ungan  suara  di  TPS oleh  

KPPS,ser ta  

         rekap i t u l a s i  has i l  pengh i t ungan  suara  oleh  PPK,  KPU 

Kabupaten /Ko ta ,  

        mel ipu t i  :       

a) Penyusunan  dan  penyampaian  ser t i f i k a t  has i l  

pengh i t ungan  Suara  di

TPS kepada  PPK mela lu i  PPS ;                

b) Pengumuman  has i l  pengh i t ungan  suara  dan  penyampaian  

kotak  suara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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yang  masih  d ikunc i  dan disege l  yang  ber i s i  Ber i t a  Acara  

dan  ser t i f i k a t  has i l  pengh i t ungan  suara  oleh  KPPS 

kepada  PPK ;             

c) Penyusunan   dan   penyampaian   Ber i t a   Acara   dan  

Rekapi t u l a s i  Hasi l

Penghi tungan  Suara  d i  Tingka t  Kecamatan  oleh  PPK kepada  

KPU Kabupaten /Ko ta  ;                

d) Penyusunan  Ber i t a  Acara  dan  Rekapi tu l a s i  Hasi l  

Penghi tungan  Suara  d i  t i ngka t  Kabupaten /Ko ta  

ser ta  penetapan  ca lon  te rp i l i h  untuk  pemi l i han  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  dan Waki l  

Wal iko ta  ;

b.Bahwa   KPU  Kabupaten   Minahasa   Utara    (Terguga t  I )  

da lam  rangka  

menyelenggarakan  Pemi l i han  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  pada  

tahun  2010,  te l ah  melaksanakan  tahapan- tahapan  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  6  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor 62 Tahun 2009 te rsebu t .

Tahap . . . . . . . . . .
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Tahap  penca lonan  yang  te rdapa t  sengketa ,  te l ah  

dise lesa i kan  mela lu i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado 

dimana  sengketa  te rsebu t  te lah  diper i k sa  dan  diad i l i  

dengan  putusan  Nomor  :  24/G.TUN/2010/PTUN Mdo tangga l  21 

Ju l i  2010  dan  putusan  Nomor  :  23/G.TUN/2010/PTUN  Mdo 

tangga l  28  Ju l i  2010  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa 

penca lonan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  pasangan  Drs .  SOMPIE 

S.F.  SINGAL,  MBA dan YULISA BARAMULI,  SH yang  diusung  oleh  

Par ta i  Demokra t ,  Par ta i  Amanat  Nasiona l ,  Par ta i  Per juangan  

Indones ia  Baru  dan Par ta i  Hat i  Nuran i  Rakyat  adalah  sah.

Selan ju tnya  pasangan  ca lon  Drs .  SOMPIE S.F .  SINGAL,  MBA dan  

YULISA BARAMULI,  SH beser ta  4  (empat )  pasangan  ca lon  la i nnya  

ya i t u  :  NETTY A.  PANTOW –  INGGRIT  SONDAKH,  PIET  LUNTUNGAN – 

SHINTIA  RUMUMPE,  PAUL  NELWAN –  ARNOL LUMENTUT,  FRANSISCA 

TUWAIDAN – WILLY KUMENTAS, HERRY ROTINSULU – IMANUEL PASULATAN 

te lah  bersama- sama mengiku t i  tahapan  pemungutan  suara  oleh  PPK 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dan  KPU Kabupaten  baik  yang  dise lenggarakan  pada  tangga l  03  

Agustus  2010  maupun  pada  Pemungutan  Suara  Ulang  di  wi layah  

Kecamatan  Wori  pada  tangga l  06  Oktober  2010  dengan  has i l  

pero lehan  suara  secara  kese lu ruhan  sebaga i  ber i ku t  :

No Nama Calon Bupat i  dan Calon Waki l  Bupat i     Peroleha

n

        Sua

ra     
 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

Net ty  A.Pantow,  SE–Inggr i ed  J.N.N.Sondakh ,  

SE,MM

Pie t  P.  J Luntungan  – Shin t i a  G.  Rumumpe

Saul  Paul  Nelwan – Drs .  Arno ld  Lumentu t

Frans i sca  M. Tuwaidan  – I r .  Wi l l y  E.C.  

Kumentas  

Drs .  Sompie  S.F.  Singa l ,  MBA –Yul i sa  

Baramul i ,  SH

I r .  Herry  Rot insu lu  – Imanue l  Pasu la tan ,  

SE,  AK

     10.798

     17.843

      6.413

     36.269

     37.420

      3.867

JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON 

BUPATI  DAN WAKIL BUPATI

    112.610

      Berdasarkan  has i l  pero lehan  suara  d ia tas ,  maka Pemenang  

Pemi l i han  

      Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Minahasa  Utara  

Per iode  tahun   2010-

      2015 ada lah  pasangan  Drs .  SOMPIE S.F .  SINGAL,  MBA – YULISA 

BARAMULI,  SH  

      dengan pero lehan  :  37.  420 suara .

Oleh  karena  . . . . . . . . . . . .
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      Oleh  karena  pasangan  ca lon  Drs .  SOMPIE S.F.  SINGAL,  MBA 

dan  YULISA  BARAMULI,  SH mempero leh  suara  te rbanyak  (37 .420)  

maka  Sesua i  keten tuan  Pasa l  6 huru f  e.2 .d )  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  62  Tahun  2009  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Minahasa  Utara  (Terguga t  I )  

menetapkan  pasangan  ca lon  Drs .  SOMPIE S.F.  SINGAL,  MBA dan  

YULISA  BARAMULI,  SH       Sebaga i  Pasangan  Calon  Terp i l i h  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  2010  

yang  te r t uang  dida lam  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Minahasa  Utara  Nomor  :   26/KPTS/KPU- MU/XI  

tangga l  09 November  2010.

      Berdasarkan  fak ta  te rsebu t  d ia tas ,  maka te l ah  d ike tahu i  

dengan  te rang  Bahwa Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten   Minahasa  Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  tangga l  

09 November  2010  te rsebu t  ada lah  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Baik  di  pusat  maupun  daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  umum 

Sebaga imana  dimaksud  dalam  keten tuan  Pasa l  2  huru f  g  Undang-  

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  yang  t i dak  te rmasuk  dalam  penger t i an  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  d ipe r i k sa  dan  diad i l i  

o leh  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  mela inkan  menjad i  kompetens i  

dar i  Mahkamah  Konst i t u s i .  Hal  in i  sesua i  dengan  yang  dia tu r  

da lam  Keten tuan  Pasa l  24C ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  Undang- Undang  

dasar  1945  Junc to  keten tuan  Pasa l  10  ayat  (1 )  huru f  d  Undang-

Undang  Nomor  24  Tahun  2003  ten tang  Mahkamah  Konst i t u s i ,  dan  

sesua i  pu la  dengan  Keten tuan  Pasal  7  huru f  a  dan  b  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor 62 Tahun 2009.

 Berdasarkan  ura ian  d ia tas ,  maka  sudah  sepatu tnya  sah  menuru t  

hukum di j ad i kan  dasar  o leh  pengad i l an  menja tuhkan  putusan  se la  

untuk   menyatakan  t i dak  dapat  mener ima  gugatan  in i .

2.  Saudara  MARIAM PANGEMANAN, SH dan Saudara  EGIDIUS KASENGKANG, 

SH t i dak  memi l i k i  kompetens i  atau  hak  atau  t i dak  Memi l i k i  

kua l i t a s  lega l  s tand ing  untuk  mengajukan  gugatan  mewaki l i  

atau  ber t i ndak  se laku  Kuasa  Hukum dar i  FRANSISCA TUWAIDAN dan  

I r .  WILLY KUMENTAS.

    Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  

te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  9  Tahun  2004  menyatakan  

bahwa  :  “  Orang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengad i l an  

yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  d isengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  

dengan  atau  tanpa  dise r t a i  gant i  rug i  dan/a tau  

di rehab i l i t a s i . “

Selan ju tnya  . . . . . . . . . .

21

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

    Selan ju tnya  Pasal  56  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  menyatakan  bahwa  :  “  Apabi l a  gugatan  dibua t  dan  d i t anda  

tangan i  oleh  seorang  kuasa  penggugat ,  maka  gugatan  harus  

dise r t a i  sura t  kuasa   yang  sah. “

   Berdasarkan  dua  keten tuan  dia tas ,  maka dapat  d ike tahu i  bahwa 

ada  2  (dua)  ha l  yang  sangat  esens ia l ,  sangat  pent i ng ,  dan  

sangat  pokok  untuk   dapat  d ia j ukannya  gugatan  di  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara ,  yakn i  :

   1)   Harus  ada  Orang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  

        d i rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara  ;

   2)   Apabi l a  orang  yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  

suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  t i dak  membuat  dan  menanda  

tangan i  Ser ta  mengajukan  send i r i  gugatan  te r t u l i s  kepada  

pengad i l an ,   mela inkan  mewaki l i  atau  mela lu i  Kuasa  Hukumnya,  

maka  gugatan   i t u  harus  dise r t a i  dengan  sura t  kuasa  yang  

sah.

    Memperhat i kan  kenyataan  yang  te r j ad i  pada  har i  pers i dangan  

tangga l  04  Januar i  2011  yang  la l u  dimana  sa lah  seorang  yang  

dida lam  gugatannya   d inya takan  sebaga i  sa lah  satu  penggugat  

yakn i  Sdr .  I r .  WILLY  KUMENTAS  d ihadapan  Pani te r a  Penggant i  

WILLIAM KAUNANG,  S.Sos  d ida lam   ruangannya ,  menyatakan  bahwa 

kepent i ngannya  t i dak  di rug i kan   seh ingga  ia  t i dak  pernah  

berkehendak  untuk  mengajukan  gugatan ,

    dan saat  d i t un j ukkan  Sura t  Kuasa  te r t angga l  26 November  2010  

yang  ada  tanda  tangan  dia tas  namanya  yang  pada  pokoknya  

member i  kuasa  kepada  Saudara  MARIAM PANGEMANAN, SH dan Saudara  

EGIDIUS KASENGKANG, SH untuk  mewaki l i n ya  melakukan  perbua tan -

perbua tanHukum sebaga imana  yang  te r t uang  dida lam  sura t  kuasa  

te rsebu t ,  Saudara  I r .  WILLY  KUMENTAS menyatakan  bahwa  tanda  

tangan  yang  te r t e r a    d ia tas  namanya  dalam  sura t  kuasa  

te rsebu t  bukan  tanda  tangannya .Untuk  menyatakan  kesungguhan  

dan  kebenarannya  bahwa  Saudara   I r .  WILLY  KUMENTAS t i dak  

pernah  berkehendak  untuk  mengajukan  gugatan  atas  obyek  yang  

dida l i l k a n  dalam  gugatan  in i  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Manado,  kete rangan  atau  pernya taan  l i sannya  dihadapan  

Pani te ra  Penggant i  WILLIAM  KAUNANG,  S.Sos  pada  tangga l  04  

Januar i   2011  te rsebu t ,  ia  kuatkan  dengan  Sura t  Pernya taan  

te r t angga l  5 Januar i   2011  yang  disampaikan  kepada  k l i en  kami  
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(Ketua  KPU Minahasa  Utara  di   Ai rmad id i  se laku  Tergugat  I )  dan  

kepada  yang  te rho rmat  Maje l i s  Hakim   Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Manado yang  menyidangkan  perkara  in i .

Bi lamana  . . . . . . . . . . . .
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Bi lamana  FRANSISCA TUWAIDAN dan  /  atau  I r .  WILLY  KUMENTAS 

Benar  t i dak  pernah  berkehendak  untuk  mengajukan  gugatan ,  dan 

mereka   Berdua  set i daknya  Sdr .  I r .  WILLY KUMENTAS t i dak  pernah  

member i    Kuasa  kepada  Saudara  MARIAM PANGEMANAN,  SH dan  

Saudara    EGIDIUS KASENGKANG, SH makas  sura t  kuasa  te r t angga l  

26  November   2010  te rsebu t  adalah  cacat  hukum,  t i dak  sah  atau  

“ i l ega l “ ,  hal  in i    mengak iba t kan  Saudara  MARIAM PANGEMANAN, 

SH dan Saudara   EGIDIUS KASENGKANG, SH t i dak  memi l i k i  a las  hak  

(Lega l  s tand ing )  atau  t i dak  memi l i k i  kompetens i  untuk  membuat ,  

menanda  tangan i  dan  mengajukan  gugatan  ke  pengad i l an ,  apa lag i  

beracara  dalam  perkara  in i .   Keadaan  seper t i  in i  ten tunya  

memi l i k i  dampak  atau  ak iba t  hukum yang   ser i us  d i  kemudian  

har i  karena  perbua tan  Saudara  MARIAM   PANGEMANAN,  SH dan  

Saudara  EGIDIUS KASENGKANG, SH te l ah   Melanggar  hak  azas i  dar i  

Tergugat  I ,  menimbulkan  keresahan ,  ket i dak    tenangan  dan  

menguras  tenaga ,  p ik i r an  dan  biaya  untuk  melayan i  gugatan  

in i .

    Menimbang  ha l  te rsebu t  d ia tas ,  maka sudah  sepatu tnya  pula  

menuru t  Hukum  untuk  d i j ad i kan  dasar  oleh  pengad i l an  

menja tuhkan  putusan  se la   untuk  menyatakan  t i dak  dapat  

mener ima  gugatan  in i .

3.  Gugatan  kabur  ( obscuur )  karena  nama penggugat  I  t i dak  lengkap  

dan     

    peker j aannya  ke l i r u .

    Pasa l  56  ayat  (1 )  huru f  a Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  

mengatu r   ten tang  syara t  sahnya  suatu  gugatan  yakn i  harus  

memuat  :  nama,   kewarganegaraan ,  tempat  t i ngga l ,  dan  peker j aan  

penggugat  ( Iden t i t a s  /  syara t  fo rm i l ) . Sudah  ten tu  iden t i t a s  

dar i  Penggugat  yang  te rcan tum  dida lam  sura t  gugatan  harus  

sesua i  dengan  tanda  bukt i  iden t i t a s  yang  ada  pada  Penggugat ,  

Disclaimer
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misa lnya  :  sesua i  dengan  Kar tu  Tanda  Penduduk .     Sedangkan  

dalam  sura t  gugatan  in i ,  nama  orang  yang  dida lam  gugatan  

dinya takan  sebaga i  Penggugat  I  hanya  te r t u l i s  FRANSISCA 

TUWAIDAN padaha l  berdasarkan  fo to  copy  Kar tu  Tanda  Penduduk  

Nomor  :   222/71 .06 .02 .1005 /2008  dan  dokumen- dokumen la i n  yang  

dimasukkan   ke  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Minahasa  Utara  

sebaga i     persyara tan  penca lonan  baik  persyara tan  yang  secara  

pr ibad i  maupun  dar i  par ta i  yang  mengusungnya,  nama  lengkap  

Penggugat  I  ada lah  FRANSISCA  MAGDALENA TUWAIDAN,  kemudian  

ten tang  peker j aannya ,Ke tua  Fraks i  Tumatenden  DPRD Kabupaten  

Minahasa  Utara  bukan lah   Suatu  peker j aan  Penggugat  I  akan  

te tap i  sura t  pember i t ahuan  sebaga i  Calon  Bupat i  Minahasa  Utara  

per iode  2010- 2015  yang  di tu j ukan  kepada  Ketua  DPRD Kabupaten  

Minahasa  Utara  yang  d i t e r ima  pada tangga l  25 Mei  2010.  

Peker j aan  . . . . . . . . . . . . .
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    Peker j aan  Penggugat  I  sesua i  dengan  tanda  bukt i  iden t i t a s  

(Kar tu  Tanda  Panduduk)  Nomor  :  222/71 .06 .02 .1005 /2008  te rsebu t  

ada lah   “Swasta “  Anggota  DPRD  s i f a t n ya  ins iden ta l  atau  

sementa ra  yang  merupakan  suatu  kedudukan  atau  jaba tan .  

Demik ian lah  pula  nama Penggugat  I I ,  juga  t i dak  lengkap  karena  

dalam  gugatan  disebu tkan  I r .  WILLY  KUMENTAS sedangkan  nama 

lengkapnya  sesua i  dokumen- dokumen  lengkap  yang  dise rahkan  

kepada  Komis i  Pemi l i han  Umum    Kabupaten  Minahasa  Utara  

(Terguga t  I )  pada  saat  pendaf ta ran  sebaga i  Calon  Waki l  Bupat i  

ada lah  I r .  WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS.

    Kebenaran  atau  kete tapan  iden t i t a s  seseorang  dalam  proses  

hukum sangat l ah  suatu  hal  yang  sangat  esens ia l  karena  dengan  

keke l i r u an  nama  atau  iden t i t a s  dapat  mengak iba t kan  adanya  

er ro r  in  pesona  dalam suatu   proses  hukum.

    Bi lamana  syara t - syara t  gugatan  sebaga imana  dimaksud  dalam 

keten tuan  Pasa l  56  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

te rsebu t  t i dak  dipenuh i ,  maka  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  62  

ayat  (1 )  huru f  b,  gugatan  yang  dia j ukan  in i  harus  dinya takan  

t i dak  di te r ima  atau  t i dak  berdasar .

          Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  dengan  

memperhat i kan  keten tuan   Pasa l  77  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  

Disclaimer
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Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986,  bersama in i  Tergugat  I  mohon 

agar  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan   mengadi l i  perkara  in i  

member ikan  putusan  se la  sebaga i  ber i ku t  :

                                               P R I  M A I  R

 1.   Mener ima  ekseps i  yang dia j ukan  oleh  Tergugat  I  ;  

 2.   Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  t i dak  

berwenang  untuk  

      memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  in i  ;

 3.  Menyatakan  Saudara  MARIAM PANGEMANAN, SH dan Saudara  EGIDIUS 

KASENGKANG, SH t i dak  memi l i k i  kompetens i  atau  hak  atau  t i dak  

memi l i k i  kua l i t a s  lega l  s tand ing  untuk  mengajukan  gugatan  

mewaki l i  atau  ber t i ndak  se laku  Kuasa  Hukum dar i  FRANSISCA 

TUWAIDAN dan I r .  WILLY KUMENTAS ;

 4.   Menyatakan  gugatan  t i dak  di te r ima  atau  t i dak  berdasar  

karena  t i dak  memenuhi  persya ra tan  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasa l  56 Undang-  Undang Nomor  5 Tahun 1986.

                                              S U B S I  D I  A I  

R

 Apabi l a  Pengad i l an  berpendapat  la i n ,  mohon putusan  yang  sead i l -

ad i l nya  ( ex aequo et  bono) .   

Menimbang,  . . . . . . . . .
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Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  

pada  pers idangan  tangga l  02 Februar i  2011  pihak  Terguga t  I  te lah  

mengajukan  Jawabannya,  ya i t u  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa berdasarkan  ket i ga  hal  yang  kami  sampaikan  pada  ekseps i  

yang  te l ah  kami  ura i kan  dan  te lah  dise rahkan  pada  tangga l  26  

Januar i  2011  sudah  merupakan  satu  kesa tuan  dan  sebenarnya  kami  

t i dak  per lu  lag i  menanggap i  mater i  pokok  perkara  in i  karena  

memang gugatan  in i  t i dak  memenuhi  syara t  untuk  d ia j ukan ,  namun 

demik ian  kami  sangat  menghormat i  pers idangan  in i ,  untuk  i t u  kami  

akan  menanggap i  gugatan  yang  dibua t ,  d i t anda  tangan i  dan  

dia j ukan  oleh  Sdr i .  MARIAM PANGEMANAN,  SH dan  saudara  EGIDIUS 

KASENGKANG, SH sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  dasar  gugatan  (pos i t a )  dan  tun tu tan  (pe t i t um)  dalam 

Disclaimer
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gugatan  yang  dia jukan  o leh  Sdr i .  MARIAM PANGEMANAN,  SH dan  

saudara  EGIDIUS  KASENGKANG,  SH  “kuasa  hukum”  FRANSISCA 

TUWAIDAN dan  I r .  WILLY  KUMENTAS,  t i dak  ada  re levans inya ,  

t i dak  ada  hubungan  yang  bersesua ian .  Dalam tun tun tannya  yang  

berhubungan  dengan  Tergugat  I ,  pada  pokoknya  ”kuasa  

penggugat ”  memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  menyatakan  

bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Minahasa  Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  

tangga l  09  November  2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Terp i l i h  Bupat i  DAN Waki l  Bupat i  (Drs .  SOMPIE S.F.  SINGAL,  

MBA dan  YULISA  BARAMULI,  SH)  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  (Pet i t um) .

Bi lamana  dibaca  secara  cermat  alasan ,  da l i l  atau  dasar  

gugatan  dar i  No.  4 sampai  dengan  No.  23 maka dapat  d i  rangkum 

bahwa  pendapat  pa l i ng  pokok  yang  menjad i  dasar  mengajukan  

permohonan  te rsebu t  ada lah  karena  “Penggugat ”  menganggap  

bahwa  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Minahasa  

Utara  No.  14/Kpts /KPU- MU/2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  menjad i  Peser ta  da lam Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  di  Kabupaten  

Minahasa  Utara  Tahun  2010  khusus  atas  nama pasangan  ca lon  

Drs .  SOMPIE S.F.S INGAL,  MBA dan YULISA BARAMULI,  SH t i dak  sah  

karena  dukungan  dar i  Par ta i  Demokra t  dan  Par ta i  Amanat  

Nasiona l  Tidak  Sah  (Pos i t a ) .  Oleh  karena  “Penggugat ”  

berpendapat  bahwa  penetapan  pasangan  ca lon  Drs .  SOMPIE S.F .  

SINGAL,  MBA dan  YULISA  BARAMULI,  SH menjad i  Peser ta  da lam 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  di  

Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun 2010 maka Terguga t  I  t i dak  sah  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Minahasa  Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  

tangga l  09 November  2010 ten tang  Penetapan  

Pasangan  ………
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Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  (Drs .  SOMPIE 

S.F  SINGAL,  MBA dan YULISA BARAMULI,  SH)  da lam Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun 2010.

Atas  gugatan  te rsebu t  kami  member ikan  tanggapan/ j awaban  sebaga i  

ber i ku t  :

1.  Bahwa  gugatan  yang  menjad i  dasar  gugatan  yang  
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan  

    ket i dakabsahan  Kepengurusan  Pelaksana  Tugas  Ketua  dan  

Sekre ta r i s

    DPC Demokra t  Minahasa  Utara  atas  nama BRAHMANA dan  VERNIS  

    MAILOOR yang  mengusung  pasangan  ca lon  Drs .  SOMPIE 

S.F .S INGAL,  

    dan  YULISA BARAMULI,  SH dalam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

    Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  2010,  sudah  pernah  dia j ukan  

ke  

    Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  dengan  Tergugat  I .  

Kemudian

    te l ah  d iper i k sa  dan  diad i l i  ser ta  dipu tus  oleh  Pengad i l an  

Tata  Usaha  

    Negara  Manado  hingga  te l ah  mempero leh  kekuatan  hukum te tap  

yakn i

    putusan  Nomor  :  24/G.TUN/2010/PTUN Mdo tangga l  20 Ju l i  2010

    Demik ian  pula  per i ha l  “penggugat ”  masih  menjad ikan  

alasan /dasar

    gugatan  bahwa pember ian  dukungan/pengusungan  pasangan  ca lon .

2.  Bahwa berdasarkan  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  No.  07  Tahun  

2010

    ten tang  Petun juk  Tekn is  Sengketa  mengenai  Pemi l i han  Umum 

Kepala  

    Daerah  (PILKADA)  menyebutkan  bahwa  berdasarkan  keten tuan  

pasa l  2  

    huru f  g  UU No.  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  

    sebaga imana  yang  te l ah  diubah  dengan  UU No.  9 tahun  2004 dan  

    d igabung  te rakh i r  dengan  UU No.  51  tahun  2009  menyi ra t kan  

bahwa

    keputusan- keputusan  atau  kete tapan- kete tapan  yang  

di t e rb i t k an  oleh

    Komis i  Pemi l i han  baik  d i  t i ngka t  Pusat  maupun  di  t i ngka t  

daerah  mengena i

    has i l  Pemi l i han  Umum t i dak  dapat  d iguga t  d i  Perad i l an  Tata  

Usaha  

    Negara .  Dan keten tuan  te rsebu t  secara  tegas  dan  eksp l i s i t  

menyebutkan  

    “has i l  pemi l i han  umum”,  ha l  mana  menunjukkan  bahwa  yang  

Disclaimer
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di t u j u  adalah

    keputusan  yang  ber i s i  has i l  pemi l i han  umum sesudah  melewat i  

tahap  

    pemungutan  suara  yang  di l an j u t k an  dengan pengh i t ungan  suara .

3.  Bahwa  Terguga t  I   d ida lam  menetapkan  pasangan  Drs .  SOMPIE 

S.F .  

    SINGAL,  MBA dan  YULISA  BARAMULI,  SH sebaga i  Pasangan  

Terp i l i h

    da lam Pemi lukada  sudah  memenuhi  syara t  karena  sesua i  dengan  

    Keputusan  Mahkamah Konst i t u s i  Nomor :  145/PHPU.D- VI I I / 2 010  

Di  Mahkamah Agung …………..
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    d iMahkamah Konst i t u s i  dengan  Hasi l  Keputusan  menolak  gugatan  

dar i

    pemohon dan  mener ima  has i l  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l

    Kepala  Daerah  Minahasa  Utara  Tahun  2010  te r t angga l  4 

November  2010

    d imana  pasangan  Drs .  SOMPIE  S.F  SINGAL,  MBA dan  YULISA

    BARAMULI,  SH mempero leh  suara  sebanyak  37.420  ( t i ga  puluh  

tu juh

    r i bu  empat  ra tus  dua  puluh)  suara ,  sedangkan  pasangan  

FRANSISCA

    M.  TUWAIDAN dan  I r .  WILLY  E.C  KUMENTAS hanya  mempero leh  

suara

    sebanyak  36.269  ( t i ga  puluh  enam r ibu  dua  ra tus  enam puluh  

sembi l an )

    suara  dan bahkan  Tergugat  I  te lah  menyelenggarakan  Pemi l i han  

Bupat i

    dan  Waki l  Bupat i  dengan  melakukan  se lu ruh  tahapan- tahapan  

Pemi lukada .

4.  Bahwa  alasan  Penggugat  yang  menyatakan  Tergugat  I  te l ah  

memaksakan

    melo loskan  pasangan  Drs .  SOMPIE S.F .  SINGAL,  MBA dan YULISA 

    BARAMULI,  SH pada  saat  pendaf ta ran  tangga l  24 Mei  2010  Drs .  

SOMPIE

    S.F  SINGAL masih  menjaba t  sebaga i  Bupat i  dan  tangga l  15  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Agustus  2010

    Drs .  SOMPIE S.F  SINGAL,  MBA baru  melepaskan  jaba tan  sebaga i  

Bupat i

    sedangkan  pendaf t a ran  tangga l  3 Agustus  2010 dan Drs .  SOMPIE 

S.F

    SINGAL,  MBA masih  menjaba t  Bupat i  Minahasa  Utara  ada lah  

t i dak  benar

    karena  pada  saat  Drs .  SOMPIE  S.F  SINGAL,  MBA melakukan

    pendaf ta ran  sudah  dalam  keadaan  cut i  sebaga i  Bupat i  in i  

sesua i  dengan

    Sura t  I j i n  Cut i  Kampanye  yang  dike lua r kan  oleh  Gubernur  

Sulawes i

    Utara  S.H.SARUNDAYANG te r t angga l  19 Ju l i  2010 kepada  Bupat i  

    Minahasa  Utara  Drs .  SOMPIE S.F  SINGAL,  MBA.

5.  Bahwa alasan  Penggugat  mengenai  dukungan  dar i  Par ta i  Demokra t  
dan
    Par ta i  Amanat  Nasiona l  (PAN)  te rhadap  pasangan  Drs .  SOMPIE 
S.F
    SINGAL,  MBA dan  YULISA  BARAMULI,  SH te lah  dia jukan  dan  
    d ipu tuskan  dalam  s id i ng  oleh  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  
Manado
    pada  tangga l  20  Ju l i  2010  Nomor  24/G.TUN/2010/PTUN Mdo,  
seh ingga  
    a lasan  Penggugat  in i  t i dak  dapat  d i t e r ima  karena  sudah  
merupakan
    perka ra  yang  neb  is  in  idem.
                Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas  bersama in i  
Tergugat  I  memohon  agar  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  
mengadi l i  perkara  in i  member i kan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :
   1.  Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  set i dak -
t i daknya
         menyatakan  t i dak  dapat  d i te r ima .

   2.    Menghukum Penggugat  untuk  membayar  semua ongkos  perkara .

Apabi l a  pengad i l an  berpendapat  la i n ,  mohon putusan  yang saed i l -
ad i l nya  (ex  aeguo et  bono) .              

Menimbang,……
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Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  sebaga imana  

te rsebu t  d i  atas ,  Pihak  Terguga t  I I  te l ah  mengajukan  Jawabannya  

secara  te r t u l i s  pada  pers i dangan  tangga l  26  Januar i  2011  yang  

is i nya  sebaga i  ber i ku t :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Dalam Eksepsi  

Kompetensi  Absolut

1.   Bahwa Tergugat  I I  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  Para  Penggugat  

kecua l i   yang  secara   

     tegas  diaku i  da lam jawaban  in i  ;

2.  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  a  quo  (A t r i bu t  Compet i t i o )  te rka i t  dengan  

objek  gugatan  yang  di te r b i t k an  oleh  Terguga t  I  ;

    Bahwa sete lah  Tergugat  I I  membaca ser ta  mempela ja r i  gugatan  

yang   yang  dia j ukan  oleh  Para  Penggugat  di  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Manado,  d imana  yang  dipe rmasa lahkan  oleh  Para  

Penggugat  ya i t u  Sura t  Keputusan  Tergugat  I  da lam perkara  a quo  

ada lah  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Minahasa  Utara  Nomor  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  tangga l  9 November  

2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Dalam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun 2010.

     Bahwa berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ,  menyatakan  “ Sengketa  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  sengketa  yang  t imbu l  da lam  bidang  Tata  Usaha  

Negara  anta ra  orang  atau  badan  hukum perda ta  dengan  Badan atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  ba ik  di  pusat  maupun  di  daerah ,  

sebaga i  ak iba t  d ike lua r kannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  

te rmasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku , ”  Selan ju tnya  Pasa l  2  huru f  g  Undang-

Undang  Nomor  5 Tahun  1986  jo  Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  mengklas i f i k a s i k an  lag i  

yang  bukan  te rmasuk  keputusan  Tata  Usaha  Negara  dimana  

pasa lnya  menyatakan  “ Tidak  termasuk  da lam penger t i an  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  menuru t  Undang- Undang  in i  : . . . . . . . . . . . . . . .  

g.  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum ba ik  di  pusat  maupun  di  

daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  umum. ”  Hal  in i  d ipe rkua t  

dengan  SEMA  Nomor  7  Tahun  2010  yang  menyi ra t kan  bahwa 

keputusan  atau  kete tapan- kete tapan  yang  d i t e r b i t k an  oleh  

Komis i  Pemi l i han  baik  d i  t i ngka t  Pusat  maupun  di  t i ngka t  

Daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  umum t i dak  dapat  d iguga t  d i  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara .  Hal  in i  mempertegas  SEMA 8 Tahun  

2005 angka  3 dan angka  4,  

yang  . . . . . . . . .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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    yang  menyatakan  3 . ” . . . keputusan  yang  berka i t an  dan te rmasuk  

dalam  ruang  l i ngkup  pol i t i k  da lam  kasus  pemi l i han  t i dak  

menjad i  kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  untuk  memer iksa  

dan  mengadi l i n ya  (an ta ra  la i n  putusan  Nomor  482  K/TUN/2003  

tangga l  18  Agustus  2004) .  4.  Bahwa  dengan  demik ian ,  o leh  

karena  lembaga  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  

memer iksa  dan  mengadi l i n ya ,  maka  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

t i dak  berwenang  pula  menerb i t kan  penetapan  atau  putusan  yang  

merupakan  prosedur  atau  proses  hukum acara  d i  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  misa lnya  anta ra  la i n  :  penangguhan  sebaga imana  

yang  dimaksud  dalam  pasa l  67  Undang- Undang  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  te rsebu t ” .

    Sehingga  je l as l ah  bahwa  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Minahasa  Utara  Nomor  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  

tangga l  9  November  2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Terp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  

2010,  bukan  merupakan  objek  sengketa  di  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara .  Oleh  karenanya  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado 

t i dak  berwenang  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  quo.  

Maka  sudah  bera lasan  hukum  apab i l a  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  quo  menyatakan  menolak  

gugatan  Para  Penggugat .   

 KOMPETENSI RELATIF  

3.  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berkompeten  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  a  quo  te rka i t  dengan  objek  gugatan  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  I I  ;

    Bahwa sete lah  Tergugat  I I  mencermat i  gugatan  yang  dia jukan  

oleh  Para  Penggugat  dimana  yang  dipe rmasa lahkan  oleh  Para  

Penggugat  da lam  Perkara  a  quo  ada lah  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  131.71- 981  tangga l  1  Desember  2010  ten tang  

Pemberhent i an  Pejaba t  Bupat i  Minahasa  Utara  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Bupat i  Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  dan  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  132.71- 982  tangga l  1 

Desember  2010  ten tang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  

Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara ,  In  fac to  ob jek  gugatan  

a  quo  sudah  je l as  dike lua rkan  o leh  Tergugat  I I  d i  tempat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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kedudukannya  yang  berada  di  Jakar ta  sebaga imana  te r t u l i s  da lam 

objek  gugatan  a  quo.  Seharusnya  Para  Penggugat  a  quo  juga  

sudah  mengetahu i  domis i l i  Tergugat  I I  yang  je l as - je l as  berada  

di  Jakar ta .  Sehingga  sudah  seharusnya  pu la  gugatan  a  quo  

dia j ukan  di  tempat  domis i l i  Tergugat  I I  ( Acto r  Sequi to r  Forum 

Rei ) .  Pasa l  54  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  menyatakan  “Gugatan  sengketa  Tata  Usaha 

Negara  . . . . . . . .

29

    Negara  d ia j ukan  kepada  Pengad i l an  yang  berwenang  yang  daerah  

hukumnya mel ipu t i  tempat  kedudukan  te rguga t ’ .  Pasal  in i  secara  

je l as  menyatakan  ten tang  penga juan  gugatan  in i  seharusnya  di  

tempat  kedudukan  Tergugat .  Sehingga  dapat  d inya takan  bahwa 

gugatan  Para  Penggugat ,  da lam perkara  a quo,  yang  dia jukan  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado adalah  t i dak  tepa t  karena  

kedudukan  Tergugat  I I  berdomis i l i  d i  Jakar ta .  Hal  in i  hanya  

menunjukkan  i t i k ad  t i dak  ba ik  dar i  Para  Penggugat  te rhadap  

Tergugat  I I  dan  menimbulkan  kesan  ing in  menghi l angkan  atau  

mengurang i  hak- hak  Tergugat  I I .

     Maka  sangat  bera lasan  hukum apab i l a  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  a quo untuk  menyatakan  gugatan  

Para  Penggugat  di to l ak  (on tzegd) .

 

     GUGATAN KURANG PIHAK 

4.  Bahwa  sete lah  Tergugat  I I  membaca  dan  mempela ja r i  gugatan  

Para  Penggugat  da lam  perkara  a  quo,  gugatan  Para  Penggugat  

dapat  d inya takan  kurang  pihak  karena  dalam mengeluarkan  objek  

gugatan  aquo  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  I I .  Tergugat  I I  

t i dak  ser ta  merta  dapat  menerb i t kannya  tanpa  dasar .  Dalam 

perkara  a quo objek  gugatan  d ike lua r kan  berdasarkan  pada  sura t  

Gubernur  Sulawes i  Utara  Nomor  100/2303 /Sek r  tangga l  19  

November  2010  per i ha l  Usul  Penetapan  Pasangan  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  Terp i l i h  Kabupaten  Minahasa  Utara  Bhakt i  

2010- 2015  dan  Sura t  Pimpinan  DPRD Kabupaten  Minahasa  Utara  

Nomor  170/DPRD-MINUT/303/X I / 2010  tangga l  15  November  2010  

per iha l  Usulan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i /Wak i l  Bupat i  

Minahasa  Utara  Per iode  2010- 2015.  Hal  in i  te l ah  di tegaskan  

dalam Undang- Undang  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  49  Tahun  2008  ten tang  

Pemi l i han ,  Pengesahan,  Pengangkatan  dan  Pemberhent i an  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah .  Oleh  karena  i t u  sudah  

seharusnya  Gubernur  Sulawes i  Utara  dan DPRD Kabupaten  Minahasa  

Utara  dimasukkan  sebaga i  p ihak  te rguga t  yang  la i n  da lam 

perkara  a  quo.  Sehingga  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  

seka l i  lag i  dapat  d inya takan  bahwa  gugatan  Penggugat  kurang  

pihak .  Maka sangat  bera lasan  hukum apbi l a  Tergugat  I I  bermohon  

kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  

di t o l a k  (on tzegd)  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (obscuur  l ibe lum)  

5.   Bahwa sete lah  Tergugat  membaca dan  mempela ja r i  leb ih  lan ju t  

gugatan  Para  Penggugat  da lam  perkara  a  quo,  gugatan  Para  

Penggugat  kabur / ke l i r u  karena  Para  Penggugat  mempermasa lahkan  

proses  penerb i t an  Penetapan  Komis i  Pemi l i han  Umum Daerah  yang  

je l as - je l as  sudah  dipu tus  oleh  masing- masing  pengad i l an  yang

Berwenang  . . . . . . . . . . . .
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    berwenang  ya i t u  PTUN Manado  dan  Mahkamah Konst i t u s i ,  dan  

bukan  penerb i t an  objek  gugatan  yang  dike lua rkan  oleh  Tergugat  

I I  yang  sudah  memenuhi  keten tuan  yang  ber laku ,  ya i t u  keten tuan  

Undang- Undang  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  dan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  49  Tahun  2008  ten tang  Pemi l i han ,  

Pengesahan,  Pengangkatan ,  dan  Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah ,  ser ta  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 Tahun  

2005  ten tang  Pengesahan,  Pengangkatan  dan  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah.  Sehingga  t i dak  re levan  apab i l a  Para  Penggugat  

masih  mempermasa lahkan  penerb i t an  objek  sengke ta  a  quo.  

Tindakan  Para  Penggugat  da lam  perkara  a  quo  in i  hanya  

membukt i kan  bahwa gugatan  Para  Penggugat  kabur .

    Berdasarkan  argumentas i  te rsebu t  maka sudah  cukup  bera lasan  

hukum bag i  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  

aquo  menyatakan  menolak  gugatan  Para  Penggugat  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  

(N ie t  OntVan Kel i k j  Verk laa rd )

DALAM POKOK PERKARA                          

1.  Bahwa  te rguga t  dengan  je l as  menolak  se lu ruh  da l i l - da l i l  

gugatan  Para  Penggugat ,  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  diaku i  
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kebenarannya  ;

2.  Bahwa memang benar  Tergugat  I I  te l ah  menerb i t kan  Keputusan  

Menter i  Dalam Neger i  Nomor  131.71- 981  tangga l  1  Desember  2010  

ten tang  Pemberhent i an ,  Pejaba t  Bupat i  Minahasa  Utara  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Minahasa  Utara  Prop ins i  

Sulawes i  Utara  dan  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  

132.71- 982  tangga l  1  Desember  2010  ten tang  Pengesahan  

Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  

Utara  ;

3.  Bahwa Terguga t  I I  t i dak  menolak  dal i l  Para  Penggugat  ha laman  

3  angka  6  yang  menyatakan  “ . . . . . . . . . . . . . . . P a r a  Penggugat  

menggugat  ke  Mahkamah Konst i t u s i  d imana  da lam putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  menyatakan  mengulang  Pemi lukada  d i  Kecamatan  Wori ” ,  

dan  angka  7  “Bahwa  kemudian  Tergugat  I  melaksanakan  Putusan  

Mahkamah  Konst i t u s i  te rsebu t  dan  has i l  Pemi lukada  ulang  

perh i t ungan  suara  menyatakan  pasangan  Sompie  Singa l  dan Yul i sa  

Baramul i  sebaga i  Pemenang,  la l u  Para  Penggugat  mengajukan  

Gugatan  kembal i  tap i  d i t o l a k  MK (Mahkamah Konst i t u s i ) ’ ’  da lam 

perkara  a  quo  dibuk t i k an  dengan  adanya  putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  Nomor  145/PHPU.D- VI I I / 2 010  tangga l  4 November  2010.  

Selan ju tnya  atas  dasar  putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  te r sebu t  

Tergugat  I  menerb i t k an  objek  sengketa  ;

4.  Bahwa  Terguga t  I I  menolak  dengan  tegas  dal i l  dar i  Para  

Penggugat  da lam  gugatannya  pada  ha laman  4  angka  10  yang  

menyatakan  “Maka  Penetapan  yang  dike lua r kan  o leh  Terguga t  I  

yakn i  Penetapan  Yang Memenuhi  Syara t  ada lah  Cacat

Hukum . . . . . . . .
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    Hukum dan  Tidak lah  Sah,  demik ian  pula  dengan  Penetapan  

Peser ta  Pemi lukada  ser ta  Penetapan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Terp i l i h  Minahasa  Utara  yang  di t e t apkan  oleh  Terguga t  I  adalah  

Cacat  Hukum dan  t i dak  Sah  pula ’ ’ ,  bahwa  Tergugat  I  te l ah  

melakukan  keten tuan  yang  ber l aku  dengan  melaksanakan  Putusan  

Mahkamah Konst i t u s i  yang  bers i f a t  Fina l  dan Mengika t .  Hal   in i  

sebaga imana  te lah  dinya takan  oleh  Para  Penggugat  da lam 

dal i l n ya  angka  6 dan 7,  bahwa Para  Penggugat  te lah  menggunakan  

haknya  dengan  menggugat  ke  Mahkamah  Konst i t u s i .  Sehingga  

t i dak l ah  sa lah  apab i l a  Tergugat  I  menerb i t kan  objek  gugatan  

aquo ;

5.  Bahwa Terguga t  I I  menolak  dal i l - dal i l  Para  Penggugat  ha laman  

Disclaimer
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4,  5  dan  8  angka  12,  13,  14,  15  dan  16  yang  hanya  berpu ta r -

puta r  d i  sek i t a r  masalah  yang  sama  ya i t u  ver i f i k a s i  dan  

k la r i f i k a s i  o leh  Tergugat  I .  Seharusnya  sudah  menjad i  

pemahaman Para  Penggugat  bahwa  dengan  d ike lua r kannya  Putusan  

Mahkamah  Konst i t u s i  yang  bers i f a t  f i na l  dan  mengika t ,  da l i l  

Penggugat  te rsebu t  menjad i  t i dak  berdasarkan  hukum  untuk  

dinya takan .  Oleh  karena  Mahkamah  Konst i t u s i  ada lah  lembaga  

indenpenden  yang  te l ah  dibe r i  kewenangan  untuk  melakukan  

pengu j i an  te rhadap  ob jek  sengketa  yang  dike lua r kan  oleh  

Tergugat  I .  Sehingga  t i dak l ah  tepa t  apab i l a  sesuatu  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap  te rsebu t  d ipe rdeba tkan  lag i .  In  fac to  

gugatan  Para  Penggugat  hanya  akan  membukt i kan  bahwa Penggugat  

melecehkan  lembaga  perad i l an  yakn i  Mahkamah  Konst i t u s i  yang  

seo lah - o lah  t i dak  mempert imbangkan  dengan  cermat  da lam 

mengeluarkan  Putusannya  ;

 6.  Bahwa Tergugat  I I  menolak  dal i l  dar i  Para  Penggugat  da lam 

gugatannya  pada  ha laman  11  angka  21  yang  menyatakan  “Maka  

dengan  demik ian  pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  

t i dak l ah  memenuhi  syara t  sebaga i  Peser ta  Pemi lukada .  Yakn i  

pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  yang  tad inya  

diusung  oleh  Par ta i  Demokra t  (3  kurs i ) ,  PAN (1  kurs i ) ,  HANURA 

(2  kurs i )  dan  PIB  (1  kurs i )  jad i  semuanya  7  kurs i  (28%)  maka 

sete lah  diku rang i  jumlah  kurs i  dar i  Par ta i  Demokra t  sebanyak  3  

kurs i  dan  PAN sebanyak  1  kurs i  dan  HANURA sebanyak  2  kurs i ,  

maka s isa  1  kurs i  yakn i  :  PIB  (1  kurs i )  yang  harusnya  sesua i  

keten tuan  4  kurs i  atau  15% (L ima  Belas  Persen)  dar i  jumlah  

kurs i  DPRD . . . . . . . . . . ” .  Terhadap  dal i l  Para  Penggugat  in i ,  

Tergugat  I I  menyatakan  bahwa  Ruddi  S.  Kulu lu ,  SE,  dkk  dan  

Husen  Tuahuns  se laku . .  te l ah  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Manado.  Selan ju t nya  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Manado  te l ah  memenangkan  Terguga t  I  dengan  Putusan  

Nomor  23/G.TUN/2010/PTUNMdo  tangga l  28  Ju l i  2010  dan  

24/G.TUN/2010/PTUNMdo tangga l  28  Ju l i  2010  te rhadap  Putusan  

te rsebu t ,  sampai  batas  waktu  yang  di ten tukan  Para  Penggugat  

atas  perkara  te rsebu t  t i dak  mengajukan  band ing  seh ingga  

Putusan  berkekua tan  hukum  te tap .  Senyatanya  dal i l  Para  

Penggugat  in i  hanya  membukt i kan  ket i dakkons i s t enan  Para  

Penggugat  te rhadap  perkara  a  quo  dan  Para  Penggugat  mengada-

ada dalam gugatan .  In  fac to  

Para  penggugat  . . . . . . . .
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    Para  Penggugat  t i dak  melakukan  upaya  hukum se lan ju t nya  atas  

Putusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t ,  atau  dapat  d ika takan  Para  

Penggugat  mener ima  Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Manado.

7.  Bahwa  Terguga t  I I  se leb ihnya  t i dak  menanggap i  da l i l - da l i l  

Para  Penggugat  te r sebu t  untuk  se lan ju tn ya  Maje l i s  Hakim  dapat  

mengesampingkan  dan  t i dak  menjad i kannya  sebaga i  bahan  

per t imbangan  ;

Berdasarkan  hal - ha l  yang  dikemukakan  oleh  Tergugat  I I  d ia tas ,  

mohon  Ki ranya  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  menja tuhkan  putusan  

dengan amar  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan  Ekseps i  Terguga t  I I  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  bahwa  gugatan  Para  Penggugat  

t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  ontvan  ke l i j k  verk l aa rd )

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;

2. Menyatakan  sah  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Minahasa  Utara  Nomor  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  

tangga l   9  November  2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Terp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Dalam  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  

Utara        Tahun 2010 ;

3. Menyatakan  sah  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  131.71-

981

tangga l  1  Desember  2010  ten tang  Pemberhen t i an ,  Penjaba t  

Bupat i  Minahasa  Utara  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  

Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  ;

4. Menyatakan  sah  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  132.71-

982 

Tangga l  1  Desember  2010  ten tang  Pengesahan  Pengangkatan  

Waki l  Bupat i  Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  ;

5. Membebankan  sega la  b iaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  

kepada  

Para  Penggugat  ;
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Atau  apab i l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n  mohon  putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  (ex  aequo et  bono)  ;

Menimbang. . . . . . . . . . . .
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Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I ,  

Para  Penggugat  te lah  mengajukan  Repl i k  secara  te r t u l i s  pada  

pers i dangan  tangga l  9  Februar i  2011,  dan  atas  Repl i k  Para  

Penggugat  te rsebu t  p ihak  Tergugat  I  te lah  mengajukan  Dupl i k  pada  

pers i dangan  tangga l  16  Februar i  2011,  sedangkan  Tergugat  I I  

t i dak  mengajukan  Dupl i k  ;

BahwaRepl i k  Para  Penggugat  maupun  Dupl i k  Tergugat  I  

te rsebu t  t i dak  di tu l i s  u lang  te tap i  merupakan  kesa tuan  yang  

t i dak  dapat  d ip i sahkan  dalam putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatannya ,  

Para  Penggugat  dipe rs i dangan  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t ,  

te lah  dibe r i  metera i  cukup  dan  te lah  di tanda i  dengan  bukt i  P- 1  

s/d  P- 53,  bukt i - bukt i  sura t  te rsebu t  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1.  Bukt i    P- 1  :  Formul i r  tanda  te r ima  pendaf ta ran  baka l  ca lon  

yang  diusu l kan  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  

po l i t i k  da lam pemi lu  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  

daerah  kabupaten  Minahasa  Utara .  Atas  nama  baka l  

ca lon  kepa la  daerah  :  FRANSISCA M.  TUWAIDAN dan  I r .  

WILLY  E.C.  KUMENTAS.  (Formul i r  model  BA4- KWK-KPU,  

te r t angga l  Ai rmad id i  25 Mei  2010)  ;  

                          (Fo to  copy   sesua i  dengan  as l i nya )  ;

2.  Bukt i   P- 2  :  Ber i t a  acara  rapa t  p leno  penetapan  pasangan  

ca lon  yang  diusu l kan  par ta i  po l i t i k     atau  gabungan  

par ta i  pol i t i k  da lam pemi lu  kepa la  daerah  dan  waki l  

kepa la  daerah  kabupaten  Minahasa  Utara  tahun  2010.  

Atas  nama baka l  ca lon  kepa la  daerah  :  FRANSISCA M.  

TUWAIDAN dan  I r .  WILLY E.C.  KUMENTAS.  Par ta i  po l i t i k  

mengusu l  :  PDIP,  PKPB,  PDS,  PKB,  PDP,  PPRN,  dengan  

jumlah  kurs i  9  (sembi l an )  atau  36% ( t i ga  puluh  enam 

persen) .  (Sura t  fo rmu l i r  model  BA11- KWK te r t angga l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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Ai rmad id i ,  24 Jun i  2010)

                            (Fo to  copy  sesua i  dengan as l i nya  )  ;

3.  Bukt i   P- 3  :   Sura t  dar i  komis i  pemi l i han  umum kabupaten  

Minahasa  Utara / kepu tusan  KPU kabupaten  Minahasa  Utara  

Nomor  :  14/KPTS/KPU- MU/VI /2010  ten tang  penetapan  

pasangan  ca lon  bupat i  dan  waki l  bupat i  menjad i  

peser ta  da lam pemi l i han  umum kepa la  daerah  dan  waki l  

kepa la  daerah  d i  kabupaten  Minahasa  Utara  tahun  2010  

te r t angga l  Ai rmad id i ,  25 Jun i  2010.

                          (Fo to  copy  sesua i  dengan as l i n ya )  ;

4.  Bukt i  P- 4 :  Sura t………..
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4.  Bukt i  P- 4  :      Sura t  dar i  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Minahasa  

                             Utara / kepu tusan  KPU Kabupaten  

Minahasa   Utara   Nomor  :    15/KPTS/KPU- MU/VI /2010  

ten tang   penetapan  nomor  uru t  pasangan  ca lon  bupat i  

dan waki l  bupat i  menjad i  peser ta  da lam Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah   dan Waki l   Kepala  Daerah   d i  Kabupaten  

Minahasa  Utara  tahun  2010  te r t angga l  Ai rmad id i ,  25  

Jun i  2010.    

  (Fo to  copy  sesua i  dengan as l i n ya )  ;

5.  Bukt i   P- 5   :    Sura t   rekap i t u l a s i   ke lengkapan   berkas  

ca lon   yang   d iusu l kan    par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  

par ta i  po l i t i k  da lam  pemi lu   kepa la   daerah  dan  

waki l  kepa la  daerah  kabupaten  Minahasa  Utara  atas  

nama FRANSISCA M. TUWAIDAN dan   I r .  WILLY KUMENTAS.  

(Formu l i r  model  BA5- KWK), te r t angga l  Ai rmad id i ,   25 

Mei  2010,  yang  mener ima  ALDRIN POSUMAH (anggo ta  KPUD 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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Minahasa  Utara )  .  (Fo to  copy  sesua i  dengan as l i nya )  ;  

6.  Bukt i   P- 6   :    Sura t  yang  di tu j ukan  kepada  baka l  pasangan  

ca lon  Kepala  Daerah  dan   Waki l  Kepala  Daerah  atas  

nama FRANSISCA M.  TUWAIDAN dan  I r .  WILLY KUMENTAS.  

Nomor  :  95/KPU- MU/VI /2010  per i ha l  has i l  pene l i t i a n  

dan  k la r i f i k a s i  berkas  penca lonan  Pemi lu  Kabupaten  

Minahasa  Utara  tahun  2010;

                          (Fo to  copy  sesua i  dengan as l i n ya )  ;

7.  Bukt i  P- 7  :   Sura t  Pernya taan  Par ta i  Pol i t i k  t i dak  akan  

menar i k  penca lonan  atas  pasangan  ca lon  kepa la  daerah  

dan waki l  kepa la  daerah  oleh  ketua  dan sekre ta r i s  DPD 

PAN  (Par ta i  Amanat  Nasiona l ) .  Formul i r  model  B2- KWK.

                          (Fo to  copy  sesua i  dengan as l i n ya )  ;  

  8.  Bukt i  P- 8 :  Ber i t a  Manado Post  te r t angga l  Kamis ,  29 November  

2010  ten tang  Pelan t i k an   Pasangan  SOMPIE SINGAL dan  

YULISA BARAMULI sesua i  SK Mendagr i  Nomor :  131.71- 981 

tahun  2010 dan Nomor  132.71- 982 tahun  2010 te r t angga l  

02 Desember  2010.

                          (Fo to  copy  sesua i  dengan as l i n ya )  ;

9.   Bukt i   P- 9   :  Kumpulan  k l i p i ng - k l i p i ng  koran  yang  memuat  

ber i t a  ten tang  

                            permasa lahan  kepengurusan  ganda  DPC 

demokra t  kabupaten  Minahasa  Utara  dan  kabupaten  

Minahasa  Sela tan .

                         (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;

10.  Bukt i  P- 10 :  Sura t  ….
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10.Buk t i  P- 10  :   Sura t    dar i    dewan    p impinan    cabang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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par ta i    HANURA   kabupaten  

                            Minahasa  Utara  yang  d i t anda  tangan i  

o leh  ketua  ROY WULUR dan  sekre ta r i s  Drs .  FRITS 

NGANTUNG, d i t u j u kan  ke  ketua  KPUD kabupaten  Minahasa  

Utara  per iha l  pencabutan  pernya taan  dukungan  atas  

ca lon  bupat i  Minahasa  Utara  Drs .  SOMPIE SINGAL dan  

ca lon  waki l  bupat i  Minahasa  Utara  YULISA BARAMULI,  SH 

te r t angga l  Ai rmad id i ,  27 Mei  2010.

                          (Fo to  copy  sesua i  dengan as l i n ya ) ;

 11.Buk t i  P- 11  :  Sura t   tanda   te r ima   dar i   KPUD  Minut ,  

per i ha l    sura t    pencabutan  

                            dukungan  DPC HANURA te r t angga l  27  

Mei  2010.  Yang  mener ima  SULASTRI  KAIKO  (Pegawai  

KPUD).

                            (Fo to  copy  sesua i  dengan as l i nya )  ;

 12.Buk t i  P- 12  :   Sura t   Dewan  Pimpinan  Pusat  HANURA  kepada  

ketua    DPD  par ta i    

                            HANURA se lu ruh  Indones ia  yang  

di tanda  tangan i  o leh  ketua  umum  WIRANTO  dan  

sekre ta r i s  Jendera l  DOSSY  ISKANDAR  PRASETYO 

te r t angga l  Jakar ta ,  24  Maret  2010  bernomor  :  

A/257 /DPP- HANURA/I I I / 2 010  per iha l  proses  pemi lukada  ;

(Fo to  copy  dar i  sa l i nan )  ;

 13.Buk t i  P- 13 :   Undang- Undang RI  Nomor  :  12 tahun  2008 ten tang  

perubahan  kedua  

                           atas  Undang- Undang Nomor  :  32 tahun  

2004 ten tang  Pemer in tahan  

                           Daerah  ;

                           (Fo to  copy  dar i  sa l i nan )  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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 14.Buk t i  P- 14  :   Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  68  

tahun   2009  ten tang                              

                           Pedoman Tekn is  Tatacara   Penca lonan  

Pemi l i han    Umum   Kepala   

                           Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  ;

 (Fo to  copy  dar i  sa l i nan )  ;

 15.Buk t i  P- 15    :  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  13  

tahun  2010  ten tang  Pedoman  Tekn is  Tatacara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Komis i  Pemi l i han  Umum ; (Fo to  copy  dar i  

sa l i nan )  ;

 16.Buk t i  P- 16     :   Undang- Undang  RI  Nomor  :  2  Tahun  2008  

ten tang  par ta i  Pol i t i k .

     (Fo to  copy  dar i  sa l i nan )  ;

17.  Bukt i  P- 17 :  Foto  copy………..
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 17.Buk t i  P- 17   :   Foto  copy  sa l i nan  Keputusan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  dalam  perkara  Nomor  :  

23/G.TUN/2010/P .TUN.MDO.  Penggugat  HUSEN TUAHUNS 

melawan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum kabupaten  

Minahasa  Utara .  Yang  keputusannya  gugatan  t i dak  

dapat  d i te r ima  (NO).

     (Fo to  copy  dar i  sa l i nan )  ;

18.  Bukt i  P- 18 :      Fotocopy  tanda  te r ima  penyerahan  sura t  dan  

ber i t a  acara  rapa t  

                                 Pleno  has i l  pene l i t i a n  dan  

k la r i f i k a s i  o leh  KPU  prov ins i / k abupa ten / ko ta  

kepada  baka l   pasangan  ca lon  dalam  hal  in i  nama 

baka l  ca lon  kepa la  daerah  FRANSISCA  M.  

TUWAIDAN dan  nama baka l  ca lon  waki l  kepa la  daerah  

I r .  WILLY                          KUMENTAS,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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te r t angga l  Ai rmad id i  08  Jun i  2010.  Yang  mener ima  

Bernadus  Togas  (Formul i r  model  BA8- KWK-KPU);

19.  Bukt i  P- 19 :    Fotocopy  sura t  edaran  Mahkamah Agung Nomor  :  

07 tahun  2010  yang  in t i n ya  ten tang  petun juk  tekn i s  

sengketa  mengenai  pemi l i han  umum kepa la  daerah  

yakn i  menyi ra t kan  bahwa  keputusan- keputusan  atau  

kete tapan- kete tapan  yang  

di te rb i t k an  oleh  komis i  pemi l i han  umum baik  di  

t i ngka t  pusat  maupun  di  t i ngka t  daerah  mengenai  

has i l  pemi l i han  umum  t i dak  dapat  d iguga t  d i  

Perad i l an  Tata   Usaha  Negara .  Keten tuan  te rsebu t  

secara  tegas  dan  eksp l i s i t  menyebutkan   ”has i l  

pemi l i han  umum”,  ha l  mana  menunjukkan  bahwa  hal  

yang  di t u j u  ada lah  

keputusan  yang  ber i s i  has i l  pemi l i han  umum sesudah  

melewat i  tahap    pemungutan  suara  dan  yang  

di l an j u t k an  dengan perh i t ungan  suara  ;   

20.Buk t i  P- 20 :      Undang- Undang Republ i k  Indones ia  nomor  :  24  

tahun  2003  ten tang  Mahkamah  Konst i t u s i .  Teru tama  

bag ian  ke- sebe las  perse l i s i h an  has i l  pemi l i han  

umum  te ru tama  pasa l  74 ayat  (1 ) ,  (2 ) ,  (3 )  ;  pasa l  

75  (a )  dan  (b )  ;  dan  pasa l  77  ayat  (1 ) , ( 2 ) ,  (3 ) .  

Yang  in t i n ya  utnuk  perse l i s i h an  has i l  perh i t ungan  

suara  ada lah                           merupakan  

kewenangan  dar i  Mahkamah  Konst i t u s i .  Sedangkan  

dalam  perkara  in i ,  perka ra  nomor  :  

48/G.TUN/2010/PTUN.MDO,  bukan lah  perse l i s i h an  

has i l  perh i t ungan  suara .

                              (Fo tocopy  yang  sudah  d i l ega r i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

21.  Bukt i  P- 21 :      Har ian  Manado Post  te r t angga l  03 Jun i  2010  

yang  ber j udu l  

                              ”Ver i f i k a s i  Dua  Cabup Demokra t ” .  

                              (Fo tocopy  yang  sudah  d i l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

21.  Bukt i  P- 22 : . . . . . . . . . . .
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21.  Bukt i  P- 22 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  05  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  ”KPU 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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                             kantong i   pengurus  parpo l  sah” .

                             (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya ) ;

23.  Bukt i  P- 23  :   Har ian  Manado  Post  te r t angga l  03  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  ”DPP Demokra t  moni to r  gugatan  Par ta i  

Demokra t  Minut ” .  In t i  ber i t a  :  DPP  Demokra t  

mela lu i  waki l  sek jen  Angel i na  Sondakh,  memoni to r  

perkembangan  gugatan  yang  d i l akukan  PD  Minut  

te rhadap  KPUD Minut  mela lu i  PTUN Manado  te rka i t  

keabsahan  PD p impinan  Anas  Urban ing rum di  Dephum & 

HAM yang  dipe rsoa l kan  oleh  KPUD Minut .

                              (Fo tocopy  yang  sudah  d i l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

24.  Bukt i  P- 24 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  14  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  ”Pantouw  

                            :   ca lon  Demokra t  be lum memenuhi  

syara t ”  (konsu l t a s i  d i  DPP masih   

                             buntu ) .

                             (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya ) ;

25.  Bukt i  P- 25 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  15  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  ”Sompie -                                    

                            Yul i sa  te rancam gugur ,  Rudy k la im  

Anas rekomendas i  Net t y - Inggr i d ” .

                            (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

26.  Bukt i  P- 26 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  15  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  ”Anas   

                             Shakan Kulu lu  ketua  Demokra t ” .

                             (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

27.  Bukt i  P- 27 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  23  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  

                             ”Demokra t  hadang  keputusan  KPUD 

Minut ”  ;   

                            (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

28.  Bukt i  P- 28 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  22  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  

                             ”Demokra t  – PAN usung  SBY”.

                            (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r )  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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29.  Bukt i  P- 29 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  24  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  ”Ju l i u s  :  

                             semua ca lon  lo l os ,  (Kubu  Rudy  

Kulu lu )akan  d ip idanakan  KPUD 

                             Minut ” .

                            (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

30.  Bukt i  P- 30 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  24  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  ”KPUD 

                             aba ikan  sura t  DPP Par ta i  Demokra t ” .

                             (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

31.  Bukt i  P- 31 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  25  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  ”KPUD 

                             te tapkan  6 pasangan” .

                             (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

32.  Bukt i  P- 32 :  . . . . .

38

32.  Bukt i  P- 32 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  03  Ju l i  2010  

yang  ber j udu l  ”DPP 

                             Demokra t  n i l a i  KPUD Minut  ke l i r u ” .  

(soa l  penetapan  ca lon  Par ta i  

                             Demokra t ) .

                             (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

33.  Bukt i  P- 33 :     Har ian  Manado Post  te r t angga l  13  Ju l i  2010  

yang  ber j udu l  ”Ku lu l u  

                             ber i   kete rangan  di  PTUN”.

                             (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

34.  Bukt i  P- 34  :     Har ian  Manado  Post  te r t angga l  07  Agustus  

2010 yang  ber judu l  ”5   

kand ida t   Panwaslukada  jangan  t i du r / p r i h a t i n  

pemi lukada  Minut   yang  diwarna i  banyak  

pelanggaran  o leh  pasangan  incumbent ” .Yang  d ige la r  

d i  hote l  Sutan  Raja ,  o leh  5  pasangan  peser ta  

pemi lukada  te rkecua l i  pasangan  incumbent .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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                              (Fo tocopy  yang  sudah  d i l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

35.  Bukt i  P- 35  :     Har ian  Manado  Post  te r t angga l  10  Agustus  

2010 yang  ber judu l  

                             ”DPRD  Minut  minta  KPUD net ra l  

(p i l k ada  Wori  te rco reng) ” .

                             (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

36.  Bukt i  P- 36  :    Har ian  Manado  Post  te r t angga l  14  Jun i  2010  

yang  ber j udu l  ”Dua l i sme  Cabup  Par ta i  Demokra t  

d i ten tukan  (permasa lahan  kepengurusan  ganda  DPC 

Demokra t  kabupaten  Minse l ,  dan  KPUD  Minse l  

menyatakan  penentuan  akh i r    Dar i  KPUD Minse l  

ada lah  s iapa  yang  memi l i k i  sura t  rekomendas i  resmi  

dar i     pengurus  DPP Demokra t ) ” .

                              (Fo tocopy  yang  sudah  d i l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;

37.  Bukt i  P- 37  :   Har ian  Manado  Post  te r t angga l  15  Jun i  2010  

yang  ber judu l  ” tuama  di  u jung  

tanduk” .Pen je l a sannya ,  sete lah  ketua  umum Par ta i  

Demokra t  Anas  Urban ing rum  mengeluarkan  SK nomor  :  

40/EXT/DPP- PD/VI /2010  te r t angga l  12  Jun i  2010.  

Yang  in t i n ya  KPUD Minse l  mengacu  pada  SK ketua  

umum Par ta iDemokra t ,  Anas Urban ing rum.

                              (Fo tocopy  yang  sudah  d i l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya  ) ;

38.  Bukt i  P- 38  :   Har ian  Manado  Post  te r t angga l  16  Jun i  2010  

yang  ber judu l  ” tuama  ancam  gugat  DPP  Par ta i  

Demokra t ” .Pen je l a sannya  :SK  DPP  PD  nomor  :  

40/EXT/DPP- PD/VI /2010  d i t e r ima  KPUD Minse l .

    (Fo tocopy  yang  sudah  di l ega l i s i r  sesua i  as l i nya )  

;

39.  Bukt i  P- 39 :      Har ian  Manado Post  te r t angga l  18 Jun i  2010  

yang  ber j udu l  ”Anas  

                              akh i rnya  res tu i  Sumual  Wauran  

sebaga i  ca lon  Par ta i  Demokra t ” .

                              (Fo tocopy  yang  sudah  d i l ega l i s i r  

sesua i  as l i nya )  ;                    

      

40.  Bukt i  P- 40 :  . . . . . . . . . . .

Disclaimer
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40.  Bukt i  P- 40 :    Fotocopy  putusan  Mahkamah Konst i t u s i  nomor  :  

145/PHPU.D- VI I I / 2 010 ,  o leh  Frans i sca  M.  Tuwaidan  

dan  I r .  Wil l y  Kumentas  sebaga i  pemohon  lawan  KPUD 

Minahasa  Utara  sebaga i  te rmohon.Yang  in t i n ya  

ada lah  :  permohonan  pembata lan  te rhadap  ber i t a  

acara   pengh i t ungan  suara  pemi l i han  umum kepa la  

daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  di   kabupaten  

Minahasa  Utara  dan  permohonan  pembata lan  

rekap i t u l a s i  has i l  pengh i t ungan  suara  pemi l i han  

umum bupat i  dan waki l  bupat i  Minahasa  Utara .  Jad i ,  

kewenangan  Mahkamah  Konst i t u s i  ada lah  ten tang  

perse l i s i h an  has i l  pengh i t ungan  suara .  (sa l i nan )  ;

 41.  Bukt i  P- 41  :     Fotocopy  r i nc i an  tahapan  pemi l i han  umum 

kepa la  daerah  dan waki l  

                              kepa la   daerah  kabupaten  Minahasa  

Utara  tahun  2010.

                              (Fo tocopy  sudah  di l ega l i s i r  sesua i  

as l i nya  ) ;

 42.  Bukt i  P- 42  :    Kl ip i ng  koran  har ian  Tr ibun  Manado 

te r t angga l  07  Maret  2011.  Yang  mana  te rcan tum  

bahwa menuru t  Sekjen  Kementer i an  Dalam Neger i  Diah  

Anggraen i ,    bahwa  sesua i  atu ran  PNS yang  iku t  

mencalonkan  di r i  sebaga i  kepa la  daerah  harus  

mundur  dar i  jaba tannya .  Dan  nant i  sete lah  usa i  

b isa  menjaba t  lag i .

                              (Fo tocopy  yang  te l ah  di l ega l i s i r  

sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

 43.  Bukt i  P- 43  :    Fotocopy  keputusan- keputusan  Kongres  ke- 1  

Par ta i  Demokra t  d i  Bal i ,  tangga l    20- 23 Mei  2005  

yang  dida lamnya  te rmuat  Anggaran  Dasar  dan  

Anggaran  Rumah Tangga  Par ta i  Demokra t ,  khususnya  

Pasal  24  ayat  (7 ) ,  b i l amana  te r j ad i  Kekosongan  

jaba tan  Ketua  atau  Sekre ta r i s  Dewan  Pimpinan  

Cabang  (DPC)  kabupaten /ko ta  melakukan  rapa t  p leno  

untuk  mengusu lkan  sa lah  satu  pengurus  

har i an  Dewan Pimpinan  Cabang  (DPC).Jad i ,  je l as  di  

s in i  Par ta i  Demokra t  t i dak  mengena l  PLT (Pe laksana  

Tugas) .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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                              (Fo tocopy  te l ah  di l ega l i s i r  sesua i  

as l i nya )  ;

 44.  Bukt i  P- 44  :  Fotocopy  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Makassar  

nomor  :  66/B .TUN/2010 /PT.TUN.MKS  anta ra  Ketua  

Komis i  Pemi l i han  Umum kabupaten  Minahasa  Sela tan  

Melawan  Vent je  Tuela ,  S.Sos  dan  Noldy  Did i  

Manorekang.  Yang  memutuskan  Menolak  gugatan  para  

Penggugat /Te rband ing  atau  membata lkan  putusan  PTUN 

Manado  nomor :  19/G.TUN/2010/PTUN.MDO tangga l  07  

Ju l i  2010,  yang   d imohonkan  band ing  ser ta  

memenangkan  pihak  KPUD  Minse l ,  dengan  

per t imbangan;  menginga t  te l ah  te r j ad i  pergan t i an  

kepengurusan    DPP   Par ta i    Demokra t    maka 

t i ndakan  

Tergugat /  . . . . . . . . . . .

40

                                 Tergugat /Pemband ing  yang  leb ih  

memi l i h  DPP  Par ta i  

Demokra t  vers i  Anas  Urban ing rum  sebaga i  par ta i  

pengusung/pember i  rekomendas i  ca lon  peser ta  ada lah  

merupakan  hak  Tergugat /Pemband ing  yang  din i l a i  

wajar  dan  masuk  aka l  menginga t  da lam  masalah  

penye lenggaraan  Pi l kada  

in i  maje l i s  meni la i  te rdapa t  po la  hubungan  hukum 

sebaga i  ber i ku t :

                      

1. Antara  KPUD/Tergugat  dengan  Par ta i / gabungan  Par ta i  

pengusung  dan pember i  rekomendas i ;

2. Antara  Par ta i / gabungan  Par ta i  pengusung  dengan  

ca lon  peser ta  yang  diusung /d i r e komendas i kan ;

                                 Per t imbangan  se lan ju t nya ,  bahwa  

dalam  kond is i  yang  demik ian  ten tunya  DPP Par ta i  

Demokra t  yang  baru lah  yang  akan  dipe rha t i k an ;  

ser ta  maje l i s  meni la i  t i dak  ada  yang  sa lah  dengan  

apa  yang  di l akukan  Terguga t /Pemband ing  (KPUD 

Minse l )  da lam  sengke ta  in i .  Putusan  in i  sudah  

ink rah  karena  p ihak  Penggugat  erband ing  (Vent j e  

Tuela ,  CS)  sudah  t i dak  lag i  mengajukan  kasas i  ke  

Mahkamah Agung RI .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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                             (Fo tocopy  yang  d i l ega l i s i r  sesua i  

as l i nya ) ;

 45.  Bukt i  P- 45 :  Sura t  Penegasan  nomor  :  39/EXT/DPP.PD/VI /2010  

te r t angga l  Jakar ta ,  12  Jun i  2010  di tu j u kan  kepada  

Ketua  KPUD Minahasa  Utara  dan  yang  ber tanda  tangan  

Ketua  Umum Par ta i  Demokra t ,  Anas  Urban ing rum,  yang  

in t i n ya  adalah   menegaskan  bahwa  kepengurusan  DPC 

Par ta i  Demokra t  kabupaten  Minahasa  Utara  ada lah  

berdasarkan  SK  DPP  Par ta i  Demokra t  nomor  :  

248/SK/DPP.PD/                          DPC/V/2008  

tangga l  29  Mei  2008  ten tang  susunan  dan  kompos is i  

pengurus  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Demokra t  

kabupaten  Minahasa  Utara  nomor  :33 /DPC/PD/ IV /2010  

tangga l  10 Apr i l  2010  per iha l  pergan t i an  sekre ta r i s  

maka  kepengurusan  DPC Minahasa  Utara  di j aba t  o leh  

Sdr .  Ruddi  S.  Kulu lu ,  SE(Ketua)  dan  Sdr .  Reza  

Pomantouw  (Sekre ta r i s ) .   Ser ta  da lam  hal  

pengusungan  ca lon  kepa la  daerah  kabupaten  Minut ,  

maka  yang  Berhak  mengusung  pasangan  ca lon  bupat i  

dan  waki l  bupat i  kabupaten  Minahasa  Utara  ada lah  

kepengurusan  berdasarkan  penegasan  te rsebu t  d i  

atas .  Dan  sura t  Penegasan  in i  juga  membata lkan  

penegasan  yang  dike lua rkan  oleh  DPD Par ta i  Demokra t  

prop ins i  Sulawes i  Utara .

                            (Fo tocopy  yang  d i l ega l i s i r  sesua i  

as l i nya )  ;

46.  Bukt i  P- 46 :  . . . . . . . . .
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 46.  Bukt i  P- 46 :    Fotocopy  ber i t a  acara  te r t angga l  Jakar t a ,  17  

Jun i  2010  yang  di tanda  tangan i  o leh  Anas  

Urban ing rum  sebaga i  Ketua  Umum Par ta i  Demokra t  

ser ta  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum  kabupaten  

Minahasa  Utara  yakn i  Drs .  Wi l l em  Pantouw,  yang  

In t i n ya  berdasarkan  ver i f i k a s i  langsung  ten tang  

Sura t  Penegasan  DPP  Par ta i  

Demokra t  nomor  :  39/EXT/DPP.PD/VI / 2010 ,  tangga l  12  

Jun i  2010                           menyimpulkan  

bahwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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1. Sura t  yang  dimaksud ,  benar  dike tahu i  dan di tanda  

tangan i  o leh  Anas  Urban ing rum sebaga i  Ketua  Umum 

DPP Par ta i  Demokra t  has i l  Kongres  Nasiona l  tahun  

2010.

2. Segala  konsekuens i  hukum  yang  KPUD Minahasa  

Utara  lakukan  atas  pelaksanaan  dar i  Sura t  

Penegasan  d imaksud,  menjad i  tanggung  jawab  DPP 

Par ta i  Demokra t  dan  ber i t a  acara  in i  d ibua t  

untuk  menjad i  acuan  penetapan  pasangan  ca lon  

bupat i  dan waki l  bupat i  yang  diusung  oleh  Par ta i  

Demokra t .

47.  Bukt i  P- 47  :     Sura t  undangan  Kongres  ke- I I  Par ta i  

Demokra t ,  te r t angga l  Jakar ta ,  04  Mei  2010  

di tu j ukan  kepada  Ketua  DPC  Par ta i  Demokra t  

kabupaten  Minahasa  Utara  yakn i  Ruddi  Kulu lu ,  SE 

yang  ber tempat  di  hote l  Mason Pine  Bandung  tangga l  

21- 23 Mei  2010,  in i  menunjukkan  bahwa kepengurusan  

yang  sah adalah  Ruddi  Kulu lu ,  CS.

                              (Fo tocopy  yang  di l ega l i s i r  sesua i  

as l i nya )  ;

48.  Bukt i  P- 48  :    Tanda  te r ima  pendaf t a ran  baka l  ca lon  yang  

diusu l kan  Par ta i  Pol i t i k  atau  gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  da lam  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  kabupaten  Minahasa  Utara ,  nama 

pasangan  yakn i ,  nama  baka l  ca lon  kepa la  daerah  

Net t y  Agnes  Pantouw,  SE  dan  Inggr i d  J.N.N.  

Sondakh,  SE  dengan  Par ta i  

pengusung  adalah  Par ta i  Golkar  dan  Par ta i  

Demokra t ,  te r t angga l  Ai rmad id i ,  27  Mei  2010,  yang  

di te r ima  oleh  KPUD kabupaten  Minahasa  Utara .  

                              (Fo tocopy  yang  di l ega l i s i r  sesua i  

as l i nya )  ;

 49.  Bukt i  P- 49 :     Ber i t a  acara  pleno  penetapan  pasangan  ca lon  

yang  diusu l kan  Par ta i  Pol i t i k  atau   gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  da lam  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  kabupaten  Minahasa  Utara  tahun  

2010,  dengan  nama baka l  ca lon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  yakn i  Net ty  Agnes  Pantouw,  SE 

dan  Inggr i d  J.N.N.  Sondakh,  SE te r t angga l  07  Jun i  

2010  yang  di tanda  tangan i  o leh  

Ketua  KPUD Minut  dan para  anggotanya .

Disclaimer
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                              50.  Bukt i  P- 50 : . . . . . . . . . . . . .
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 50.  Bukt i  P- 50  :  Daf ta r  had i r  rapa t  Dewan  Pimpinan  Cabang  

Par ta i  Demokra t  kabupaten  Minahasa  Utara  

te r t angga l  Senin ,  13  September  2010  yang  d ihad i r i  

o leh  anta ra  la i n  :  Venice  Mai loo r ,  yang  dalam 

daf ta r  had i r  sebaga i  Ketua  Dewan  Pimpinan  Anak  

cabang  Ai rmad id i ,  dan  dengan  demik ian  Venice  

Mai loo r  in i  yang  ada lah  

Sekre ta r i s  PLT.  (Pe laksana  Tugas)  yang  

merekomendas ikan  pasangan  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  ada lah  hanya  rekayasa  semata .  Karena  

sebenarnya  sesua i  daf ta r  had i r  rapa t  in i ,  Venice  

Mai loo r  adalah  Ketua  PAC  Ai rmadid i  dan  

rapa t  in i  d i l akukan  sesudah  har i  pencob losan  dan  

sebe lum  pemungutan  suara  ulang  kecamatan  Wori  

bera r t i  sebe lum  di te t apkannya  pasangan  Sompie  

Singa ldan  Yul i sa  Baramul i  sebaga i  bupat i  dan waki l  

bupat i  kabupaten  MinahasaUta ra  o leh  KPUD Minut .  

Juga  dalam rapa t  in i  d ihad i r i  o leh  Rudy Kulu lu ,  SE 

sebaga i  Ketua  DPC  Par ta i  Demokra t  kabupaten  

Minahasa  Utara  dan d ihad i r i  juga  oleh  ca lon  bupat i  

ya i t u  Bapak  Sompie  Singa l .

                              (Fo tocopy  yang  te l ah  di l ega l i s i r  

sesua i  as l i )  ;

 51.  Bukt i  P- 51  :     Photo  sewaktu  pasangan  Frans i sca  Tuwaidan  

dan I r .  Wil l y  

                                 Kumentas  mendaf ta r  d i  KPUD 

Minahasa  Utara  juga  bersama te r l i h a t  Pengurus  dan  

Ketua   DPC PAN Minahasa  Utara  Husein  Tuahuns  ser ta  

massa PAN.   (  Asl i  photo )  ;

 52.  Bukt i  P- 52 :     Photo  sewaktu  Par ta i  DPC PAN (Par ta i  Amanat  

Nasiona l )  

                                 mengusung  ser ta  tu ru t  bersama-

sama  pasangan  Frans i sca  Tuwaidan  dan  I r .  Wil l y  

Kumentas   mendaf ta r  d i  KPUD Minahasa  Utara .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                              (As l i  photo  ) ;

 53.  Bukt i  P- 53 :   Photo  sewaktu  massa pendukung  dan ketua  ser ta  

para  pengurus  DPC PAN (Par ta i  Amanat  Nasiona l )  

Minahasa  Utara  bersama- sama  pasangan  Frans i sca  

Tuwaidan  dan  I r .  Wi l l y  Kumentas  sewaktu  mendaf ta r  

d i  KPUD Minahasa  Utara  juga  tu ru t  ser ta  Ketua  DPC 

PAN.

                              (As l i  photo ) ;     

                         

Menimbang , . . . . . . . . .
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Menimbang,  bahwa  disamping  bukt i - bukt i  te r t u l i s  yang  

dia j ukan  Pihak  Para  Penggugat  te rsebu t  d ia tas ,   Para  Penggugat  

te lah  menghadapkan  4 (empat )  orang  Saks i   yakn i  :  1.  INDIRA REZA 

POMANTOW,   2.  NOVRY M DOTULONG  3.  ROY ELIZA  ALBERT WULUR 4.  

FRANKY RORONG,    masing- masing  te lah  member ikan  kete rangan  

dibawah  sumpah  menuru t  cara  agamanya,  menerangkan  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :

 SAKSI    I   PARA PENGGUGAT ( INDIRA REZA POMANTOW )  :         

- Bahwa saks i  kena l  kepada  Para  Penggugat ,  t i dak  ada  hubungan  

ke lua rga ,  t i dak             ada  hubungan  ker j a ,  t i dak  kena l  

kepada  Tergugat ,  kena l  dengan  Tergugat  I   t i dak  kena l  dengan  

Tergugat  I I  ;

- Bahwa saks i  bernaung  di  Par ta i  Demokra t  ;

- Bahwa  Jabatan  saks i  d i  Par ta i  Demokra t  adalah  :  Seb a g a i  

Sek r e t a r i s  Pa r t a i  Demokra t  Minu t  se j a k   t angga l  12  Jun i  

2010  t e t a p i  t ahun  2004  mas ih  

      sebaga i  anggo t a ,  t e t a p i  sebe l umnya  men jaba t  Wak i l  

Ketua  Ran t i n g  Desa 

      Ko longan  Te tempangen ,  dan  Tahun  2006  sebaga i  Pengu rus  

PAC Kec .  

      Ka lawa t ,  Tahun  2007  sebaga i  Sek re t a r i s  DPC,  dan  Ke tua  

pada  wak tu  i t u    

      Rudy  S.  Ka luhu ,  pada  Tahun  2003  sebaga i  Ke tua  DPC 

ada l ah  Fa ld r i  

      Lasu t  dan  Tahun  2010  Net t y  Pan tow-  I ngg r i d  Sondakh  ;

- Bahwa  saks i  kena l  dengan  Brahmana  karena  bel i au  sebaga i  

pengurus  DPC ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa Brahmana t i dak  pernah  d ibe rhen t i k an  dar i  DPC ;

- Bahwahas i l  kongres  muncul  PLT DPC mengusung pasangan  SBY ;

- Bahwa saat  Kongres  Ruddy Kalu lu  juga  had i r  ;

- Bahwa saks i  be lum pernah  mel iha t  sura t  LT ;

- Bahwa kepengurusan  yang  sah adalah  kepengurusan  DPC ;

- Bahwa  saks i  be lum  pernah  mel iha t  kepengurusan  yang  d i t anda  

tangan i  PLT ;

- Bahwa dar i  ar ta i  Demokra t  ada  dua  Calon  yang  diusung  ya i t u  

NAP,  dan SBY ;

- Bahwa s ikdp  KPU te lah  di tempuh  ja l u r  hukum mela lu i  PTUN ;

- Bahwa  Ketua  Umum Anas  t i dak  pernah  mencabut  kepengurusan  

DPC ;

- Bahwa t i dak  ada  sos ia l i s a s i  mengenai  kongres ,  dan  saks i  tahu  

nonton  dar i  TV;

- Bahwa PLT belum dibacakan  ;

- Bahwa Brahmana t i dak  pernah  berkan to r  d i  Minut  ;

- Bahwa Brahmana sebaga i  PLT Par ta i  Demokra t  Minut  ;

- Bahwa setahu  saks i  anggaran  dasar  d ia tu r  pada pasa l  24 ayat  7  

UU  No.  32 Tahun 2004 ;

- Bahwa dengan  adanya  pengusungan  ganda  seh ingga  kepengurusan  

dipe r t anyakan  ;

- Bahwa saks i  . . . . . . . . . . . .
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- Bahwa  saks i  tahu  penetapan  yang  memenuhi  syara t  yang  

dike lua r kan  oleh  KPU sudah  d i l aksanakan  oleh  KPU Minut  se jak  

tangga l  20 Mei  2010 Par ta i  Golkar  dan Demokra t  ;

- Bahwa  setahu  saks i  KPU Minut  mengacu  pada  SK  DPP Anas  

Ubaningrum ;

- Bahwa saks i  tahu  sudah  ada  perkara  di  PTUN sudah  in  krach t  

dan yang  menang ada lah  Minse l  ;

SAKSI   I  I   PARA PENGGUGAT ( NOVRY M DOTULONG )  :          

- Bahwa saks i  bernaung  di  Par ta i  Demokra t  se jak  dar i  tahun  2004  

;

- Bahwa  per tama- tama  saks i  hanya  sebaga i  s impat i san  Par ta i  

Demokra t  kemudian  sebaga i  Ketua  Tim  Kampanye  SBY tahun  2004  

dan  te rakh i r  sebaga i   Waki l  Ketua  DPC se jak  tahun  2007  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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berdasarkan  SK No.  19/2007  yang  d ipe rbaharu i  dengan  SK No.  48  

DPP ;

- Bahwa ket i ka  saks i  menjabat  Waki l  Ketua  DPC Ketuanya  ada lah  

Ruddy Kalu lu  < SE sedangkan  sekre ta r i s  adalah  Reza Pomantow ;

- Bahwa  ket i ka  pemi l i han  BUPATI  yang  diusung  Par ta i  Demokra t  

ada lah  Reza  Pomantow   berdasarkan  SK  39/2010  DPP  Anas  

Ubaningrum ;

- Bahwa  se lama  i t u  saks i  t i dak  tahu  ka lau  ada  pasangan  la i n  

yang  diusung  oleh  Par ta i  Demokra t  ;

- Bahwa  saks i  pernah  dengar  ca lon  Ruddy  Kalu lu ,   SE dicabu t  

te tap i  t i dak  mel iha tnya  ;

- Bahwa  Yul i sa  Baramul i  saks i  t i dak  tahu  ka lau  pernah  

mendaf ta r kan  di r i  sebaga i  ca lon  ;

- Bahwa setahu  saks i  Yul i sa  Baramul i  ada lah  sa lah  satu  pengurus  

DPP Par ta i  Demokra t  ;

- Bahwa ca lon  yang  d iusung  Par ta i  Demokra t  ada lah  Net i  Agnes  

Pantow ;

- Bahwa  saks i  sudah  lupa  ka lau  kapan  Yul i sa  Baramul i  

mendaf ta r  ;

- Bahwa waktu  i t u  diben tuk  gabungan  par ta i  dan  dida f t a r kan  di  

KPU ;

- Bahwa yang  saks i  tahu  mela lu i  media  masa  yang  diusung  oleh  

Par ta i  Demokra t  adalah  A.  Brahmana dan V.  Mai loo r  ;

- Bahwa da lam  tahap  permulaan  yang  mengusung  NAP (Net i  Agnes  

antow ada lah  Golka r  dan Demokra t  te tap i  d ianu l i r  o leh  KPU dan  

t i dak  tahu  apa sebabnya /dasar  hukumnya ;

- Bahwa sebe lum  di te t apkan  SBY diusung  DPC te l ah  menggugat  di  

PTUN ;

- Bahwa sebe lum . . . . . . . . .
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- Bahwa  sebe lum  gugat  d i  PTUN  pernah  d ik l a r i f i k a s i  yang  

menegaskan  yang  mana  yang  sah  ada lah  Ruddy Kalu lu ,  SE ;

- Bahwa  k la r i f i k a s i  d isampaikan  kepada  KPU  Minut  te tap i  

d ika takan  bahwa Par ta i  Demokra t  t i dak  mengena l  PLT ;

- Bahwa saks i  t i dak  tahu  dasar  KPU seh ingga  disung  oleh  Par ta i  

Golkar  ;

- Bahwa pada  saat  d i te t apkan  untuk  iku t  ada  Demo yang  dip imp in  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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oleh  saks i  te tap i  t i dak  di tanggap i  ;

- Bahwa setahu  saks i  jumlh  kurs i  d i  Leg is l a t i f  3  ( t i ga )  kurs i  

dan belum cukup  15 % ;

- Bahwa saks i  pernah  dengar  ada  tanggapan  dar i  KPU Pusat  dan  

t i dak  setu juh  atas  usungan  te rsebu t  karena  yang  sah  adalah  

Ruddy Kalu lu ,  SE ;

- Bahwa  tanggapan  DPP  atas  usungan  SBY  yang  mana  akan  

disampaikan  mela lu i  beberapa  penegasan  ;

- Bahwa in t i  sura t  mengenai  k la r i f i k a s i  menegaskan  bahwa yang  

sah  adalah  Ruddy  Kalu lu ,  SE yang  di tanda  tangan i  o leh  Anas  

Ubaningrum dan sura t  k la r i f i k a s i  d iaba i kan  ;

- Bahwa  NAP diusung  o leh  Par ta i  Golkar  sedangkn  SBY diusung  

oleh  Demokra t ,  PAN,  dan PIB ;

- Bahwa  penetapan  oleh  KPU NAO t i dak  ada  lag i  usungan  dar i  

Demokra t  ;

- Waktu  Undangan  Kongres  yang  sah  yang  diundang  adalah  Ruddy  

Kalu lu ,  SH ;

- Bahwa saks i  t i dak  mengenal  Brahmana  sedangkan  Mai loo r  saks i  

kena l  karena  ia  adalah  Pengurus  PAC ;

- Bahwa saks i  t i dak  had i r  pada saat  pendaf ta ran  ;

SAKSI   I I I   PARA PENGGUGAT ( ROY ELIZA ALBERT WULUR )  :          

- Bahwa saks i  bernaung  d i  Par ta i  Hanura  se jak  berd i r i  ya i t u i  

tahun  2007  ;

- Bahwa  yang  menjad i  Ketua  Pr ta i  Hanura  Minutpada  wakt i  i t u  

ada lah  saks i  sampai  pada  tangga l  28  Mei  2010  dan  sekarang  

menjad i  Ketua  Dewan Penasehat  Par ta i  Hanura  d i  Minut  ;

- Bahwa pendaf t a r an  di  KPU tangga l  24  Mei  s/d  27  Mei  2010  jam 

12 malam ;

- Bahwa  Par ta i  Hanura  mendukung  SBY te tap i  se lan ju t nya  t i dak  

dukung  SBY lag i  ;

- Bahwa  Par ta i  Hanura  t i dak  mendukung  SBY lag i  karena  pada  

bulan  Maret  2010  Par ta i  Hanura  hanya  mendapat  2  (dua)  kurs i  

seh ingga  berkoa l i s i  dengn  Par ta i  PKPI  dan  Barnas  seh ingga  

menjad i  4 (empat )  kurs i  dan mencapa i  15 % dan pada awal  Maret  

2010  ada  pember i t ahuan  dar i  DPP  supaya  Par ta i  Hanura  

mendukung  SBY  dan  saks i  menjawab  akan  menghubung i  yang  

bersangku tan  supaya  mendaf ta r  te tap i  d i tunggu- tunggu  sampai  

akh i r  batas  waktu ,  SBY t i dak  mendaf ta r  dan  kembal i  d ihubung i  

te tap i  be l i au  mengatakan  SBY  t i dak  d idukung  oleh  Par ta i  
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Hanura  ;

- Bahwa  t i dak . . . . . . . . . .

- 46

- Bahwa t i dak  ada  sura t  dar i  DPP ahwa Par ta i  Hanura  mendukung  

SY te tap i  hanya  mela lu i  te l epon  atas  nama  Bar l i an  te tap i  

saks i  t i dak  mengenalnya  ;

- Bahwa  saks i  menandatangan i  dan  mengenai  bo leh  t i dak  untuk  

dicabu t  i t u  d imungk inkan  sebab  dia tu r  da lam UU No.  32  Tahun  

2004 Pasal  63 ayat  1 ;

- Bahwa mengenai  pencabutan  SBY ada  sura t  dar i  DPC ke  KPU yang  

di t e r ima  oleh  anggota  KPU ;

- Bahwa  sepengetahuan  saks i  yang  berhak  iku t  pasangan  ca lon  

ada lah  pasangan  yang  diusung  oleh  Par ta i  Demokra t ,  Hanura ,  

PAN,  PIB ;

- Bahwa yang  dicabu t  ada lah  Ketua  dan Sekre ta r i s  ;

- Bahwa pencabutan  t i dak  d ip roses  ;

- Bahwa pencabutan  pada tangga l  27 Mei  2010 ;

- Bahwa SBY mendaf ta r  pada har i  per tama ;

- Bahwa  berdasarkan  pencabutan  saks i  perg i  ke  rumah  Sompi  

Singa l  dan  d ika takan  yang  dukung  SBY ada  4  par ta i  te tap i  

te rnya ta  hanya  2  par ta i ,  par ta i  PAN dan  Demokra t  t i dak  

mendukung  ;

- Bahwa  mekanisme  dalam  pendaf ta r an  ca lon ,  yang  bersangku tan  

langsung  ke  Pusat  bahkan  waktu  i t u  saks i  te rancam  akan  

di l apo rkan  ke  Polda  ,  dan  yang  lapor  anta ra  la i n  Herry  

Rot insu lu ,  Nelwan dengan alasan  ada Pembohongan Publ i k  ;

- Bahwa alasan  ta r i k  dukungan  SBY karena  t i dak  ada  kesepaka tan  

yang  je l as  ;

- Bahwa  pada  saat  pendaf ta ran  saks i  t i dak  mel iha t  kader  PAN 

yang  had i r  dan  t i dak  l i ha t  Pak  Husen,  makanya  saks i  datang  

kerumahnya  untuk  mengetahu i  yang  sebenarnya ,  apakah  PAN 

dukung  s iapa  dan te rnya ta  PAN dukung  ETA ;

 SAKSI    IV  PARA PENGGUGAT ( FRANKY RORONG)  :        

- Bahwa saks i  bernaung  dalam Par ta i  Hanura  ;

- Bahwa saks i  sebaga i  anggota  Par ta i  Hanura  Minut  dan  sebaga i  

Ketua  PAC Kecamatn  Ai rmad id i  ;

- Bahwa  sebaga i  Ketua  PAC Kec,  Ai rmad id i  berdasarkan  SK DPD 

Prov ins i  ;

- Bahwa saks i  sebaga i  anggota  Par ta i  Hanura /Ke tua  PAC Kecamatan  

Ai rmad id i  se jak  tahun  2007 sampai  sekarang  ;

Disclaimer
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- Bahwa  saks i  tahu  adanya  perkara  yang  dia jukan  oleh  Para  

Penggugat  ;

- Bahwa  saks i  tahu  pada  waktu  d i l akukan  pendaf ta ran  pasangan  

ca lon ,  o leh  karena  saks i  se la l u  mendaping i  Katua  Par ta i  

Hanura  pada  saat  i t u  mengusung  SBY,  ket i ka  i t u  katanya  3  

Par ta i  yang  mendaf ta r  padaha l  yang  saks i  l i ha t  hanya  2 

sedankan  PAN t i dak  ada ;

-  Bahwa waktu  pendaf ta ran  pasangan  Calon  SBY had i r  te rmasuk  

pasangannya/ca lon  Waki l  juga  had i r  ;

- Bahwa saks i  ke  KPU pada saat  pendaf ta ran  hanya  1 ka l i  ;

Menimbang, . . . . . . . .

47

Menimbang,  bahwa  pihak  Terguga t  I  untuk  menguatkan  dal i l -

da l i l  sanggahannya  te l ah  mengajukan  bukt i -  bukt i  sura t  yang  

te lah  disesua i kan  dengan  as l i nya  dan  te lah  dibe r i  metera i  cukup  

yang  te lah  di tanda i  dengan  T.1  - 1 sampai  dengan  T.1  -  8,  bukt i  –  

bukt i  te rsebu t  berupa  :

1.  Bukt i    T. I -  1   :     Pencabutan  sura t  kuasa  atas  nama 

FRANSISCA TUWAIDAN ;

2.  Bukt i  T. I -  2  :   Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum kabupaten  

Minahasa  Utara  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  

te rp i l i h  bupat i  dan  waki l  bupat i  da lam  pemi l i han  

umum  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  

kabupaten  Minahasa  Utara  

No.  26/Kp ts /KPU- MU/XI /2010  tangga l  11  November  

2010 ;

3.  Bukt i  T. I -  3  :     Rekap i t u l a s i  has i l  perh i t ungan  suara  

pemi l i han  umum bupat i  dan  waki l  bupat i  kabupaten  

Minahasa  Utara  tahun  2010 ;

4.  Bukt i  T. I -  4  :      Rekomendas i  perse tu j uan  penguatan  ca lon  

bupat i  dan  waki l  bupat i  kepa la   daerah  kabupaten  

Minahasa  Utara  prov ins i  Sulawes i  Utara  per iode  

2010- 2015   No.  121/RKMD/DPP.PD/ I I I / 2 010  tangga l  15  

Maret  2010 ;

Disclaimer
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5.Buk t i  T. I - 5 :   Sura t  keputusan  pemberhent i an  saudaraku  Supani  

Loho  dan  pengangkatan  saudaraku  Ayub  Al i  sebaga i  

pe laksana  tugas  ketua  DPD  PAN  Minahasa  Utara  

per i ode  2005- 2010  No.  PAN  /24 /A /Kp ts /K -

S/001 /V /2010  tangga l  25 Mei  2010 ;

6.  Bukt i  T. I -  6  :       Putusan  Mahkamah Konst i t u s i  Republ i k  

Indones ia  No.  145/PHPU.D- VI I I / 2 010  tangga l  04 

November  2010 ;

7.  Bukt i  T. I - 7  :       Sal inan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Manado No.  

                             24/G.TUN/2010/PTUN Mdo tangga l  21  

Ju l i  2010,  Penggugat  An.  

                             Ruddi  S.  Kulu lu ,  SE,  dkk  ;

8.  Bukt i  T. I - 8  :       Sal inan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Manado No.  

                             23/G.TUN/2010/PTUN Mdo tangga l  28  

Ju l i  2010,  Penggugat  An.  

                            Husen Tuahuns  ;

Menimbang ………….

48

Menimbang,  bahwa  para  p ihak  Terguga t  I  t i dak  mengajukan  

bukt i  saks i  karena  menganggap sudah  cukup  dengan bukt i  sura t ;

Menimbang,  bahwa pihak  Terguga t  I I  untuk  menguatkan  dal i l -

da l i l  sanggahannya  te l ah  mengajukan  bukt i -  bukt i  sura t  yang  

te lah  disesua i kan  dengan  as l i nya  dan  te lah  dibe r i  metera i  cukup  

yang  ,  dan  da lam  sura t  penganta r  Daf ta r  Bukt i  Tergugat  I I  

te r t angga l    Maret  2011  akan  mengajukan  bukt i  sura t  P. I I -  1 s/d  

P. I I  - 13  namun h ingga  se lesa i  acara  pembukt i an  p ihak  Terguggat  

I I  hanya  mengajukan  bukt i  sura tnya  ya i t u  bukt i  sura t  ya i t u  bukt i  

P. I I - 1,  P- I I - 2,  P. I I - 3,  P. I I - 4,  P. I I - 5,  P. I I - P. I I - 12,  dan  P. I I -

13  sedangkan  bukt i  P. I I -  6  s /d  P. I I - 11  h ingga  se lesa i  acara  

pembukt i an  t i dak  dia jukan  oleh  p ihak  Tergugat  I I  ;

Bukt i  –  bukt i  yang  dia j ukan  pihak  Tergugat  I I  te rsebu t  

Disclaimer
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ada lah  sebaga i  ber i ku t   :

1.  Bukt i  T. I I -  1  :    Sura t    Keputusan    Ketua    Komis i  

Pemi l i han    Umum   Kabupaten  

                               Minahasa  Utara   Nomor  

26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  tangga l  9  Nopember  2010  

ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  da lam Pemi lukada  Daerah  Kabupaten  

Minahasa  Utara  Tahun 2010  ;

2.  Bukt i  T. I I -  2 :   Sura t  Pimpinan  DPRD Kabupaten  Minahasa  Utara  

Nomor 170/DPRD-

                           MINUT/303/X I / 2010    tangga l    15  

Nopember    2010   per iha l   usu lan  

                           Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i /Wak i l  

Bupat i  Minahasa  Utara  2010-

                           2015 ;

3.  Bukt i  T. I I -  3  :   Sura t  Gubernur  Sulawes i  Utara  Nomor  

100/2303 /Sek r  tangga l  19 

                          Nopember   per iha l  usu l  penetapan  

pasangan  ca lon  Bupat i  dan Waki l  

                          Bupat i  Terp i l i h  Kabupaten  Minahasa  

Utara  masa bhakt i  2010- 2015 ;

4.  Bukt i  T. I I -  4 :   Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  131.71-

981 tangga l   1 

                          Desember  2010  ten tang  pengesahan  

pemberhent i an  dan 

                          pengesahan  pengangkatan  Bupat i  

Minahasa  Utara   ;  

5.Buk t i  T. I I -  5 :   Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  132.71-

982 tangga l  1 

                          Desember  2010  ten tang  pengesahan  

pemberhent i an  dan 

                          pengesahan  pengangkatan  Waki l   Bupat i  

Minahasa  Utara   ;     

                                  

6.  Bukt i  T. I I - 12 :  Sura t……

Disclaimer
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12.Buk t i  T. I I - 12  :   Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  8  Tahun  

2005  ;    

13.Buk t i  T. I I - 13  :   Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  7  Tahun  

2010 ;     

Menimbang,  bahwa pihak  Tergugat  I I  t i dak  mengajukan   bukt i  

saks i  karena  sudah  menganggap sudah  cukup  dengan bukt i  sura t ;

Menimbang,  bahwa pada  tahap  kes impu lan  Pihak  Para  Penggugat  

dan  Pihak  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  te l ah  mengajukan  

kes impu lannya  secara  te r t u l i s  pada  pers i dangan  tangga l  5  Mei  

2011.  Kesimpulan  dar i  Para  Pihak   te rsebu t  t i dak  di t u l i s  u lang  

namun  is i nya  te l ah   d ipe la j a r i   dan   d ipe r t imbangkan   dengan  

seksama  ;

      Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  da lam 

pers idangan  se lama  pemer iksaan  perkara  in i  ber langsung ,  

sebaga imana  te rca ta t  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan ,  ada lah  

dianggap  te l ah  masuk  dan merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dalam putusan  in i  ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu juan  gugatan  Para  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  d ia tas  ;

Menimbang,  bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

o leh  Para  Penggugat  untuk  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  ada lah  

:  

1. Surat  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Minahasa  Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  

te r t angga l  09  November  2010  Tentang  Penetapan  

Disclaimer
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Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Dalam  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun 2010

2. -  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

137.71- 981 

tahun  2010  tangga l  01  Desember  2010  Tentang  

Pemberhent i an  Penjaba t  Bupat i  Minahasa  Utara  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Minahasa  Utara  

Prop ins i  Sulawes i  Utara

-  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

132.71- 982  tahun  2010  te r t angga l  01  Desember  2010  

Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Minahasa  

Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  ;

Menimbang ,………..
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Menimbang,  bahwa a lasan  Para  Penggugat  mengajukan  tun tu tan  

agar  ob jek  sengke ta  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  adalah  

karena  da lam proses  penerb i t an  ob jek  sengke ta  a quo  ber ten tangan  

dengan  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  68  Tahun  2009  

ten tang  Persyara tan  Baka l  Pasangan  Calon ,  Undang- Undang Nomor  12  

Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  32  

Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  dan Undang- Undang Nomor  2 

Tahun 2008 Tentang  Par ta i  Pol i t i k  ;  

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  te lah  menanggap inya  mela lu i  

jawabannya  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa penerb i t an  objek  

sengketa  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  dan Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  (AAUPB)  ;  

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t  

Tergugat  I  te l ah  mengajukan  ekseps i  sebaga imana  te rmuat  da lam 

Ekseps i  Tergugat  I  pada  tangga l  26  Januar i  2011  sedangkan  

Tergugat  I I  juga  te l ah  mengajukan  ekseps i  sebaga imana  te rmuat  

da lam  Sura t  Jawabannya  pada  tangga l  26  Januar i  2011  yang  pada  

pokoknya  ber i s i  sebaga i  ber i ku t  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  t i dak  

berwenang  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  

in i  karena  ob jek  sengke ta  a  quo  t i dak  te rmasuk  

dalam  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  2  Undang- Undang  

Nomor  9 Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  seh ingga  yang  berwenang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  a quo  ada lah  Mahkamah Konst i t u s i  

;  

2. Kompetens i  Rela t i f

Pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Manado  t i dak  berwenang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  a  quo  dika renakan  Tergugat  I I  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;  -

3. Gugatan  Kabur  ( obscuur  l i be l )  ;  

4. Gugatan  Kurang  Pihak

Objek  gugatan  a  quo  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  I I  

d ike lua rkan  berdasarkan  Sura t  Gubernur  Sulawes i  Utara  

Nomor  100/2303 /Sek r  tangga l  19  November  2010  dan  Sura t  

Pimpinan  DPR Kabupaten  Minahasa  Utara

Nomor  :…….

51

         Nomor  :  170/DPRD-MINUT/303/X I / 2010  tangga l  15  

November  2010  Per iha l  Usul  Penetapan  Pasangan  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  Terp i l i h  Kabupaten  Minahasa  Utara  

Masa  Bhakt i  2010- 2015,  seh ingga  sudah  seharusnya  

Gubernur  Sulawes i  Utara  dan  DPRD Kabupaten  Minahasa  

Utara  dimasukkan  sebaga i  p ihak  da lam perkara  a quo  ;  

5. Saudara  Mar iam  Pangemanan,  SH dan  Saudara  Egid ius  

Kasengkang,  SH t i dak  memi l i k i  kompetens i  atau  hak  

atau  t i dak  memi l i k i  kua l i t a s  lega l  s tand ing  untuk  

mengajukan  gugatan  mewaki l i  atau  ber t i ndak  se laku  

Kuasa  Hukum dar i  Frans i sca  Tuwaidan ,  SH dan  I r .  

Disclaimer
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Wil l y  Kumentas  ha l  in i  d ika renakan  karena  pada  

tangga l  04  Januar i  2011,  sa lah  satu  Penggugat  

ya i t u  I r .  Wi l l y  Kumentas  dihadapan  Pani te ra  

Penggant i  Wil l i am  Kaunang,  S.Sos  menyatakan  bahwa 

kepent i ngannya  t i dak  di rug i kan  seh ingga  ia  t i dak  

pernah  berkehendak  untuk  mengajukan  gugatan  dan  

untuk  menyatakan  kesungguhan  dan kebenarannya  maka 

kete rangan  atau  pernya taan  l i sannya  te rsebu t  

d ikua tkan  dengan  Sura t  Pernya taan  te r t angga l  05  

Januar i  2011  dan  disampaikan  kepada  Ketua  Komis i  

Pemi l i han  Umum Minahasa  Utara  di  Ai rmad id i  se laku  

Tergugat  I .  Sela in  i t u ,  ket i ka  I r .  Wil l y  Kumentas  

di t un j ukkan  Sura t  Kuasa  te r t angga l  26  November  

2010  yang  te rdapa t  tanda  tangan  d ia tas  namanya  

yang  pada  pokoknya  member i  Kuasa  kepada  Mar iam 

Pangemanan,  SH dan  Egid ius  Kasengkang,  SH untuk  

mewaki l i n ya  melakukan  perbua tan - perbua tan  hukum 

sebaga imana  yang  te r t uang  di  da lam  Sura t  Kuasa  

te rsebu t ,  I r .  Wi l l y  Kumentas  menyatakan  bahwa 

tanda  tangan  yang  te r t e r a  dia tas  namanya  dalam 

Sura t  Kuasa te rsebu t  bukan lah  tanda  tangannya  ;  

Menimbang,  bahwa eksesp i - ekseps i  te r sebu t  d iban tah  Para  

Penggugat  sebaga imana  te rmuat  da lam  rep l i k  Para  Penggugat  

te r t angga l  08 Februar i  2011 ;  

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  

te r l eb i h  dahu lu  ekseps i  mengenai  kompetens i  abso lu t  ;  

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam perkara  

in i  ada lah  :  

1.    Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Minahasa  Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  te r t angga l  

09  November  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Terp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Dalam  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  

Utara  Tahun 2010 ;

2.  – Sura t  ……….

Disclaimer
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          2.  -    Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  

131.71- 981 tahun   2010  tangga l  01 Desember  2010  Tentang  

Pemberhent i an  Penjaba t  Bupat i  Minahasa  Utara  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Minahasa  Utara  Prop ins i  

Sulawes i  Utara

   -   Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  132.71-

982  tahun  2010  te r t angga l  01  Desember  2010  Tentang  

Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Minahasa  Utara  

Prop ins i  Sulawes i  Utara  ;

Menimbang,  bahwa untuk  meni la i  apakah  ket i ga  ob jek  sengketa  

te rsebu t  ada lah  merupakan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  

maka  Maje l i s  Hakim  berdasar  pada  keten tuan  Pasa l  1  ayat  (9 )  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  yang  berbuny i  :  “ Keputusan  Tata  Usaha Negara  adalah  suatu  

penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  oleh  Badan atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum ta ta  usaha  negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  yang  

bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i d ua l  dan  f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  

hukum bag i  seseorang  atau  badan hukum perda ta ”  ;  

Menimbang,  bahwa  j i ka  d ihubungkan  dengan  objek  sengke ta  

ya i t u  Surat  Keputusan  Ketua  Komisi  Pemil ihan  Umum Kabupaten  

Minahasa  Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  ter tanggal  09  

November  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Terpi l i h  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Dalam Pemil ihan  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  2010,  Surat  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  131.71- 981  tahun  2010  

tanggal  01  Desember  2010  Tentang  Pemberhent ian  Penjabat  Bupat i  

Minahasa  Utara  dan Pengesahan Pengangkatan  Bupat i  Minahasa  Utara  

Propins i  Sulawesi  Utara  dan Surat  Keputusan Menter i  Dalam Neger i  

Nomor  :  132.71- 982  tahun  2010  ter tanggal  01  Desember  2010  

Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Minahasa  Utara  

Propins i  Sulawesi  Utara ,   Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa objek  

sengketa  a quo  te lah  memenuhi  unsur  sesua i  yang  disya ra t kan  oleh  

Pasa l  1  ayat  (9 )  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Disclaimer
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

dia tas ,  maka Maje l i s  Hakim  menyimpulkan  bahwa objek  sengketa  a  

quo  te rmasuk  dalam penger t i a n  Keputusan  Tata  Usaha Negara  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  1  ayat  (9 )  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;  

Menimbang,…………….

53

Menimbang,  bahwa  untuk  meni la i  apakah  perkara  a  quo 

merupakan  kewenangan  Mahkamah  Konst i t u s i  atau  bukan,  Maje l i s  

Hakim  berpedoman pada  keten tuan  Pasa l  10  ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  24 Tahun 2003 Tentang  Mahkamah Konst i t u s i  yang  berbuny i  :  

1) Mahkamah  Konst i t u s i  berwenang  mengadi l i  pada  

t i ngka t  per tama  dan  te rakh i r  yang  putusannya  

bers i f a t  f i na l  untuk  :  

a) menguj i  undang- undang  te rhadap  Undang-

Undang  Dasar  Negara  Republ i k  Indones ia  

Tahun 1945 ;  

b) memutus  sengke ta  kewenangan  lembaga  negara  

yang  kewenangannya  dibe r i k an  oleh  Undang-

Undang  Dasar  Negara  Republ i k  Indones ia  

Tahun 1945 ;  

c) memutus  pembubaran  par ta i  po l i t i k  dan 

d) memutus  perse l i s i h an  ten tang  has i l  

pemi l i han  umum

Sehingga  berdasarkan  keten tuan  di  atas ,  dapat  d is impu lkan  bahwa 

sa lah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konst i t u s i  ada lah  memutus  

perse l i s i h an  ten tang  has i l  Pemi l i han  Umum ;  

Menimbang,  bahwa  objek  sengke ta  dalam  perkara  in i  ada lah  

mengenai  penetapan  pasangan  ca lon  te rp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  da lam pemi l i han  umum Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  2010  

sebaga imana  da lam obyek  sengketa  a qua  dan  bukan  mengenai  has i l  

Pemi l i han  Umum seh ingga  apab i l a  d ika i t k an  dengan  keten tuan  Pasa l  

10  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah 

Konst i t u s i ,  Maje l i s  Hakim menyimpulkan  Mahkamah Konst i t u s i  t i dak  

Disclaimer
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berwenang  untuk  memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  a quo  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

dia tas  maka  ekseps i  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  mengenai  

kompetens i  abso lu t  adalah  t i dak  bera lasan  hukum seh ingga  harus  

di t o l a k  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  mengena i  kompetens i  re la t i f  ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  meni la i  apakah  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Manado  berwenang  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  a quo ,  Maje l i s  Hakim berpedoman pada  keten tuan  Pasa l  54  

ayat  (2 )  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  yang  berbuny i  :  “ Apabi l a  Tergugat  leb ih  dar i  satu  

Badan   atau   Pejaba t  Tata  Usaha   Negara   dan   berkedudukan  

t i dak   da lam  satu

Daerah…………..
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daerah  hukum Pengad i l an ,  gugatan  dia jukan  kepada  Pengad i l an  yang  

daerah  hukumnya  mel ipu t i  tempat  kedudukan  sa lah  satu  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha Negara ”  ;  

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  Pihak  Tergugat  da lam perkara  

in i  ada lah  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Minahasa  Utara  

dan  Menter i  Dalam Neger i  Republ i k  Indones ia  seh ingga  berdasarkan  

keten tuan  Pasal  54  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Para  Penggugat  dapat  

mengajukan  gugatan  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

daerah  hukumnya  mel ipu t i  tempat  kedudukan  sa lah  satu  dar i  kedua  

Tergugat  ;

Menimbang,  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado 

daerah  hukumnya  mel ipu t i  Kabupaten  Minahasa  Utara  seh ingga  

Maje l i s  Hakim berpendapat  gugatan  Para  Penggugat  sudah  tepa t  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

dia tas  maka  ekseps i  Tergugat  I I  mengenai  kompetens i  re la t i f  

Disclaimer
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ada lah  t i dak  bera lasan  hukum seh ingga  harus  d i t o l a k  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  mengena i  gugatan  kabur  ( obscuur  

l i be l )  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  meni la i  apakah  gugatan  da lam 

perkara  a  quo  kabur ,  Maje l i s  Hakim  berpedoman  pada  keten tuan  

Pasa l  56  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  berbuny i  :  “ gugatan  harus  

memuat  : ”

a. nama,  kewarganegaraan ,  tempat  t i ngga l ,  dan  

peker j aan  Penggugat  atau  Kuasanya  ;

b. nama,  jaba tan ,  dan tempat  kedudukan  Tergugat  ;

c. dasar  gugatan  dan  hal  yang  dimin ta  untuk  

dipu tusakan  oleh  Pengad i l an  ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo ,  gugatan  Para  

Penggugat  te l ah  memenuhi  syara t - syara t  yang  di ten tukan  oleh  

Pasa l  56  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  seh ingga  Maje l i s  Hakim  menyimpulkan  

bahwa  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  kabur  dan  oleh  karena  i t u  

ekseps i  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  mengenai  gugatan  kabur  t i dak  

bera lasan  hukum seh ingga  harus  di to l ak  ;  

Menimbang,  ……….
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Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  mengena i  gugatan  kurang  pihak  ;  

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam perkara  

in i  ada lah  :  

1.   Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Minahasa  Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU-

MU/XI /2010  te r t angga l  09  November  2010  Tentang  

Disclaimer
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Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Dalam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun 2010

2. -  Surat  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

131.71- 981 

tahun  2010  tangga l  01  Desember  2010  Tentang  

Pemberhent i an  Penjaba t  Bupat i  Minahasa  Utara  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Minahasa  Utara  

Prop ins i  Sulawes i  Utara  ;

              -  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  

Nomor  :  132.71- 982 tahun  2010  te r t angga l  01 Desember  

2010  Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  

Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasa l  1  angka  12  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

yang  berbuny i  :  “ Tergugat  adalah  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  

negara  yang  mengeluarkan  keputusan  berdasarkan  wewenang yang  ada  

padanya  atau  yang  di l impahkan  kepadanya  yang  diguga t  o leh  orang  

atau  badan  hukum perda ta ”  dan  apab i l a  dika i t k an  dengan  objek  

sengketa  a  quo  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  o leh  karena  

Gubernur  Sulawes i  Utara  dan  Pimpinan  DPR Kabupaten  Minahasa  

Utara  t i dak  menerb i t kan  ob jek  sengketa  a  quo  maka  t i dak  per lu  

dimasukkan  sebaga i  p ihak  dalam perkara  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

dia tas  maka ekseps i  Tergugat  I I   mengenai  gugatan  Para  Penggugat  

kurang  pihak  t i dak  bera lasan  hukum seh ingga  harus  di to l a k  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  mengena i  kua l i t a s  lega l  s tand ing  dar i  

Mar iam Pangemanan,  SH dan  Egid ius  Kasengkang,  SH untuk  mewaki l i  

atau  ber t i ndak  se laku  Kuasa  Hukum dar i  Frans isca  Tuwaidan ,  SH 

dan I r .  Wi l l y  Kumentas  ;  

Menimbang,………….
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Menimbang,  bahwa untuk  meni la i  mengena i  ten tang  pember ian  

kuasa ,  Maje l i s  Hakim berpedoman pada  keten tuan  Pasa l  1792  Ki tab  

Undang- Undang  Hukum Perdata  yang  berbuny i  :  “ pember ian  kuasa  

ada lah  suatu  per jan j i a n  dengan  mana  seseorang  member i kan  

kekuasaan  kepada  seorang  la i n ,  yang  mener imanya  untuk  atas  

namanya menyelenggarakan  urusan ”  ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  meni la i  mengena i  pernya taan  atau  

pengakuan  para  pihak ,  Maje l i s  Hakim  berpedoman  pada  keten tuan  

Pasa l  105  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  yang  berbuny i  :  “ pengakuan  para  pihak  t i dak  

dapat  d i ta r i k  kembal i  kecua l i  berdasarkan  a lasan  yang  kuat  dan  

dapat  d i te r ima  oleh  Hakim”  ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  pers idangan  tangga l  03  Maret  2011  

dipe ro l eh  suatu  fak ta  hukum dimana  Penggugat  2  yakn i  I r .  Wil l y  

Kumentas  menyatakan  da lam  s idang  bahwa  t i dak  pernah  member i  

kuasa  kepada  Mar iam  Pangemanan,  SH dan  Egid ius  Kasengkang,  SH 

untuk  mewaki l i  dan  ber t i ndak  se laku  Kuasa  Hukum untuk  menggugat  

ob jek  sengketa  a quo  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  Maje l i s  

Hakim  menyimpulkan  bahwa dengan  adanya  pengakuan  dar i  Penggugat  

2 ya i t u  I r .  Wi l l y  Kumentas  bi l a  dika i t k an  dengan  fak ta  hukum di  

pers i dangan  pada  tangga l  03  Maret  2011,  Pasa l  105  Undang- Undang 

Nomor  5 Tahun 1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dan  Pasa l  

1792  Ki tab  Undang- Undang  Hukum Perdata ,  seh ingga  Saudara  Mar iam 

Pangemanan,  SH dan  Saudara  Egid ius  Kasengkang,  SH t i dak  dapat  

ber t i ndak  atau  t i dak  mempunyai  kua l i t a s  untuk  menggugat  atas  

nama  I r .  Wil l y  Kumentas  akan  te tap i  ,  karena   gugatan  in i  

d ia j ukan  t i dak  hanya  o leh  I r .  Wil l y  Kumentas   seorang   mela inkan  

Frans i sca  Tuwaidan  juga  se laku  Penggugat  I  ,  maka dalam perkara  

a  quo  Maje l i s  hanya  akan  mempert imbangkan  mengenai  ob jek  

sengketa  yang  berka i t an  dengan  kepent i ngan  Frans isca  Tuwaidan  ,  

ha l  mana se ja l an  dengan  keten tuan  Pasa l  53 ayat  1 UU No.  9 Tahun  

2004  ten tang  perubahan  atas  UU  No.  5  tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  menyatakan  bahwa  orang  atau  
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badan  hukum perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  

suatu  keputusan  ta ta  usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  

te r t u l i s  kepada  pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  

agar  keputusan  ta ta  usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  

tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  rehab i l i t a s i  ;  

Menimbang,……….
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Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  

maka te rhadap  ekseps i  ten tang  kua l i t a s  (  lega l  s tand ing )  Mar iam 

Pangemanan,  SH dan  Saudara  Egid ius  Kasengkang,  SH se laku  kuasa  

hukum Frans i sca  Tuwaidan  dan  I r .  Wil l y  Kumentas  ,  Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan  Saudara  Mar iam Pangemanan,  SH dan  Saudara  Egid ius  

Kasengkang,  SH t i dak  memi l i k i  kua l i t a s  lega l  stand ing  untuk  

mengajukan  gugatan  mewaki l i  atau  ber t i ndak  se laku  Kuasa  Hukum 

I r .  Wil l y  Kumentas  ada lah  bera lasan  hukum  seh ingga  harus  

di t e r ima  untuk  sebag ian  ,dan  menolak  ekseps i  Terguga t  I  dan  I I  

untuk  se leb ihnya  ,  sedangkan   Mar iam Pangemanan ,SH dan  Egid ius  

Kasengkang  dalam perkara  in i  hanya  dapat  mewaki l i  atau  ber t i ndak  

sebaga i  kuasa  hukum dar i  Frans i sca  Tuwaidan  ;  

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang  bahwa  se lan ju t nya  maje l i s  hak im  akan  

mempert imbangkan  mengenai  pokok  perkara  ;

Menimbang,  bahwa sebaga imana  te lah  dipe r t imbangkan  dia tas  

maje l i s  Hakim  dalam  perkara  in i  hanya  akan  mempert imbangkan  

mengenai  ob jek  sengketa  yang  berka i t an  dengan  kepent i ngan  

Frans i sca  Tuwaidan  se laku  penggugat ,  seh ingga  dalam perkara  in i  

yang   ob jek  sengketa  yang  akan  d ipe r t imbangkan  adalah :  

- Surat  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Minahasa  Utara  No.  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  
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te r t angga l  09  November  2010  ten tang   Penetapan  

Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

da lam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  tahun  2010

- Surat  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Republ i k  

Indones ia  No.  131.71- 981  tahun  2010  te r t angga l  01  

Desember  2010  ten tang  Pemberhent i an  Pejaba t  Bupat i  

Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Minahasa  Utara  

Prop ins i  Sulawes i  Utara  ;

Menimbang,  bahwa  pada  pokoknya  gugatan  Penggugat  meminta  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado menyatakan  bata l  atau  t i dak  

sah  objek -  objek  sengketa  te rsebu t  d ia tas  ,  karena  ob jek  – ob jek  

sengketa  te rsebu t  penerb i t annya  te lah  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ;

Menimbang ……………

58

Menimbang  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  p ihak  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  menyatakan  penerb i t an  objek  –  ob jek  

sengketa  te l ah  membantahnya  yang  pada  pokoknya  menyatakan  

penerb i t an  objek  –  ob jek  sengketa  te lah  sesua i  pera tu ran  

perundang  – undangan  yang  ber laku ;

Menimbang bahwa berdasarkan  gugatan   Penggugat  dan jawaban  

Tergugat  I  dan   Terguga t  I I  te rsebu t  d i  atas  Maje l i s  Hakim 
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berkes impu lan  bahwa  yang  menjad i  pokok  persengke taan  ada lah  “  

apakah  penerb i t an  objek  –  ob jek  sengke ta  te l ah  sesua i  prosedur  

yang  ber l aku ” .

Menimbang,  bahwa  dalam  pemer iksaan  perkara  aquo  Maje l i s  

Hakim te l ah  menemukan fak ta  – fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t :

- Bahwa  Penggugat  te lah  mendaf ta r kan  di r i  sebaga i  

ca lon  bupat i  Kabupaten  Minahasa  Utara  pr iode  2010  

s/d  2015  yang  di  usung  oleh  par ta i  

PDIP,PDS,PDP,PKPB,PPRN,  PAN,  (buk t i  P- 1) ;

- Bahwa se la i n  penggugat  te rdapa t  pu la  pasangan  la i n  

yang  mendaf ta r kan  di r i  sebaga i  ca lon  bupat i  dan  

waki l  bupat i  Minahasa  Utara  dian ta ranya  Drs .  Sompie  

Sinya l  dan  Yul i sa  Baramul i  yang  diusung  oleh  Par ta i  

Demokra t ,  PPIB,PAN,  Hanura ,  pasangan  Pasangan  Net ty  

A  Pantouw  dan  Ing r i d  Sondakh  yang  diusung  o leh  

Par ta i  Demokra t  dan  Par ta i  Golkar  (  bukt i  P-  48) ,  

pasangan  Saul  Nelwan  dan  Drs .  Arno ld  lumentu t   yang  

diusung  oleh  par ta i  Ger ind ra ,  PKPI ,  Barnas ,  PKDI ,  

pasangan  I r .  Herry  Rot insu l u  dan Imanue l  Pasula tan  ,  

SE,Ak  d iusung  oleh  par ta i  Pelopor ,  PPP,PKS,PBR,PNI  

Marhen is  ,  Par ta i  Merdeka  PPI ,P IS ,  PNBK,PKP,  par ta i  

Buruh,  sedangkan  pasangan  Pie t  Luntungan  dan Shin t i a  

D Rumampe dar i  ja l u r  independent

- Bahwa anta ra  pasangan  Drs .  Sompie  Sinya l  dan  Yul i sa  

Baramul i  dan  pasangan  Net t y  A  Pantouw  dan  Ing r i d  

Sondakh  sama  –  sama  diusung  oleh  Par ta i  Demokra t  

dengan  pengurus  DPC par ta i  Demokra t   kabupaten  

Minahasa  Utara  yang  berbeda  

- Bahwa pasangan  Drs .Sompie  Sinya l  dan Yul i sa  Baramul i  

d iusung  oleh  Pengurus  DPC Par ta i  democra t  Kabupaten  

Minahasa  Utara  dibawah  pimpinan  vers i   Brahmana dan  

Vern i s  Mai loo r  sedangkan  pasangan  Net t y  A Pantouw 

dan  Ing r i d  Sondakh  diusung  oleh  Pengurus  DPC Par ta i  

Demokra t  Kabupaten  Minahasa  Utara  vers i  Ruddi  S 

Kolu lu ,  SE  dan    Resa Pomantouw (  bukt i  T1- 7) ;

-  Bahwa ……..
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- Bahwa  PAN  juga  se la i n  mengusung  Penggugat  juga  

mengusung  pasangan  Drs .  Sompie  Sinya l  dan  yu l i sa  

Baramul i  ;

- Bahwa  untuk  meminta  penegasan  pengurus  DPC par ta i  

Demokra t  Kabupaten  Minahasa  Utara  yang  sah  Tergugat  

I  te lah  melakukan  k la r i f i k a s i  ke  Dewan  pengurus  

Pusat  (  DPP)  Par ta i  Demokra t ,  Ketua  Umum Par ta i  

Demokra t  Anas  Ubaningrum  mela lu i  sura tnya  nomor  39/  

EXT/  DPP.PD/VI /2010  te r t angga l  12  Jun i  2010  te lah  

menegaskan  pengurus  yang  sah  ada lah  Ruddy  S Kolu lu  

SE (  Ketua)  dan  Resa  Pomantouw  (  seker ta r i s ) ( b uk t i  

P-  45) ;

- Bahwa  pada  tangga l  17  Jun i  2010  Tergugat  I  te lah  

melakukan  Ver i f i k a s i  langsung  untuk  menanyakan  

kebenaran  sura t  DPP  par ta i  Demokra t  No.  39/  

EXT/DPP.PD/VI / 2010  yang  in t i n ya  ketua  umum par ta i  

Demokra t  membenarkan  sura t  te r sebu t  (  bukt i  P- 46)

- Bahwa te rguga t  I  te lah  pu la  melakukan  k la r i f i k a s i  ke  

Menter i  Hukum dan  HAM mengenai  AD/ART kompos is i  dan  

Persona l i a  DPP Par ta i  Demokra t (buk t i  T1- 7)

- Bahwa PAN te l ah  mengusung  Penggugat  dan  te l ah  pula  

mengusung  pasang  Drs .  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  o leh  pengurus  yang berbeda  ;

- Bahwa saat  pendaf ta ran  Penggugat  di  tempat  kedudukan  

te rguga t  PAN iku t  ser ta  menganta rkan  penggugat  akan  

te tap i  seba l i k nya  saat  pasangan  Drs  Sompie  s inga l  

dan Yul i sa  mendaf ta r  tanpa  d i  hadi r i  o leh  PAN (  v ide  

kete rangan  saks i  Roy Wulur )

- Bahwa  Par ta i  hanura  yang  mengusung  Drs .  Sompie  

Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i  te lah  mencabut  

dukungannya  sesua i  sura t  DPC  Hanura  Kabupaten  
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Minahasa  Utara

- Bahwa  da lam  Pemi lukada  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Minahasa  Utara  pr iode  

2010  s/d  2015  Tergugat  I  te l ah  menetapkan  

6  (enam)  pasangan  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  sebaga i  peser ta  pemi lukada  ya i t u :  

pasangan  Drs .  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  yang  diusung  o leh  Par ta i  

Demokra t ,PP IB ,  PAN,  Hanura ,  pasangan  

Frans i sca  Tuawaidan  dan  I r .  Wil l y  Kumentas  

yang  diusung  dar i  PDIP,  PKPB,PPRN,PDP,  

pasangan  Saul  Paul  Nelwan  dan  Drs .  Arno ld  

Lumentu t  yang  diusung  oleh  Ger ind ra ,  PKPI ,  

Barnas ,  PKDI ,  pasangan      Net ty  A Pantouw 

dan  Ing r i d  Sondakh  diusung  oleh  par ta i  

Golkar ,  pasangan  I r .  Herry  Rot insu lu  dan 

Imanue l  Pasu la tan  ,SE,  Ak diusung  

oleh…….
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    o leh  Par ta i  pe lopor ,  PPP,PKS,PBR,  PNI  Marhen is ,  

Par ta i  Merdeka,  PPI ,  PIS,PNBK,PKP,  Par ta i  Buruh,  

sedangkan  Pasangan  Pie t  P.J .  Luntungan  dan  Shin ta  D 

Rumampe dar i  ja l u r  independent  (  bukt i  P- 3) ;

- Bahwa kemudian  te rguga t  I  menetapkan  nomor  uru t  dar i  

masing  – masing  pasangan(  bukt i  P- 4) ;

- Bahwa da lam  pemungutan  suara  pemi l i han  umum kepa la  

daerah  minahasa  Utara  Tergugat  I  te l ah  

merekap i t u l a s i  has i l  perh i t ungan  suara  dengan  suara  

te r t i n gg i  d ipe ro leh  pasangan  Drs  sompie  s inga  dan  

Yul i sa  Baramul i  dan  uru tan  kedua  yang  mempero leh  

suara  te rbanyak  adalah  Penggugat  (  bukt i  T1- 3) ;

- Bahwa  te rhadap  has i l  pero lehan  suara  te rsebu t  

Penggugat  t i dak  puas  dan  mengajukan  gugatan  ke  

mahkamah  Konst i t u s i ,  dan  has i l nya  MK mengabulkan  

gugatan  Penggugat  dengan  mengulang  pemungutan  suara  

Disclaimer
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di  beberapa  daerah  pemi l i han  ;

- Bahwa Terguga t  te l ah  melaksanakan  putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  yang  has i l n ya  te tap  memenangkan  pasangan  

Drs .Sompie  Singa l  dan Yul i sa  Baramul i  ,  dan te rhadap  

has i l  te rsebu t  Penggugat  kembal i  menggugat  ke  

Mahkamah  Konst i t u s i  dan  has i l nya  gugatan  Penggugat  

di  to l ak  dan te tap  mensahkan  has i l  perh i t ungan  suara  

yang  memenangkan  pasangan  Drs .  Sompie  Singa l  dan  

Yul i sa  Baramul i ;

- Bahwa kemudian  Tergugat  I  menetapkan   pasangan  Drs .  

Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  baramul i   sebaga i  pasangan  

ca lon  te rp i l i h  Bupat i  dan  waki l  Bupat i  kabupaten  

minahasa  Utara  tahun  2010  (  bukt i  TI I - 1)  d imana  

te rhadap  penetapan  te rsebu t  p impinan  DPRD Kabupaten  

Minahasa  Utara  te l ah  meneruskan  ke  Gubernur  Sulawes i  

Utara  untuk  mendapat  pengesahan  pengangkatan ,  bahwa 

kemudian  Gubernur  Sulawes i  Utara  te l ah  mengusu l  

kepada  Tergugat  I I  untuk  di t e t apankan  pasangan  

te rp i l i h  sebaga i  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Minahasa  

Utara  (  TI I - 3) ;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  di  atas  yang  

te rungkap  dalam  pers idangan  maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 

t i ndakan  te rguga t  I  yang  mengaba ikan  sura t  penegasan  

kepengurusan  DPC Par ta i  democra t  Kabupaten  minahasa  Utara  yang  

sah  (  bukt i  P- 45)  akan  te tap i  p ihak  Terguga t  I  menetapkan  

dukungan  yang  sah  oleh  par ta i  Demokra t  adalah  dukungan  te rhadap  

pasangan  Drs .  Sompie  Singa l  Yul i sa  Baramul i  berdasarkan  has i l  

k la r i f i k a s i  ke  Menter i  Hukum dan HAM, dimana  t i ndakan  Tergugat  I  

te rsebu t  te l ah  ber ten tangan  dengan   pera tu ran  komis i  pemi l i han  

umum No.  

68 tahun………
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68  tahun  2009  ten tang  pedoman  tekn i s  ta ta  cara  penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  khususnya  
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pasa l  50  ayat  1  di  sebutkan  “apab i l a  da lam  proses  pene l i t i a n  

admin is t r a s i  te rhadap  sura t  penca lonan  d i t emukan  dokumensebuah  

par ta i  pol i t i k  memi l i k i  2  (  dua)  atau  leb ih  kepengurusan  yang  

masing  –  masing  mengajukan  baka l  pasangan  ca lon ,  d i l akukan  

pene l i t i a n  menyangkut  ke  absahan  kepengurusan  par ta i  po l i t i k ”  

sedangkan  t i ndakan  te rguga t  I  yang  melakukan  k la r i f i k a s i  ke  

Menter i  Hukum dan  HAM  apab i l a  te rdapa t  dua  kepengurusan  par ta i  

po l i t i k  d i t i n gka t  pusat  (  v ide  pasa l  50 ayat  3 Pera tu ran  KPU No.  

68  tahun  2009)  seh ingga  dukungan  te rhadap  pasangan  Drs .  Sompie  

Singa l  sebaga i  ca lon  bupat i  dan  waki l  bupat i  pr iode  2010  s/d  

2015 ada lah  t i dak  sah  ;

Menimbang  bahwa se lan ju t nya  maje l i s  akan  memper t imbangkan  

mengenai  dukungan  Par ta i  Amanat  nas iona l  yang   mengusung  dua  

pasangan  ca lon  bupat i  dan  waki l  bupat i  da lam  pemi lukada  ya i t u  

mengusung  penggugat  dan  pasangan  Drs .  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  

Baramul i  ,  bahwa  saat  pendaf t a ran  Penggugat  sebaga i  ca lon  

Bupat i ,  pengurus  PAN iku t  ser ta  mendamping i  Penggugat  (  v ide  

bukt i  P 51,52 ,53 )  sedangkan  pendaf ta ran  pendaf t a r an  Drs .  Sompie  

Singa l  dan  Yul i sa  baramul i  saat  pendaf ta r an  hanya  didamping i  

dar i  Par ta i  democra t  dan PIB  ser ta  Hanura  (  Keterangan  saks i  Roy 

Wulur )  ,  bahwa  pengusungan  PAN kepada  Pasangan  Drs .  Singa l  

Sompie  secara  nyata  baik  da lam pendaf ta ran  maupun  dalam kampaye  

t i dak  te r l i h a t  ,  ha l  mana Maje l i s  te l ah  menyaks ikan  penayangan  

rekaman saat  Penggugat  melakukan  kampanye  PAN tu ru t  ser ta  da lam 

kampanye  te rsebu t ,  sedangkan  Tergugat  I  sama seka l i  t i dak  mau 

membukt i kan  mengenai  dukungan  PAN dalam pers idangan  perkara  in i ,  

walaupun  te lah  d imin ta  maje l i s  bukt i  – bukt i  Tergugat  I  mengena i  

bukt i  fo lmu l i r  B,  BI I  Kwk;

Menimbang  bahwa berdasarkan  fak ta ,  bukt i  dan per t imbangan  –

per t imbangan  maje l i s  hak im  te rsebu t  d i  atas  Maje l i s  hak im  

berpendapat  bahwa penetapan  Tergugat  I  da lam pengusungan  Par ta i  

Demokra t  dan  Par ta i  Amanat  Nasiona l  (  PAN)  te rhadap  pasangan  

Drs .  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  Baramul i   da lam  pemi l i han  bupat i  

dan  waki l  bupat i  Kabupaten  Minahasa  Utara  te l ah  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  yang  ber laku  dalam hal  in i  Pera tu ran  KPU No.  68  

tahun  2009  ten tang  pedoman tekn i s  ta ta  cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  seh ingga  penetapan  

pasangan  Drs .  Sompie  Singa l  dan  Yul i sa  baramul i  yang  diusung  

par ta i  Demokra t  dan  PAN secara  hukum cacat  prosedur  seh ingga  

Disclaimer
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sangat  bera lasan  hukum  bag i  maje l i s  hak im  untuk  mengabulkan  

gugatan  penggugat  untuk  sebag ian  dan  menyatakan  bata l :  -   Sura t  

Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Minahasa  Utara  

No.  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  te r t angga l  09 November  2010 ten tang  

Penetapan  ………

62

 Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  da lam 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Minahasa  Utara  tahun  2010  dan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Republ i k  Indones ia  No.  131.71- 981 tahun  2010te r t angga l  01  

Desember  2010  ten tang  Pemberhent i an  Pejaba t  Bupat i  Minahasa  

Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  

Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  ;  

Menimbang,  bahwa karena  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  sebaga i  

p ihak  yang  ka lah  dalam sengketa  in i ,  maka berdasarkan  keten tuan  

Pasa l  110  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  kepada  Tergugat  I  dan  Terguga t  I I  d ibebankan  

untuk  membayar  biaya  perkara  yang  jumlahnya  akan  di ten tukan  

dalam amar  Putusan  in i  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ala t - a la t  bukt i  se leb ihnya  o leh  

karena  t i dak  re levan  dengan  per t imbangan  Putusan  in i ,  sesua i  

dengan  kewenangan  yang  dia tu r  da lam  Pasa l  107  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun 1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  maka a la t  

bukt i  te rsebu t  te tap  di l amp i r kan  dan menjad i  satu  kesatuan  da lam 

berkas  perkara  ;  

Menginga t  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  diubah  te rakh i r  

dengan  Undang- Undang Nomor  51 Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  

atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  ser ta  pera tu ran  Perundang- undangan  dan  keten tuan  

hukum la i nnya  ;  

M E N G A D I  L I
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DALAM EKSEPSI

- Mener ima  Ekseps i  Tergugat  I  sebag ian  dan  menolak  ekseps i  

Tergugat  I  se leb ihnya  ;  

- Menolak  ekseps i  Tergugat  I I  untuk  se lu ruhnya  ;  

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  I  sebag ian   ;  

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Minahasa  Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU-

MU/XI /2010  te r t angga l  09  November  2010  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Dalam  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  2010  dan  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  131.71- 981  tahun  2010  

tangga l  01 Desember  2010 Tentang  Pemberhent i an  

Penjaba t………
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Penjaba t  Bupat i  Minahasa  Utara  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  ;

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  I  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Minahasa  

Utara  Nomor  :  26/KPTS/KPU- MU/XI /2010  te r t angga l  09  

November  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Dalam  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara  

Tahun 2010 ;  

4. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  I I  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  131.71- 981  tahun  

2010  tangga l  01  Desember  2010  Tentang  Pemberhent i an  

Penjaba t  Bupat i  Minahasa  Utara  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  Minahasa  Utara  Prop ins i  Sulawes i  Utara  ;

5. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  I I  untuk  mengesahkan  

pengangkatan  Penggugat  I  sebaga i  Bupat i  Kabupaten  Minahasa  

Utara  per iode  2010- 2015 ;

6. Menghukum Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  untuk  membayar  biaya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
perkara  secara  tanggung  ren teng  yang  pada  perad i l an  t i ngka t  

per tama  dipe rh i t u ngkan  sebesar  Rp.  611.000 , -  (enam  ra tus  

sebe las  r i bu  rup iah )  ;

Demik ian  d ipu tus  dalam rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  Hakim 

pada  Rabu tangga l  25 Mei  2011 oleh  kami  BUDI HARTONO,  SH sebaga i  

Hakim  Ketua  Maje l i s ,  JUSAK SINDAR,  SH dan  MUHAMMAD IQBAL M,  SH 

masing  –  masing  sebaga i  Hakim  Anggota  I  dan  I I .  Putusan  mana 

dibacakan  dalam  pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  

Kamis ,  tangga l  26  Mei  2011  oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d i  atas  

dengan  diban tu  oleh  WILLIAM KAUNANG,  S.Sos  Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  dengan  d ihad i r i  o leh  Kuasa  

Hukum Penggugat ,  Kuasa  Hukum Tergugat  I ,  tanpa  d ihad i r i  p ihak  

Tergugat  I I  .

   HAKIM ANGGOTA                                HAKIM 

KETUA MAJELIS,

              t t d .  

t t d

          JUSAK  SINDAR,  SH 

BUDI HARTONO,SH.

              t t d

      MUHAMMAD IQBAL M, SH                    

     PANITERA PENGGANTI 

         t td

  

WILLIAM KAUNANG ,  S.Sos.

                                                           6

4

PERINCIAN BIAYA PERKARA NO. 48/G.TUN/2010/PTUN.Mdo

Biaya  Panggi l an :   Rp.  600.000 , -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Biaya  metera i :   Rp.      6.000 , -

Biaya  Redaks i :   Rp.      5.000 , -

Jumlah :   Rp.  611.000 , -

============

(Enam ra tus  sebe las  r i bu  rup iah )
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85


